Gerakan Perlawanan Serikat Pekerja Nasional (SPN) Makassar terhadap PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan by Nurmila, Nurmila
GERAKAN PERLAWANAN SERIKAT PEKERJA NASIONAL (SPN)
MAKASSAR TERHADAP PP NOMOR 78 TAHUN 2015
TENTANG PENGUPAHAN
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Oleh:
NURMILA
NIM: 30600114049
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2018
ii 
 
 
 iv 
 
 
iv
KATA PENGANTAR
Tiada kata yang pantas diucapkan seorang hamba kepada pencipta-Nya selain
rasa syukur atas segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Tuhan tempat kita
menyembah dan meminta pertolongan sehingga kita berharap mampu melewati hari
penuh dengan makna. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan
kita nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada
ummatnya hingga akhir zaman.
Penulis sangat menyadari bahwa dalam skripsi ini begitu banyak hambatan
dan keterbatasan, sehingga banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai
pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penuh penghargaan
tak terhingga kepada pihak yang telah memberikan bantuan dan arahan dengan sabar
dan ikhlas. Penulis mencoba membuat skripsi ini dengan sebaik mungkin dengan
segala kemampuan yang ada. Namun demikian, di dalam penulisan masih terdapat
kekurangan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan dan kemampuan yang ada dalam
penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, segala kritik dari pembaca sangat diperlukan
demi pengembangan ilmu di masa yang akan datang.
Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada kedua orang
tua, H. Rumallang Dg. Nai dan Hj. Naharia Dg. Memang  yang selama ini telah
banyak memberikan kasih sayangnya yang tulus, memberikan motivasi, dorongan
serta dukungan sehingga penulis bisa sampai ke tahap ini. Dan juga tidak lupa kepada
sang kakak tercinta, Iswandi yang selalu memberikan arahan serta motivasi kepada
penulis, adiknya tercinta, dan juga kepada:
v1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor UIN Alauddin
Makassar dan para Wakil Rektor I, II, III, dan IV sebagai penentu kebijakan di
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Natsir Siola, MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin,
Filsafat dan Politik dan para Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi, M. Si., sebagai Pembimbing I dan sekaligus
sebagai Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ibu Ismah Tita Ruslin, S.IP., M. Si.,
sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan saran dan bimbingannya,
yang selalu mendukung serta memberikan supportnya kepada peneliti.
4. Dosen penguji, Ibu Dr. Anggriani Alamsyah, S. IP., M. Si., sebagai Penguji I
dan Ibu Wahyuni, S. Sos., M. Si., sebagai Penguji II  yang telah membantu
penulis selama proses ujian.
5. Bapak Syahrir Karim, M.Si., Ph.D., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik
dan juga kepada Ibu Nurhayati, M.Si., selaku Tata Usaha Jurusan Ilmu
Politik.
6. Staf Akademik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik yang selama ini
membantu penulis dalam pengurusan berkas.
7. Bapak Salim Samsur selaku Ketua SPN berserta para anggotanya yang telah
membantu penulis dalam memberikan data dan informasi penelitian yang
terkait dengan penelitian.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Politik angkatan 2014, khususnya
Ilmu Politik 3&4, Hardianti, Rahmat Hidayat, Deswina, dan Lisna Warliana.
Samata Gowa, 16 April 2018
vi
DAFTAR ISI
JUDUL………………………………………………………………………………...i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ……………………………………………ii
PENGESAHAN SKRIPSI………………………………………………………….iii
KATA PENGANTAR... …………………………………………………………….iv
DAFTAR ISI.... ……………………………………………………………………...vi
ABSTRAK ..………………………………………………………………………..viii
BAB 1 PENDAHULUAN………………………………………………………...1-19
A. Latar Belakang ……………………………………………………………...1
B. Rumusan Masalah………………………………………………………….12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..…………………………………………13
D. Tinjauan Pustaka …………………………………………………………...14
BAB II LANDASAN TEORITIS ………………………………………………20-33
A. Teori Gerakan Sosial.. ……………………………………………………...20
B. Teori Sosialisme Islam Ali Syari’ati.. ………………………………….......23
C. Teori Nilai Lebih Karl Marx.... ……………………………………………26
D. Teori Kekuasaan Michel Foucault .. ……………………………………….30
E. Kerangka Konseptual..……………………………………………………...33
BAB III METODE PENELITIAN ……………………………………….........34-38
A. Jenis dan Lokasi Penelitian ………………………………………………..34
B. Sumber Data ………………………………………………………………..34
C. Metode Pengumpulan Data ………………………………………………...35
D. Informan ……………………………………………………………………36
E. Analisa Data…………………………………………………………….......37
vii
BAB IV ANALISIS HADIL DAN PEMBAHASAN ……………………….....39-64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ………………………………………39
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan …………………………………………..49
BAB V PENUTUP ……………………………………………………………....65-66
A. Kesimpulan………………………………………………………………...65
B. Implikasi Penelitian... ………………………………………………………66
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………..67-69
LAMPIRAN..…………………………………………………………………..70-169
RIWAYAT HIDUP…………………………………………………………….….170
viii
ABSTRAK
Nama : Nurmila
NIM : 30600114049
Judul : Gerakan Perlawanan Serikat Pekerja Nasional (SPN) Makassar
Terhadap PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan
Penelitian ini mengkaji tentang gerakan perlawanan SPN dan hasil dari
gerakan perlawanan SPN terhadap PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.
Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini memicu berbagai respon dari kaum
pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh hingga akhirnya mereka melakukan gerakan
perlawanan untuk menolak PP 78/2015. Salah satu serikat buruh yang melakukan
gerakan perlawanan adalah Serikat Pekerja Nasional (SPN) Makassar.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu
berupa narasi cerita, penuturan informan, dokumen-dokumen, seperti foto, dan
catatan pribadi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah observasi, wawancara (wawancara langsung dan tidak langsung/melalui sosial
media), dan dokumentasi. Kemudian analisis data dilakukan dengan tiga tahapan,
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan data. Teori yang digunakan
dalam penelitian ini, yaitu teori gerakan sosial, teori sosialisme Islam Ali Syari’ati,
teori nilai lebih Karl Marx, dan teori kekuasaan Michel Foucault.
Penelitian ini menemukan bahwa gerakan perlawanan yang dilakukan oleh
SPN, melalui berbagai cara, yaitu: 1) Menggugat SK Gubernur sebagai upaya hukum
yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan; 2) Melakukan konferensi pers; 3)
Melakukan workshop; 4) Aksi massa (demo). Dalam melakukan gerakan tersebut,
SPN telah melakukan beberapa strategi untuk mendukung gerakan perlawanannya,
yaitu membangun konsolidasi penolakan PP 78/2015. Sementara itu, hasil gerakan
perlawanan buruh, memperoleh tiga tanggapan yang berbeda; 1) Kalangan buruh
berpendapat bahwa tidak ada keseriusan pemerintah terhadap tuntutan kaum buruh;
2) Pemerintah, beranggapan bahwa mereka mendukung buruh dengan membaca
setiap saat UMP; 3) Pengusaha, beranggapan bahwa adanya keberpihakan pemerintah
kepada buruh dalam PP 78/2015.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam
merumuskan aturan mengenai standar pengupahan yang pro rakyat dan menjadi
kritikan bagi pemerintah yang seharusnya menjadi jembatan antara buruh dan
pengusaha, bukan berpihak kepada salah satunya. Selain itu, sebagai sebuah
organisasi buruh, sangat penting untuk setiap saat membaca perkembangan tentang
perburuhan tanpa mengedepankan hal lainnya.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pelaksanaan pembangunan nasional mustahil dapat ditangani sendiri oleh
pemerintah tanpa peran serta masyarakat, termasuk buruh dan organisasinya. Tujuan
pembangunan tidak sekadar untuk mencapai kemakmuran, tetapi sejalan dengan
terwujudnya kemakmuran, juga untuk mewujudkan keadilan yang merata. Keadilan
yang merata hanya dapat dicapai dengan memberikan kepada setiap tenaga kerja atau
buruh kesempatan untuk ikut aktif dalam pembangunan. Memberikan untuk turut
serta dalam pembangunan berarti mempertinggi derajat dan martabat setiap tenaga
kerja sebagai manusia1.
Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain2. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja
mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan
pembangunan, terutama pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Pembangunan
ketenagakerjaan bertujuan:
1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan
manusiawi;
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang
sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
1 Agus Sudono, Perburuhan dari Masa ke Masa (Cet. I; Jakarta: PT Pustaka Cidesindo,
1997), h. 63.
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003  Tentang Ketenagakerjaan Pasal
1 Ayat 3.
23. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan
kesejahteraan; dan
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya3.
Secara konstitusional, eksistensi buruh sebagai salah satu bagian dari warga
negara juga mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul dalam suatu organisasi,
mendirikan, menjadi anggota maupun pengurus dari suatu organisasi, termasuk
organisasi buruh dalam serikat pekerja/buruh dan bentuk serta jenis lainnya. Mereka
juga berhak untuk mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis, bahkan
mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan4. Serikat
pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk
pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas,
terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan,
membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan
kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya5.
Keberadaan UU yang mengatur tentang serikat pekerja/buruh diharapkan
sebagai sarana pembaru hukum di bidang perburuhan, khususnya organisasi
perburuhan di Indonesia. Salah satu UU yang mengatur tentang ketenagakerjaan
adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan.
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003  Tentang Ketenagakerjaan Pasal
4.
4 Djumadi, Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo,
2005), h. 1.
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003  Tentang Ketenagakerjaan Pasal
1 Ayat 17.
3UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 104 Ayat 1
menjelaskan bahwa setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota
serikat pekerja/serikat buruh. Kehadiran UU tersebut telah menjadi pelindung bagi
buruh untuk menjalankan keinginannya bersama buruh-buruh lainnya dalam
membentuk serikat. Keberadaan serikat pekerja/buruh tidak hanya diperlukan bagi
pekerja-pekerja di negara-negara berkembang, seperti  Indonesia.  Akan tetapi,  di
negara-negara yang telah maju, keberadaan serikat pekerja/buruh tetap diharapkan
kehadirannya.
Kehadiran serikat pekerja/buruh di negara-negara tersebut telah memperoleh
tempat dan sambutan yang positif dari kalangan yang ada kaitannya dengan bidang
industrial. Keberadaan pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh, pengusaha/majikan di
Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang sedang menuju era pasar
bebas. Untuk menghadapi hal tersebut, semua pelaku dalam proses produksi, tidak
terkecuali organisasi buruh, perlu bersatu dan menumbuhkembangkan sikap
profesional6. Namun, ketika pekerja/buruh merasa bahwa terdapat ketidakadilan yang
dilakukan oleh pengusaha atau pemilik industri maupun pemerintah, maka mereka
bersama serikatnya akan melakukan gerakan perlawanan hingga akhirnya mereka
mendapatkan keadilan. Salah satu masalah yang sering memicu gerakan
pekerja/buruh adalah tentang upah.
Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk
uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau
6 Djumadi, Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo,
2005), h. 8.
4peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan7. Bagi
pekerja, upah merupakan salah satu instrumen yang langsung dapat meningkatkan
kesejahteraan diri dan keluarganya. Tinggi rendahnya upah yang diterima pekerja,
berpengaruh langsung terhadap perubahan kesejahteraan hidup yang dialami oleh
pekerja dan dilihat dari segi ekonomi, upah adalah harga atau balas jasa atas prestasi
tenaga kerja8.
Islam sendiri menjelaskan pengupahan bermakna membayar kompensasi atas
apa yang memberi manfaat, baik itu karena pekerjaan atau selainnya. Disyaratkan
bahwa upah merupakan kewajiban pemilik pekerjaan untuk diberikan kepada pekerja
atau buruh dan disyaratkan juga bahwa pembayaran itu bersedia diterima oleh si
buruh. Islam mengharamkan segala  bentuk kezaliman, di antarannya adalah memeras
kaum  buruh dan menahan upah kerja mereka. Hal tersebut dikategorikan sebagai
memakan harta secara batil. Rasulullah saw., bersabda, “tiga jenis orang yang
menjadi musuhku pada hari kiamat, di antaranya adalah orang yang mempekerjakan
seorang buruh namun tidak memenuhi upahnya9.
Masalah pengupahan merupakan masalah yang paling rawan dalam hubungan
kerja, karena masalah upah bukan sekadar berapa besar upah yang harus diberikan,
tetapi masalah hak dan kewajiban seseorang. Ketika hak tersebut tidak dipenuhi oleh
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal
1 Ayat 30.
8 Ade Iskandar, “Kebutuhan Buruh/Pekerja di Indonesia dalam Memenuhi Upah Minimum”,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lakidende 1, no. 2  (Oktober 2010): h.
63.
9 Baqir Sharief Qorashi, Keringat Buruh: Hak dan Peran Pekerja dalam Islam (Jakarta: Al-
Huda, 2007), h. 161.
5pengusaha, langkah yang dilakukan oleh buruh dalam memperjuangkan haknya
adalah dengan melakukan perlawanan bersama buruh-buruh lainnya atau serikat
buruh dengan membentuk sebuah gerakan.
Kesadaran atau kepedulian masyarakat sendiri sangatlah penting bagi suatu
negara, di mana ketika terjadi ketimpangan dalam negara itu, seperti ketimpangan
politik maupun ekonomi, maka masyarakat bisa bersatu dengan membentuk sebuah
gerakan untuk memperjuangkan terjadinya perubahan di dalam negaranya sendiri.
Gerakan yang dilakukan  oleh kaum pekerja/ buruh merupakan salah satu contoh dari
gerakan sosial. Gerakan sosial buruh merupakan bentuk eksistensi serikat buruh
untuk memperjuangkan hak-hak kaum buruh dengan memobilisasi massa. Gerakan
sosial buruh merupakan sebuah fenomena sosial yang mewarnai perkembangan
zaman di Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan
pemerintah ataupun penuntutan hak-hak kepada perusahaan tempat buruh bekerja.
Campur tangan pemerintah dalam mengatur masalah perburuhan sangatlah
penting, karena dengan itu akan lahir hukum perburuhan yang adil, termasuk hukum
yang mengatur tentang pengupahan dan perlindungan bagi kaum buruh. Hubungan
kerja sama yang erat, komunikasi yang lancar antara buruh, pengusaha, dan
pemerintah (Tripartite) merupakan salah satu syarat untuk memecahkan atau
menyelesaikan masalah-masalah perburuhan secara baik10. Untuk penetapan hukum
yang adil, Allah berfirman dalam QS An-Nisa’/4: 58.
10 Djumadi, Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo,
2005), h. 15.
6 ِسﺎﱠﻨﻟٱ َﻦَۡﯿﺑ ُﻢﺘۡﻤَﻜَﺣ اَِذإَو َﺎِﮭﻠَۡھأ َٰٓﻰِﻟإ ِﺖ َٰﻨ ََٰﻣۡﻷٱ ْاو ﱡدَُﺆﺗ َنأ ۡﻢُﻛُﺮُﻣَۡﺄﯾ َ ﱠ ٱ ﱠِنإ ْاﻮُﻤُﻜۡﺤَﺗ َنأ
اٗﺮﯿِﺼَﺑ ﺎ َۢﻌﯿِﻤَﺳ َنﺎَﻛ َ ﱠ ٱ ﱠِنإ ۗٓۦِِﮫﺑ ﻢُُﻜﻈِﻌَﯾ ﺎ ﱠﻤِِﻌﻧ َ ﱠ ٱ ﱠِنإ ِۚلۡﺪَﻌۡﻟِﭑﺑ٥٨
Terjemahnya:
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat11.
Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. menyuruh untuk menyampaikan
amanah secara sempurna dan tepat waktu kepada pemiliknya, yakni yang berhak
menerimanya, baik amanah dari Allah maupun amanah manusia dan Allah juga
menyuruh apabila menetapkan hukum di antara manusia, baik yang berselisih dengan
manusia lain maupun tanpa perselisihan, maka harus menetapkan putusan dengan adil
sesusai ajaran Allah swt12.
Masyarakat memberikan amanah kepada pemerintah melalui kekuasaan yang
diembannya agar membangun sebuah keadilan dalam masyarakat, terutama dalam
menetapkan sebuah aturan. Aturan dibuat oleh pemerintah agar terciptanya
kenyamanan, keteraturan, kedamaian dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat
nilai keadilan. Aturan dibuat bukan hanya untuk segelintir orang atau kelompok saja,
tetapi untuk seluruh masyarakat yang ada dalam sebuah negara. Aturan yang dibuat
bukan untuk menciptakan sebuah ketimpangan, tetapi untuk menciptakan sebuah
keadilan.
11 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah, 1978), h. 128.
12 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an/M. Quraish
Shihab (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 581.
7Selain itu, terdapat salah satu hadits yang menjelaskan tentang pemimpin atau
pemerintah yang seharusnya menjalankan tanggung jawabnya terhadap amanat yang
telah diberikan kepadanya.
 ِﻰﻓ ٍرﺎَﺴَﯾ َﻦْﺑ ََﻞﻘْﻌَﻣ َدﺎَﻋ ٍدَﺎﯾِز ِﻦْﺑ ِﷲ َﺪَْﯿﺒُﻋ ﱠَنأ ِﻦَﺴَﺤْﻟا ِﻦَﻋ ٍرﺎََﺴﯾ ِﻦْﺑ َِﻞﻘْﻌَﻣ ُﺚْﯾِﺪَﺣ
 ْﻲﱢِﻧإ :ٌَﻞﻘْﻌَﻣ َُﮫﻟ َلَﺎَﻘﻓ ،ِﮫِْﯿﻓ َتﺎَﻣ ْيِﺬﱠﻟا ِﮫِﺿَﺮَﻣ ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲ ِلْﻮُﺳَر ْﻦِﻣ ُُﮫﺘْﻌِﻤَﺳ ًﺎﺜْﯾِﺪَﺣ َُﻚﺛ ﱢﺪَﺤُﻣ
 َر ُﷲ ُهﺎَﻋَْﺮﺘِْﺳا ٍﺪْﺒَﻋ ْﻦِﻣ ْﻦَﻣ :ُلُْﻮﻘَﯾ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱠِﻲﺒﱠﻨﻟا ُﺖْﻌِﻤَﺳ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُﷲ ًﺔﱠﯿِﻋ
 ْﻟا َﺔَِﺤﺋاَر ْﺪَِﺠﯾ ْﻢَﻟ ﱠِﻻإ ٍﺔَﺤْﯿَِﺼِﻨﺑ َﺎﮭْﻄَُﺤﯾ َْﻢَﻠﻓ.ِﺔﱠﻨَﺠ13
Artinya:
Hadits dari Ma’qil bin Yasar (yang ia terima) dari al-Hasan bahwa Ubaidillah
bin Ziyad menjenguk Ma’qil bin Yasar pada saat ia sakit yang membawa pada
kematiannya. Ma’qil berkata kepadanya: “Sesungguhnya aku akan
menceritakan kepadamu sebuah hadits yang aku telah mendengarnya dari
Rasulullah saw. Saya mendengar Nabi saw., bersabda, “Tidak ada seorang
hamba yang Allah berikan kepadanya kekuasaan (mengurus/memerintah)
masyarakat kemudian dia tidak menjaganya dengan penuh kebijaksanaan,
maka (tidak ada baginya) melainkan dia tidak akan dapat mencium wanginya
surga”.
Hadits tersebut menjelaskan, sebuah kemimpinan merupakan amanah bagi
orang yang mengembannya dan sebagai pengemban amanah, ia memiliki kewajiban
untuk melaksanakan amanah itu dengan melayani masyarakat yang dipimpinnya
sehingga pemimpin itu adalah abdi masyarakat. Artinya, pemimpin harus
mengabdikan kekuasaan yang diterimanya untuk kepentingan masyarakat dan berlaku
adil dalam menyelesaikan masalah dalam masyarakat, serta tidak melakukan
kezaliman. Karena pemimpin yang zalim akan merusak kondisi sosial masyarakat
13 Al-Bukhari, Kitab 93 Al-Ahkam: Bab 8 Manistur’i Raiyyatan Falam Yanṣah, h. 488.
8yang tenteram dan damai. Sebaliknya, pemimpin yang adil dapat menciptakan
kehidupan yang tenteram dan damai14.
Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah merupakan amanah yang diberikan
oleh masyarakat, di mana kekuasaan itu dijalankan untuk kepentingan umum, bukan
untuk pribadinya atau kelompoknya. Pemerintah menjadi penyelamat bagi
masyarakat yang merasa terdiskriminasi atas perlakuan yang tidak adil atau
penindasan yang didapatkannya, yaitu melalui aturan yang diterapkannya. Kehadiran
pemerintah dalam wujud kebijakan bertujuan untuk menengahi dua kepentingan yang
saling bertolak belakang antara pengusaha dan pekerja/buruh. Salah satu bentuk
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan.
UU ini menyempurnakan peraturan-peraturan mengenai ketenagakerjaan
sebelumnya yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan dalam pembangunan
ketenagakerjaan di Indonesia dan UU ini dikeluarkan oleh pemerintah adalah karena
banyaknya kasus yang menjadikan Tenaga Kerja Indonesia dalam maupun luar negeri
menjadi korban dan kurang mendapat perlindungan. Dan di sisi lain, pemerintah juga
mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang
Pengupahan. PP Pengupahan ini merupakan amanat Pasal 97 UU 13/2003. Namun
demikian, proses pembuatan PP tersebut tidak sesuai Konvensi International Labour
Organization (ILO) Nomor 144 yang mengamanatkan perlibatan serikat pekerja
dalam pembuatan regulasi ketenagakerjaan. Selain itu, proses pembuatan PP tersebut
juga tidak sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang tata cara pembuatan peraturan
14 Oneng Nurul Bariyah, Materi Hadits (Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 121-122.
9perundangan yang mengamanatkan keterlibatan stakeholder yang dalam hal ini
serikat pekerja. Jadi, dari sisi formalitas, pembuatan PP tersebut sudah cacat. Kata
Sekjen Organisasi Pekerja Indonesia (OPSI) Timboel Siregar di Jakarta, Selasa
(27/10/2015)15.
PP 78/2015 juga mengancam kebebasan berserikat bagi buruh, sebab di dalam
pasal 24 ayat 4 dinyatakan bahwa pengurus serikat buruh yang akan menjalankan
tugas serikat harus mendapatkan persetujuan dari pengusaha dan dibuktikan secara
tertulis. Pengalaman selama ini, pengurus serikat pekerja/buruh yang hendak
menjalankan tugas/kegiatan serikat sangat sulit mendapatkan persetujuan dari pihak
pengusaha. Jika perusahaan tidak memberikan persetujuan, maka pengurus serikat
tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengurus, dan apabila pengurus
serikat memaksakan diri menjalankan tugasnya, maka akan dianggap mangkir.
Konsekuensinya selain dipotong upahnya, juga terancam mendapatkan sanksi berupa
surat peringatan, bahkan bisa di-PHK, kata Timboel16.
PP Pengupahan bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan, ini karena PP Pengupahan memberangus hak pekerja atau
buruh dalam merundingkan penetapan upah minimum (UM). Formula perhitungan
Upah minimum dalam PP Pengupahan yang diamanatkan dalam pasal 44 ayat 2
adalah Upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah
minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan
dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun berjalan, sementara
15 Satrio Widianto, Kalangan Buruh Tolak PP Pengupahan. http://pikiran-
rakyat.com/ekonomi/2015/10/27/347647/kalangan-buruh-tolak-pp-pengupahan (10 April 2017).
16 Satrio Widianto, Kalangan Buruh Tolak PP Pengupahan. http://pikiran-
rakyat.com/ekonomi/2015/10/27/347647/kalangan-buruh-tolak-pp-pengupahan (10 April 2017).
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variabel KHL (kebutuhan hidup layak) tidak digunakan. Adapun variabel KHL hanya
digunakan setiap 5 tahun sekali seperti yang diamanatkan pasal 45 ayat 3. Dari isi
Pasal 45 ayat 3 dinyatakan Gubernur menetapkan UM setelah adanya peninjauan
KHL setiap 5 tahun sekali. Berarti di tahun pertama hingga ke lima, kenaikan UM
ditentukan rumus formula, sedangkan tahun keenam (yaitu setelah komponen KHL
ditinjau ulang 5 tahun sekali) maka UM ditentukan Gubernur dengan memperhatikan
rekomendasi dewan pengupahan provinsi, kata Timboel17.
Ketika Upah minimum ditentukan oleh formula pengupahan baru, maka yang
menentukan kenaikan UM adalah Badan Pusat Statistik (BPS), bukan Gubernur.
Gubernur hanya mementukan UM setiap 5 tahun sekali. Hal ini bertentangan dengan
amanat pasal 89 ayat 3 UU 13/2003 yang memberikan kewenangan menentukan upah
minimum kepada Gubernur. Sementara inflasi yang ditentukan BPS didasari pada
perhitungan seluruh barang dan jasa yang ada. Formulasi upah yang diatur dalam PP
Pengupahan hanya memberikan keuntungan bagi pengusaha, tidak ada sama sekali
keuntungan bagi buruh. Upah yang diterima buruh mengalami perubahan setelah
hadirnya PP 78/2015. Kehadiran PP 78/2015, membuat penurunan  presentasi
kenaikan (upah riil) mengalami penurunan, kata Timboel.18.
Berikut adalah tabel kenaikan upah per tahun sebelum dan sesudah kehadiran
PP 78/2015.
17 Satrio Widianto, Kalangan Buruh Tolak PP Pengupahan. http://pikiran-
rakyat.com/ekonomi/2015/10/27/347647/kalangan-buruh-tolak-pp-pengupahan (10 April 2017).
18 Satrio Widianto, Kalangan Buruh Tolak PP Pengupahan. http://pikiran-
rakyat.com/ekonomi/2015/10/27/347647/kalangan-buruh-tolak-pp-pengupahan (10 April 2017).
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Tabel 1. Kenaikan Upah Per Tahun Sebelum dan Sesudah Kehadiran PP
78/2015 Tahun 2011-2017
Sumber data:  Dokumentasi Serikat Pekerja Nasional Sulawesi Selatan tahun 2017
Selama periode 2011-2017, upah riil memang cenderung naik, meski terdapat
kenaikan, tidak berarti bahwa upah riil yang mengalami kenaikan sudah layak karena
nilainya tetaplah kecil. Dan meskipun upah riil cenderung naik, tetapi harga
pengeluaran buruh setiap tahun juga mengalami kenaikan, sehingga nilai upah riil
buruh cenderung stagnan (tidak bergerak) karena terjadi kenaikan harga-harga barang
yang sebanding dengan kenaikan upah. Kenaikan upah riil ini tentu saja bukan karena
pengusaha baik hati, tetapi karena kaum buruh gencar melakukan aksi-aksi massa,
seperti aksi massa tiap tahun untuk UMK/UMP dan beberapa kali mogok nasional19.
Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini memicu berbagai respon dari kaum
pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh hingga akhirnya mereka melakukan gerakan
19 “Pengupahan: Tiga Cara Melihat Upah”, Situs Resmi Konfederasi Serikat Nasional.
http://ksn.or.id/pengupahan-tiga-cara-melihat-upah-1/ (6 November 2017).
Tahun UMP Sulel UMKMakassar
Upah Riil
Presentasi
Kenaikan
(%)
Nominal
2011 Rp. 1.100.000 Rp. 1.155.000 10 Rp. 100.00
2012 Rp. 1.200.000 Rp. 1.265.000 10 Rp. 100.000
2013 Rp. 1.440.000 Rp. 1.500.000 12 Rp. 240.000
2014 Rp. 1.800.000 Rp. 1.900.000 20 Rp. 360.000
2015 Rp. 2.000.000 Rp. 2.075.000 10 Rp. 200.000
2016 Rp. 2.250.000 Rp. 2.313.625 11 Rp. 250.000
2017 Rp. 2.435.625 Rp. 2.504.625 7,6 Rp. 185.000
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perlawanan untuk menolak PP 78/2015. Salah satu serikat buruh yang melakukan
gerakan perlawanan adalah Serikat Pekerja Nasional (SPN) Makassar. SPN
merupakan salah satu serikat buruh yang ada di Indonesia. SPN didirikan pada
tanggal 14 Juli 1973 di Jakarta dan memiliki cabang  di berbagai  kota yang ada di
Indonesia, salah satunya di Makassar. Dalam gerakan perlawanan ini, SPN bergabung
dalam GBS (Gerakan Buruh Sul-Sel) bersama dengan serikat buruh lainnya, yaitu
GSBMI, KSPSI, KSBSI, KSPI, FS-KAHUTINDO, dan GSBN. Kaum buruh
menganggap PP Pengupahan cenderung hanya memberikan keuntungan bagi
pengusaha, tidak ada sama sekali keuntungan bagi buruh20.
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji,
mengamati dan mempelajari fenomena tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul
“Gerakan Perlawanan Serikat Pekerja Nasional (SPN) Makassar Terhadap PP
Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan
suatu masalah;
1. Bagaimana gerakan perlawanan SPN terhadap PP Nomor 78 Tahun 2015
Tentang Pengupahan?
2. Bagaimana hasil gerakan perlawanan SPN terhadap PP Nomor 78 Tahun
2015 Tentang Pengupahan?
20 Satrio Widianto, Kalangan Buruh Tolak PP Pengupahan. http://www.pikiran-
rakyat.com/ekonomi/2015/10/27/347647/kalangan-buruh-tolak-pp-pengupahan (10 April 2017).
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C. Tujuan dan Kegunaan penelitian
1. Tujuan
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui gerakan perlawanan buruh SPN terhadap PP Nomor 78
Tahun 2015 Tentang Pengupahan.
b. Untuk mengetahui hasil gerakan perlawanan SPN terhadap penolakan PP
Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.
2. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara
teoritis maupun secara praktis.
a. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangsih pemikiran dan memperkaya kajian terhadap gerakan sosial buruh.
Penelitian ini juga diharapkan mendapatkan hasil yang berguna bagi peneliti,
pemerintah maupun berbagai kalangan dan menjadi sebuah alat informasi
yang mempermudah untuk mendapatkan pengetahuan tentang gerakan sosial
buruh.
b. Kegunaan Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi;
1) Penulis, menambah pengetahuan dan wawasan peneliti sebagai hasil
apa yang telah didapatkan dan juga hasil penelitian ini bisa menjadi
referensi bagi penelitian selanjutnya.
2) Masyarakat, memberi pengetahuan dan membuka wawasan
masyarakat tentang fenomena yang terjadi pada kaum buruh.
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3) Pemerintah, menjadi bahan tinjauan, pertimbangan, dan kajian bagi
para pembuat kebijakan dalam merumuskan aturan mengenai standar
pengupahan.
D. Tinjauan Pustaka
Pada pembahasan ini, peneliti menemukan penelitian yang mengkaji masalah
gerakan sosial dengan mengambil objek penelitian tentang buruh, di antaranya:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zuhdan, Perjuangan Gerakan
Buruh Tidak Sekedar Upah: Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh di
Indonesia Pasca Reformasi. Penelitian ini bertujuan untuk melacak isu-isu
yang diperjuangkan oleh gerakan buruh pasca reformasi. Penelitian ini
bertujuan untuk memperluas pandangan publik atas isu perburuhan yang
selama ini selalu diidentikkan dengan masalah upah, padahal gerakan buruh
memiliki akar tradisi pemikiran yang panjang dan isu perburuhan selalu
dialektis dan dinamis dengan perubahan struktur sosial politik. Hasil dari
penelitian ini menunjukan bahwa isu gerakan buruh di Indonesia pasca
reformasi tidak lagi berkutat pada isu kenaikan upah saja, tetapi berkembang
progresif ke arah isu-isu politis yang identik dengan gerakan Kiri Baru, mulai
dari isu buruh Go Politic, anti neoliberalisme, gender, HAM, demokrasi,
kewarganegaraan, kebĳakan publik, dan sebagainya21.
Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan
penulis, khususnya terkait dengan gerakan buruh untuk memperjuangkan hak-
21 Muhammad Zuhdan, “Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah: Melacak
Perkembangan Isu Gerakan Buruh di Indonesia Pasca Refomasi”, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 17, no.
3, (2014): h. 274-275.
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haknya. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa gerakan buruh tidak hanya
tentang upah, melainkan berkembang progresif ke arah isu-isu politis yang
identik dengan gerakan Kiri Baru. Adapun yang membedakan penelitian
penulis adalah penelitian ini hanya fokus membahas mengenai gerakan
perlawanan buruh terhadap PP yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu
PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, di mana kaum buruh menganggap
bahwa kehadiran PP ini hanya merugikan bagi kehidupan mereka, hingga
akhirnya memutuskan melakukan perlawanan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Virsa Rixdwantyo, Gerakan Kaum Buruh
Melawan Eksploitasi (Studi Kasus Buruh Pabrik Wahana Lentera Raya
Memperjuangkan Hak Upah Dan Kontrak Kerja). Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui bentuk-bentuk pengeksploitasian buruh PT. Wahana
Lentera Raya serta bagaimana kemunculan proses gerakan buruh PT. Wahana
Lentera Raya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebuah kebijakan
anti buruh di mana dunia kapitalis tidak akan lagi mendapati kemunculan
negeri persemakmuran yang terjadi pada era tahun 1980an. Pemangkasan
subsidi sosial, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, yang menjadi kenyataan
pahit bagi rakyat yang di tengah kondisi kehidupan yang dimiskinkan. Hasil
penelitian ini adalah PT Wahana Lentera Raya yang mempekerjakan buruh
dengan status outsourcing menempati bagian-bagian yang langsung dengan
produksi. Sampai saat ini pun, masih belum ada kejelasan terhadap status
mereka bekerja. Dalam hal ini, PT. Wahana Lentera Raya sebagai pihak yang
mempekerjakan buruh di core bisnis adalah pihak yang bertanggung jawab
secara hukum. Kasus ini adalah awal dari suatu gebrakan gerakan
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penghapusan outsourcing yang sangat mempengaruhi semangat perlawanan
buruh, khususnya bagi buruh outsourcing di kawasan industri Jawa Timur,
untuk berani memperjuangkan nasibnya menjadi lebih baik22.
Penelitian ini menjelaskan bahwa adanya pengeksploitasian yang
dilakukan perusahaan kepada buruh melalui mempekerjakan buruh dengan
status outsourcing. Kasus pengeksploitasian merupakan awal dari suatu
gebrakan gerakan penghapusan outsourcing yang sangat mempengaruhi
semangat perlawanan buruh, khususnya bagi buruh outsourcing untuk berani
memperjuangkan nasibnya menjadi lebih baik. Penelitian ini memiliki
kesamaan dengan penelitian penulis dalam konteks pengeksploitasian
terhadap kaum buruh. Adapun yang membedakan adalah penelitian ini
mengambil objek kaum buruh yang dieksploitasi melalui penetapan PP
78/2015 Tentang Pengupahan. Karena adanya pengeksploitasian yang
dirasakan oleh kaum buruh itu sendiri, tumbuhlah semangat para kaum buruh
melakukan gerakan perlawanan kepada pemerintah untuk merevisi atau
mencabut PP tersebut.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Umar Algifari, Buruh dan Politik: Studi
tentang Perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
dan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (K.KASBI) dalam
Menuntut Penghapusan Sistem Outsourcing dan Kenaikan UMP DKI Jakarta
Tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran organisasi
22 Virsa Rixdwantyo, “Gerakan Kaum Buruh Melawan Eksploitasi (Studi Kasus Buruh Pabrik
Wahana Lentera Raya Memperjuangkan Hak Upah Dan Kontrak Kerja )”, Politik Muda 2, no.1,
(2012): h. 294-295.
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pekerja/buruh KSPSI dan K.KASBI dalam menyikapi tuntutan penghapusan
sistem outsourcing dan menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi Jakarta
tahun 2013. Selain itu, juga untuk mengetahui perbedaan perjuangan dari dua
organisasi pekerja/buruh yakni KSPSI dan K.KASBI. Kesimpulan penelitian
ini adalah KSPSI dan K.KASBI merupakan salah satu organisasi
pekerja/buruh yang selalu berusaha untuk membangun gerakan pekerja/buruh
yang mandiri, kuat, dan berkarakter demi terciptanya kesejahteraan bagi
pekerja/buruh secara keseluruhan. Strategi gerakan yang dilakukan berbeda
dalam menuntut penghapusan sistem outsourcing dan kenaikan upah UMP
DKI Jakarta, 2013. KSPSI menggunakan cara-cara persuasif, seperti diskusi,
dialog, dengar pendapat, seminar, dan lain-lain. Sedangkan K.KASBI lebih
agresif, seperti negoisasi, demonstrasi, pemblokiran jalan tol, dan mogok
kerja23.
Penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok buruh juga bersatu
dalam menghadapi masalah perburuhan yang bisa merugikan mereka.
Persatuan itu bertujuan supaya tuntutan mereka dengan massa yang besar bisa
dipenuhi. Selain itu, persatuan kelompok buruh juga bisa memperkuat
persaudaraan antar sesama buruh. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan
penelitian penulis dalam konteks kelompok buruh yang membentuk relasi
dengan kelompok buruh lainnya dalam melakukan gerakan, hal itu untuk
memperkuat basis gerakan perlawanan. Namun, yang membedakannya adalah
23 Umar Algifari, “Buruh dan Politik: Studi tentang Perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (K.KASBI)
dalam Menuntut Penghapusan Sistem Outsourcing dan Kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2013”, h.
11.
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penelitian penulis fokus pada bagaimana gerakan-gerakan perlawanan yang
dilakukan kaum buruh dan bagaimana hasil dari gerakan itu sendiri.
4. Penelitian yang dilakukan oleh  Mukhammad Riza Anugra Vidi dan M. Arif
Affandi, Gerakan Perlawanan Serikat Buruh dalam Sistem Outsourcing dan
Sistem Pengupahan di PT Japfa Comfeed Sidoarjo. Penelitian ini mengkaji
bentuk gerakan perlawanan serikat pekerja/buruh SPAI-FSPMI yang
menuntut penghapusan sistem kerja outsourching yang dianggap buruh adalah
sistem perbudakan, serta menuntut sistem pengupahan yang sesuai ketentuan.
Hasil penelitian ini bahwa SPAI melakukan gerakan perlawanan didasarkan
atas adanya diskriminasi dari pihak perusahaan terhadap buruh, ditandai
dengan sistem kerja outsourching dan sistem upah rendah. Selanjutnya,
bentuk perlawanan yang dilakukan melalui diskusi, pendidikan tentang hukum
perburuhan, selebaran, aksi demonstrasi, dan diplomasi24.
Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, penelitian
ini mengkaji bentuk gerakan perlawanan serikat pekerja/buruh.  Perbedaannya
adalah penelitian ini mengkaji gerakan buruh dalam menuntut penghapusan
sistem kerja outsourching, sedangkan penelitian penulis mengkaji gerakan
buruh dalam menuntut PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.
5. Penelitian ini dilakukan oleh Angghi Novita, Gerakan Sarekat Buruh di
Semarang Tahun 1913-1925. Penelitian ini mengkaji tentang latar belakang
pembentukan sarekat buruh Semarang di masa kolonial, bagaimana
24 Mukhammad Riza Anugra Vidi dan M. Arif Affandi,  “Gerakan Perlawanan Serikat Buruh
dalam Sistem Outsourcing dan Sistem Pengupahan di PT Japfa Comfeed Sidoarjo”, Ilmu Sosial 3,
no.1, (2015):  h. 1.
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perkembangannya dan bagaimana dampak gerakan sarekat buruh Semarang
tahun 1913-1925 terhadap kesejahteraan buruh di Semarang25. Hasil
penelitian ini adalah sarekat buruh lahir atas kesadaran buruh dalam
menentang kapitalisme asing dan besar karena suasana politik di Semarang
masa kolonial yang begitu hebat. Pergerakan sarekat buruh Semarang tahun
1913-1925 dibumbui dengan berbagai aksi pemogokan untuk menjemput
kesejahteraan kaum buruh. Pemogokan terbesar terjadi pada tahun 1923 oleh
VSTP dan tahun 1925 oleh SPPL, SPRI, dan SBT. Suasana yang amat liberal
membuat gerakan sarekat buruh lebih berani ketimbang sarekat buruh di kota
lain di Hindia Belanda26.
Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan
penulis, namun penelitian ini fokus mengkaji tentang sejarah gerakan buruh.
Sedangkan penelitian penulis fokus pada gerakan buruh itu sendiri dan juga
mengkaji hasil dari gerakan perlawanan buruh.
Dari beberapa penelitian di atas, terdapat sebuah perbedaan kajian dalam
meneliti gerakan buruh. Penelitian ini mengkaji perlawanan SPN Makassar terhadap
PP 78/2015 Tentang Pengupahan dan hasil gerakan perlawanan SPN terhadap PP No.
78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Secara spesifik, gerakan buruh di Makassar
belum banyak diteliti, sehingga tema tersebut sangat menarik untuk diteliti.
25 Angghi Novita, “Gerakan Sarekat Buruh di Semarang Tahun 1913-1925”, Skripsi
(Semarang: Fak. Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2015),  h. 8.
26 Angghi Novita, “Gerakan Sarekat Buruh di Semarang Tahun 1913-1925”, h. 5-7.
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BAB II
LANDASAN TEORITIS
A. Teori
Neumen menyatakan bahwa teori adalah seperangkat konstruk (konsep),
definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik,
melalui spesifik hubungan antar variable, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan
dan meramalkan fenomena27. Teori digunakan untuk menganalisis fenomena yang
terjadi dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan antara lain;
1. Teori Gerakan Sosial
Klandermans menyitir pendapat Tarrow yang menyatakan bahwa gerakan
sosial adalah penentangan kolektif oleh orang-orang yang memiliki solidaritas dan
tujuan yang sama dalam proses interaksi yang terus-menerus dengan pihak elit, pihak
lawan, dan pihak yang berwenang. Dari pendapat Tarrow ini, dapat dielaborasi
bahwa: (1) Suatu gerakan adalah tindakan penentangan/perlawanan terhadap elite,
ototritas, dan terhadap aturan kelompok dan budaya mapan; (2) Suatu gerakan
dilakukan atas nama klaim yang sama terhadap pihak lawan, pihak berwenang, dan
elit; (3) Untuk menentukan arah tujuan tindakan kolektif, maka bentuk pertarungan
diubah ke dalam suatu gerakan sosial28.
Gerakan sosial merupakan fenomena universal. Sejarah perubahan dan konflik
politik hampir diseluruh belahan dunia diawali dengan gerakan kolektif masyarakat.
Sejarawan telah mencatat bahwa pemberontakan dan ketidakpuasan di zaman kuno,
27 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. XXIV; Bandung:
Alfabeta, 2016), h. 52.
28 Oman Sukmana, Konsep dan Teori Gerakan Sosial (Malang: Intrans Publishing, 2016), h.
4-5.
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gerakan keagamaan, reformasi, dan gerakan kultural yang pada akhirnya melahirkan
modernitas merupakan hasil dari gerakan kolektifitas yang besar yang ini berarti
bahwa gerakan sosial adalah bagian sentral modernitas29.
Gerakan sosial merupakan jawaban spontan maupun terorganisasi dari massa
rakyat terhadap negara yang mengabaikan hak-hak rakyat, yang ditandai oleh
penggunaan cara-cara di luar jalur kelembagaan negara atau bahkan yang
bertentangan dengan prosedur hukum dan kelembagaan negara30. Blumer
mengelompokkan gerakan sosial ke dalam dua tipe, yakni: (1) Gerakan sosial umum,
yaitu gerakan dalam perubahan nilai-nilai di masyarakat, misalnya: upaya gerakan
perempuan yang melakukan gerakan perubahan tentang status dan pandangan
terhadap kaum perempuan; dan (2) Gerakan Sosial Khusus, yaitu gerakan yang
memiliki fokus yang lebih jelas (spesifik), misalnya: gerakan anti-abosrsi31.
Gerakan sosial di Indonesia dapat dikatakan memiliki akar sejarah yang kuat.
Hal itu dapat dilihat dari berbagai gerakan sosial yang pernah terjadi, mulai sejak
perlawanan rakyat Indonesia pada masa kolonialisme Belanda. Mulai saat itu,
gerakan sosial telah banyak dilakukan bahkan sampai saat ini. Gerakan petani, buruh,
pemuda dan mahasiswa telah menghiasi catatan sejarah gerakan sosial yang pernah
terjadi di Indonesia. Gerakan militan yang dilakukan sebagai bentuk perlawanan
kaum tani terhadap kolonialisme Belanda pada tahun 1926 meskipun dapat
29 Muh. Irfan Idris dan Nila Sastrawati, Sosiologi Politik (Makassar: Alauddin Press, 2009), h.
142.
30 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik (Cet. I; Jakarta:
Prenadamedia Group, 2013), h. 226.
31 Oman Sukmana, Konsep dan Teori Gerakan Sosial (Malang: Intrans Publishing, 2016), h.
16.
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dipatahkan. Kemudian perjuangan bawah tanah para pemuda dalam melawan fasisme
Jepang pada masa revolusi kemerdekaan, dan juga pada gerakan perjuangan buruh
menuntut nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing. Selain itu, pada tahun
60-an juga terdapat gerakan pelajar dan mahasiswa. Gerakan mahasiswa pada tahun
1996 berhasil melengserkan rezim orde lama Soekarno, kemudian menghadirkan
rezim orde baru yang  lebih otoriter dan militeristik. Akan tetapi, pada tahun 1990-an
pemerintahan orde baru berbalik arah, di mana era tersebut justru kaum militan
intelektual berbalik menjadi senjata makan tuan. Tumbangnya  rezim Soeharto tidak
luput  dari  gerakan kaum intelektual militant32.
Setiap peristiwa gerakan sosial, selain ada pihak yang mendukung, juga ada
pihak yang menentang atau menolak.  Perlawanan atau penolakan terhadap suatu
gerakan sosial biasanya berasal dari mereka yang diuntungkan apabila gerakan
tersebut mengalami kegagalan, umumnya politisi atau pemimpin sosial. Locher
menyebutkan terdapat empat bentuk penentangan terhadap suatu gerakan sosial,
yakni: (1) Ejekan, yakni mengejek gerakan tersebut dengan cara melecehkan gerakan
di mata orang lain dalam suatu masyarakat atau komunitas melalui komedi, kartun
politik, dan komentator; (2) Kooptasi, yaitu mengambil sesuatu untuk suatu tujuan
diri sendiri; (3). Kontrol sosial formal, yakni menggunakan legitimasi wewenangnya
dalam menentang gerakan sosial33.
Menurut Singh, situasi-situasi ketimpangan dan dominasi sosial, jika
dijalankan dan dipertahankan oleh institusi-institusi dan lembaga-lembaga sosial,
32 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik (Cet. I; Jakarta:
Prenadamedia Group, 2013), h. 227-228.
33 Oman Sukmana, Konsep dan Teori Gerakan Sosial (Malang: Intrans Publishing, 2016), h.
20-22.
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maka pada gilirannya akan menghasilkan sebuah situasi balik di mana terjadi
perlawanan, penolakan, dan pemberontakan menentang sistem dominasi tersebut.
Perlawanan sangat siap untuk terjadinya gerakan sosial atau aksi protes dan
ketegangan politik, sehingga banyak aktivitas-aktivitas secara tradisional
dihubungkan dengan fenomena ini, seperti pawai, tindak pencegahan, dan
pembentukan organisasi34.
Teori gerakan sosial dapat digunakan untuk menganalisis gerakan perlawanan
kaum buruh dalam memperjuangkan haknya, termasuk gerakan perlawanan yang
dilakukan untuk menuntut PP 78/2015 Tentang Pengupahan.
2. Teori Sosialisme Islam Ali Syari’ati
Sosialisme Islam Ali Syariati dapat disandarkan pada beberapa analisisnya
yang mendalam tentang pemahamannya terhadap Islam. Secara gamblang, pokok-
pokok pikiran Syari’ati bahwa Islam adalah agama yang diturunkan untuk membela
kaum tertindas dan meluruskan perjalanan sejarah dari kekuasaan kaum tiran menjadi
kekuasaan kelompok tercerahkan, berpihak pada kelas bawah bersama orang-orang
yang berada di jalan Tuhan35.
Syari’ati menjelaskan bahwa Al-Qur’an telah menyebutkan dua karakteristik
kelompok sosial yang terbelah menjadi bagian yang saling berlawanan, yaitu
kelompok penindas (zalimun) yang merupakan representasi kelompok kuat dalam
masyarakat (kelompok Qabil). Kemudian di sisi yang berlawanan adalah kelompok
tertindas (mudtadz’afin) sebagai representasi kaum lemah dan teraniaya (kelompok
34 Oman Sukmana, Konsep dan Teori Gerakan Sosial (Malang: Intrans Publishing, 2016), h.
29-30.
35 Eko Supriyadi, Sosialisme Islam Pemikiran Ali Syari’ati (Cet. II; Yogyakarta: RausyanFikr,
2013), h. 124.
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Habil)36. Kelompok yang diwakili Habil adalah kelompok taklukan dan tertindas,
yaitu rakyat yang sepanjang sejarah dibantai dan diperbudak oleh sistem Qabil, sistem
hak milik individu yang memperoleh kemenangan dalam masyarakat. Peperangan
antara Qabil dan Habil mencerminkan suatu pertempuran sejarah abadi. Hasrat untuk
menembus darah Habil telah diwarisi oleh generasi keturunannya, yaitu rakyat
tertindas yang telah berjuang untuk keadilan, kemerdekaan, dan kepercayaan teguh
pada suatu perjuangan yang terus berlanjut pada setiap zaman37.
Syari’ati menjelaskan sumber konflik antara Qabil dan Habil adalah sebagai
berikut: Qabil lebih menaruh hati kepada saudaranya yang telah dipertunangkan
kepada Habil daripada tunangannya sendiri. Dia bersikeras untuk merebutnya dan
menuntut agar pertunangan yang telah disetujui Adam dibatalkan. Kedua bersaudara
itu lalu menghadap Adam yang kemudian menyarankan mereka agar
mempersembahkan korban. Siapa yang diterima korbannya, dialah yang akan
mendapatkan sang putri, sedangkan yang ditolak, harus menerima kekalahannya.
Qabil mencoba berbuat licik, korban yang disajikannya berwujud hasil panen
pertaniannya yang telah membusuk, korbannya tidak diterima. Sementara itu, Habil
mempersembahkan hasil penggembalaan  ternaknya yang istimewa, ia pun diterima.
Lantaran itu, Qabil secara keji membunuh Habil. Sebelum terjadi pembunuhan, Habil
sudah menyatakan mengalah dan menyerahkan tunangannya kepada Qabil, tetapi
Qabil tetap membunuh Habil.
36 Ali Syari’ati, “Panji Syahadah: Tafsir Baru Islam Sebuah Pandangan Sosiologis”, dalam Eko
Supriyadi, Sosialisme Islam Pemikiran Ali Syari’ati (Cet. II; Yogyakarta: RausyanFikr, 2013), h. 132.
37 M. Riza Sihbudi, “Posisi Ali Syari’ati dalam Revolusi Islam Iran”, dalam Eko Supriyadi,
Sosialisme Islam Pemikiran Ali Syari’ati, h. 160-161.
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Syari’ati berpendapat bahwa pada dasarnya, antara Habil dan Qabil memiliki
pembawaan yang baik. Latar belakang yang membuat Qabil jahat, ialah profesinya
yang mengarahkan sikap dan karakteristik buruk, yaitu sistem sosial yang anti
manusiawi, masyarakat kelas, rezim hak milik pribadi yang menumbuhkan
perbudakan dan pertuanan yang terbangun dalam sistem ekonomi Qabil (sistem
pertanian). Sistem itu ditandai oleh merajalelanya permusuhan, persaingan,
kekejaman, dan korupsi. Sementara itu, Habil mewakili zaman ekonomi
penggembalaan, suatu sosialisme primitif sebelum ada sistem kepemilikan. Sesudah
itu, mulailah suatu pertarungan abadi sehingga seluruh sejarah merupakan arena
pertarungan antara kelompok Qabil si pembunuh dan kelompok Habil yang menjadi
korbannya, atau dengan perkataan lain: antara penguasa dan yang dikuasai. Habil si
penggembala dibunuh oleh Qabil si tuan tanah. Maka berakhirlah periode sistem
milik bersama atas sumber-sumber produksi. Zaman penggembalaan, perburuan, dan
perikanan serta semangat persaudaraan dan kejujuran digantikan oleh zaman
pertanian dan sistem milik pribadi yang disertai tipu daya serta pelanggaran hak orang
lain dengan memakai kedok agama38.
Sistem produksi penggembalaan (sistem Habil) menjadikan manusia hidup
dalam ikatan sosial yang kuat dan kehidupan alamiah tanpa pertarungan kelas, semua
berasal dari kelas yang sama, membangun kehidupan bersama, dan mengambil
sumber produksi secara bersama (tanah, rumput, air). Begitu manusia mengenal
pertanian (sistem Qabil), maka kehidupan masyarakat dan seluruh tatanannya
38 Ali Syari’ati, “Panji Syahadah: Tafsir Baru Islam Sebuah Pandangan Sosiologis”, dalam Eko
Supriyadi, Sosialisme Islam Pemikiran Ali Syari’ati (Cet. II; Yogyakarta: RausyanFikr, 2013), h.162-
163.
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mengalami revolusi yang mendalam. Sistem pertanian mengakibatkan pembatasan
sumber-sumber produksi yang terdapat dalam alam, tidak lagi tersedia bebas untuk
semua sebagaimana yang terjadi dalam sistem Habil. Maka untuk pertama kalinya
dalam hidup, manusia menguasai sebagian alam untuk dirinya sendiri dan tidak
memperbolehkan orang lain memanfaatkannya. Sejak saat itu, timbullah sistem milik
pribadi. Syari’ati mengambil kesimpulan bahwa revolusi yang pasti oleh kaum Habil
akan terjadi untuk mengakhiri riwayat Qabil. Kesamaan akan terwujud diseluruh
dunia dan melalui kesamaan serta keadilan akan berlakulah kesatuan dan
persaudaraan umat manusia39.
Teori sosialisme Islam Ali Syari’ati dapat digunakan untuk menganalisis
kehidupan kaum buruh. Kaum buruh merupakan representasi dari kaum tertindas,
sedangkan pemerintah/pengusaha merupakan representasi dari kaum penindas.
Kekuasaan yang dimiliki oleh kaum penindas memberikan penderitaan kepada kaum
tertindas.
3. Teori Nilai Lebih Karl Marx
Analisis ekonomi Marx pada masyarakat kapitalis bertumpu pada teori nilai
tenaga kerja, yaitu nilai lebih (Nilai Surplus/Surplus Value). Upah buruh yang rendah
menciptakan nilai lebih yang hal tersebut merupakan keuntungan bagi pemilik
kapital. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh pemilik kapital adalah dengan
cara eksploitasi tenaga kerja. Kompetisi di antara kaum kapitalis terus meningkat,
sehingga menyebabkan tingkat keuntungan turun dan konsekuensi logisnya adalah
39 Ali Syari’ati, “Panji Syahadah: Tafsir Baru Islam Sebuah Pandangan Sosiologis”, dalam Eko
Supriyadi, Sosialisme Islam Pemikiran Ali Syari’ati (Cet. II; Yogyakarta: RausyanFikr, 2013), h.163.
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derajat eksploitasi tenaga kerja kian meningkat. Upah yang diperoleh seorang buruh
tidak lagi mencukupi kebutuhan, bahkan yang paling minimum40.
Kapitalisme dengan demikian bekerja melalui dua cara utama, yaitu
penghisapan (eksploitasi) dan kecurangan. Eksploitasi dilakukan dengan membayar
upah buruh di bawah harga yang sebenarnya diberikan. Sebagai contoh, seorang
buruh di sebuah pabrik roti yang bekerja sehari selama delapan jam diberi upah Rp.
50.000. Produktivitas yang dihasilkan buruh dalam satu hari katakanlah mencapai
1.000 roti yang oleh pengusaha pemilik modal dijual masing-masing seharga Rp.
5.000. Total penjualan yang diperoleh adalah Rp. 5.000.000. Bahan-bahan yang
diperlukan untuk membuat roti dan biaya-biaya produksi lain mencapai Rp.
3.000.000 (untuk 1.000 roti). Dengan demikian, pengusaha tersebut memperoleh
keuntungan Rp. 1.950.000. Sementara buruh hanya memperoleh upah Rp. 50.000.
Inilah yang disebut dengan nilai lebih41.
Eksploitasi dimungkinkan oleh fakta bahwa pekerja atau buruh harus
memberikan jasa atau usaha kerja mereka karena mereka tidak mempunyai modal dan
tidak dapat menghidupi diri sendiri dengan cara lain. Melalui pekerjaan sehari-hari,
buruh menciptakan suatu nilai. Mereka memproduksi barang dan mereka
memproduksi mesin-mesin yang dapat membantu produksi barang. Tetapi buruh
tidak menerima nilai penuh dari segala sesuatu yang mereka hasilkan. Marx
menyatakan bahwa pemodal mempunyai tiga cara yang membantu mereka
meningkatkan nilai lebih dan mengeksploitasi buruh. Pertama, mereka dapat
memperpanjang jam kerja sehingga setiap hari lebih banyak nilai yang dihasilkan.
40 Sindung Haryanto, Sosiologi Ekonomi (Cet. IV; Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 31.
41 Sindung Haryanto, Sosiologi Ekonomi, h. 31.
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Kedua, mereka meningkatkan intensitas pekerjaan sehingga pekerja memproduksi
lebih banyak barang. Salah satu cara menaikkan intensitas kerja adalah meningkatkan
kecepatan kegiatan perakitan. Cara lainnya adalah memperketat pengawasan dan
kontrol atas buruh sehingga mengurangi kelambanan buruh. Dalam hal ini, buruh
memproduksi lebih banyak sepanjang hari itu dan akhirnya menghasilkan nilai lebih
yang besar. Terakhir, kapitalis akan meningkatkan nilai lebih dengan mengurangi
pembayaran upah.  Salah satu cara yang paling jelas adalah menurunkan upah pekerja
yang ada. Alternatifnya, anak-anak dan wanita dapat dipekerjakan untuk
menggantikan laki-laki dan dibayar lebih rendah42.
Nilai lebih yang didapatkan kapitalis digunakan untuk mengembangkan
teknik produksi, sebagai contohnya, apabila permintaan melebihi barang yang
tersedia di pasar, kapitalis meningkatkan jumlah barang dagangannya. Hal ini dapat
dicapai dengan mudah berkat kemajuan teknologi. Dari sisi tenaga kerja, kemajuan
teknologi menyebabkan semakin banyak tenaga terampil tidak digunakan. Berkat
kemajuan teknologi, produktivitas tetap meningkat dan biaya produksi tenaga kerja
semakin ditekan seminimal mungkin. Kondisi masyarakat kapitalis yang seperti ini
menurut Marx melahirkan keterasingan43.
Keterasingan atau alienasi mengandung empat aspek. Pertama, di bawah
kapitalisme, buruh menjadi teralienasi dari bagaimana mereka berproduksi, yaitu
dengan adanya pembagian kerja. Pekerjaan menjadi membosankan dan tidak
bermakna kecuali sekadar sebagai sumber pendapatan. Alienasi kedua di bawah
42 Steven Pressman, Fifty Major Economists, terj. Tri Wibowo Budi Santoso, Lima Puluh
Pemikir Ekonomi Dunia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 71-72.
43 Sindung Haryanto, Sosiologi Ekonomi (Cet. IV; Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 32.
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kapitalisme adalah bahwa buruh kehilangan kontrol atas produk yang mereka
hasilkan. Para pekerja ini tidak bertanggung jawab atas penyelesaian produk akhir.
Alienasi ketiga adalah di bawah kapitalisme nilai lebih yang dihasilkan oleh buruh
akan memperkaya majikan mereka. Orang-orang bekerja keras selama sehari, tetapi
pekerjaan ini tidak meningkatkan standar hidup dari buruh. Standar hidup para
pekerja tetap pada tingkat minimum untuk dapat bertahan hidup, sedangkan kapitalis
semakin lama semakin kaya. Terakhir, marx berpendapat di bawah kapitalisme
kekuatan kerja dari buruh menjadi properti majikan kapitalis. Buruh karena itu
terasing dari dirinya sendiri. Kebebasan individu menghilang dan harga diri pekerjaan
bagi buruh menjadi suatu bentuk perbudakan. Kecenderungan untuk menggantikan
tenaga kerja dengan mesin juga meningkatkan pengangguran. Hal ini akan membantu
menjaga upah tetap rendah dan menghalangi kecenderungan jatuhnya tingkat
keuntungan. Tetapi pada saat yang sama, tingginya pengangguran dan rendahnya
upah akan mengakibatkan keresahan sosial dan inilah yang akan mengakhiri
kapitalisme. Banyaknya tekanan pada sistem kapitalis, menurut Marx, akan terus
berlanjut sampai sistem tersebut akhirnya hancur44.
Teori nilai lebih Karl Marx dapat digunakan untuk menganalisis masalah
dalam penelitian ini, tentang upah atau nilai yang seharusnya diterima oleh kaum
buruh. Upah buruh yang rendah menciptakan nilai lebih, hal tersebut merupakan
keuntungan bagi pemilik kapital atau pengusaha. Dengan demikian, keuntungan yang
diperoleh pemilik kapital atau pengusaha adalah dengan cara eksploitasi tenaga kerja.
44 Steven Pressman, Fifty Major Economists, terj. Tri Wibowo Budi Santoso, Lima Puluh
Pemikir Ekonomi Dunia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 73-75.
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4. Teori Kekuasaan Michel Foucault
Gagasan Foucault mengenai seksualitas dan kekuasaan sangat membantu
analisis sosial dalam mengurai berbagai ketimpangan akibat relasi kekuasaan yang
tidak seimbang dalam kehidupan modern. Foucault menganalisis masalah seksualitas
yang kemudian dikaitkan dalam relasi kekuasaan. Dalam bukunya The History of
Sexsuality, Foucault menjelaskan mengenai seksualitas yang merupakan sebuah
pemindahan pemahamam yang padat terhadap hubungan kekuasaan. Foucault
berpendapat bahwa kekuasaan juga berupaya menganalisis dan mempelajari seks.
Sebagai contoh, Foucault menyebutkan bahwa kekuasaan dihadapkan pada masalah
ekonomi dan politik yang lebih disebabkan oleh masalah pertumbuhan penduduk. Inti
masalah ini menurutnya adalah masalah seks: peningkatan angka kelahiran, usia
perkawinan, legitimasi, dan kontrasepsi. Menurut Foucault, kekuasaan pada akhirnya
akan bergantung pada masalah seksualitas ini45.
Kekuasaan tidak dianggap sebagai fenomena dari konsolidasi oleh satu
individu yang membuat dominasi hegemoni atas individu-individu lainnya, atau satu
kelompok atau kelas atas kelompok atau kelas lainnya. Kekuasaan dapat digunakan
dan dijalankan melalui jaringan seperti organisasi. Tidak hanya individu yang
memutar kekuasaan ini di antara mereka, karena mereka semua selalu berada dalam
posisi yang secara serentak menjalankan dan melakukannya. Dengan kata lain,
individu-individu juga berfungsi sebagai roda-roda kekuasaan, bukan hanya menjadi
titik-titik aplikasinya. Individu merupakan efek kekuasaan atau tepatnya sesuatu yang
membuatnya menjadi perangkat, sehingga pada waktu bersamaan, ia menjadi unsur
45 Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial (Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2012), h. 123-124.
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artikulasinya. Ketika kekuasaan telah mengonstitusikannya, pada saat itu pula
individu menjadi kendaraan kekuasaan46.
Kekuasaan bukan merupakan hak istimewa yang didapat atau dipertahankan
kelas dominan, melainkan suatu akibat dari keseluruhan posisi strategisnya, akibat
yang menunjukkan posisi mereka yang dominan. Dalam hal ini, individu yang tidak
mempunyai kekuasaan, tidak hanya tak berdaya atau menyetujui sasaran, tetapi juga
selalu menjadi elemen-elemen dari artikulasi47.
Sepanjang dalam wacana perkembangan politik, sosial, dan budaya kapitalis
global, kekuasaan dapat pula berkembang melalui apa yang dinamakan kecepatan
(velocity); kecepatan memperoleh informasi, kecepatan mengantisipasi pasar,
kecepatan menjawab kuis tebakan, kecepatan mengejar trend. Siapa yang tidak
memiliki kecepatan, ia akan terlindas oleh arus kehidupan.
Analisis Foucault dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan negara-
negara di dunia dalam relasi yang tidak seimbang. Kekuasaan menyebabkan adanya
hubungan yang tidak seimbang di antara berbagai komponen yang terlibat. Ada yang
berkuasa dan tentu saja ada yang dikuasai. Relasi inilah yang kemudian
memunculkan berbagai masalah krusial dalam hubungan negara maju dan negara
Dunia Ketiga. Sumbangan terbesar Foucault terhadap teori dan praktik perubahan
sosial adalah membuat teori ini lebih sensitif terhadap relasi kekuasaan dan dominasi
46 Michel Foucault, Power/Knowledge, terj. Yudi Santosa, Wacana Kuasa/Pengetahuan (Cet.
I; Jogjakarta: Bentang Budaya, 2002), h. 122-123.
47 Sindung Haryanto, Spektrum Teori Sosial dari Klasik hingga Postmodern (Cet. III;
Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 309-310.
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dan menyadarkan kita bagaimana relasi kekuasaan (power) terbentuk di setiap aspek
kehidupan serta kehidupan pribadi48.
Teori kekuasaan Michel Foucault dapat digunakan dalam menganalisis
hubungan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dan pengusaha, sehingga
menimbulkan ketidakseimbangan di antara Tripartite. Dalam teori kekuasaan,
individu yang tidak mempunyai kekuasaan, tidak hanya tak berdaya atau menyetujui
sasaran, tetapi juga selalu menjadi elemen-elemen dari artikulasi. Kekuasaan
menyebabkan adanya hubungan yang tidak seimbang di antara berbagai komponen
yang terlibat, ada yang berkuasa dan tentu saja ada yang dikuasai. Relasi inilah yang
kemudian memunculkan berbagai masalah krusial dalam sebuah hubungan, termasuk
hubungan antara buruh, pemerintah dan pengusaha.
48 Michel Foucault, Power/Knowledge, terj. Yudi Santosa, Wacana Kuasa/Pengetahuan (Cet.
I; Jogjakarta: Bentang Budaya, 2002), h. 125-128.
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B. Kerangka Konseptual
C.
D.
PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang
Pengupahan
Gerakan Perlawanan Serikat Pekerja
Nasional (SPN) Makassar
Bentuk Perlawanan SPN
3.   Pengusaha
a. Keberpihakan pemerintah
kepada buruh
b. PP 78 merupakan
keuntungan bagi  buruh
c. Kenaikan UMP menjadi
beban bagi pengusaha
2. Pemerintah
a. Mengingatkan keberadaan
buruh
b. Mendukung buruh
c. Membaca UMP dan
mencocokkannya dengan
kebutuhan buruh
1. Buruh
a. Ketidakseriusan Pemerintah
b. Janji Pemerintah
Hasil Gerakan Perlawanan SPN
Ada tiga tanggapan yang berbeda:
Informal
1. Menggugat SK
Gubernur
2. Aksi massa (demo)
Formal
1. Konferensi pers
2. Workshop
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif.
Penelitian kualititatif yaitu meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam
lingkungan hidup kesehariannya. Untuk itu, peneliti sedapat mungkin
berinteraksi secara dekat dengan informan. Sedangkan penelitian kualitatif
bersifat deskriptif yaitu berupa narasi cerita, penuturan informan, dokumen-
dokumen pribadi seperti foto, catatan pribadi, perilaku gerak tubuh, mimik, dan
banyak hal lain yang tidak didominasi angka-angka sebagaimana penelitian
kuantitatif49.
2. Lokasi Penelitian
Adapun yang menjadi lokasi penelitian, yaitu SEKKOT-SPN kota
Makassar di BTP (Bumi Tamalanrea Permai) Blok AB No. 111 Makassar dan
Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Jl. Urip Sumohardjo.
B. Sumber Data
1. Data Primer
Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data
kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh
langsung dari serikat buruh, melalui wawancara dengan pimpinan serikat dan
49 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,
Edisi Kedua (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 23-25.
35
beberapa pengurus yang bersangkutan dengan gerakan perlawanan serikat
buruh, serta anggota DPRD Sulsel Komisi E bagian kesejahteraan sosial.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan
data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen50. Dalam penelitian ini,
data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang
berhubungan dengan hal-hal yang diteliti berupa: dokumentasi, buku, majalah,
surat kabar serta literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.
C. Metode Pengumpulan Data
1. Observasi
Observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan
pengukuran. Data yang diperoleh adalah data yang diperoleh dari subjek pada
saat terjadinya tingkah laku. Tingkah laku yang diharapkan mungkin akan
muncul atau mungkin tidak akan muncul. Karena tingkah laku dapat dilihat,
maka dapat dikatakan bahwa yang diukur memang sesuatu yang dimaksudkan
untuk diukur51. Penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan
pengamatan secara langsung pada SEKKOT-SPN Kota Makassar.
2. Wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus
50 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. XXIV; Bandung:
Alfabeta, 2016), h. 137.
51 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang
Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 69.
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diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih
mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat
dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan
melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon52.
Wawancara langsung dilakukan dengan pimpinan dan sejumlah pengurus
yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan wawancara tidak
langsung dengan tatap muka, dilakukan peneliti melalui telepon, e-mail, dan
sosial media lainnya.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak
langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa buku
harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan
sosial, dan dokumen lainnya53. Penelitian yang dilakukan, yaitu dengan jalan
mengumpulkan dokumen-dokumen serikat buruh yang berhubungan dengan
penelitian ini.
D. Informan
Pada penelitian ini, pemilihan informan didasarkan pada mereka yang betul-
betul dianggap memahami permasalahan yang ingin diteliti di lapangan. Informan
dalam penelitian ini, antara lain:
1. Salim Samsur (Ketua SPN)
52 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kuaitatif, dan R&D (Cet. XXIV; Bandung:
Alfabeta, 2016), h. 137-138.
53 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang
Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 70-71.
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2. Sulistiani (Bendahara SPN)
3. Nawal Reza (Anggota SPN)
4. Ridwan Tate (Anggota SPN di bidang advokasi)
5. Hasfin Kasim T. (Anggota SPN)
6. Edi Setiawan (Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Jurusan Ilmu
Politik/Anggota SPN)
7. Ahmad Ando (Mahasiswa Sawerigading Jurusan Ilmu Hukum/Anggota SPN)
8. Moh. Tahir Tamher (Anggota SPN)
9. Hasdar (Mahasiswa Unismuh Jurusan Administrasi Publik/ Anggota SPN)
10. Moh. Tahir Tamher (Anggota SPN)
11. Wawan Mattaliu, S. Ksi (Anggota DPRD Provinsi Sulsel Komisi E bagian
Kesejahteraan Rakyat)
E. Analisis Data
1. Reduksi data
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari
catatan-catatan tertulis di lapangan. Setelah memilih data mana dan data dari
siapa yang harus lebih dipertajam, maka data tersebut dapat dikelompokkan
sehingga menjadi jembatan bagi peneliti untuk membuat tema-tema dalam
laporan penelitian. Dalam proses pemilihan data, maka akan ada data yang
penting dan data yang tidak digunakan54.
54 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif¸
Edisi Kedua (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 150.
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2. Penyajian Data
Penyajian data yang dimaknai oleh Miles dan Huberman (1992)
sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati
penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang
terjadi dan apa yang harus dilakukan55.
3. Penyimpulan Data
Penarikan kesimpulan dapat saja berlangsung saat proses
pengumpulan data berlangsung, baru kemudian dilakukan reduksi dan
penyajian data. Hanya saja yang perlu disadari bahwa kesimpulan yang dibuat
itu bukan sebuah kesimpulan final. Hal ini karena setelah proses penyimpulan
tersebut, peneliti dapat melakukan verifikasi hasil temuannya kembali di
lapangan. Dengan begitu, kesimpulan yang diambil dapat sebagai pemicu
peneliti untuk lebih memperdalam lagi proses observasi dan wawancaranya.
Dengan melakukan verifikasi, peneliti dapat mempertahankan dan menjamin
validitas dan reliabilitas hasil temuannya56.
55 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,
Edisi Kedua (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 151
56 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, h.
152.
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BAB IV
ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Kota Makassar
a. Sejarah Singkat Kota Makassar
Nama Makassar sudah disebutkan dalam pupuh 14/3 kitab
Nagarakretagama karya Mpu Prapanca pada abad ke-14, sebagai salah satu
daerah taklukkan Majapahit. Walaupun demikian, Raja Gowa ke-9
Tumaparisi Kallonna (1510-1546) diperkirakan adalah tokoh pertama yang
benar-benar mengembangkan kota Makassar. Ia memindahkan pusat kerajaan
dari pedalaman ke tepi pantai, mendirikan benteng di muara Sungai
Jeneberang, serta mengangkat seorang syahbandar untuk mengatur
perdagangan57.
Pada abad ke-16, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan
di Indonesia Timur, sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di Asia
Tenggara. Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang
ketat, di mana seluruh pengunjung ke Makassar berhak melakukan perniagaan
di sana dan menolak upaya VOC (Belanda) untuk memperoleh hak monopoli
di kota tersebut58.
Selain itu, sikap yang toleran terhadap agama berarti bahwa meskipun
Islam semakin menjadi agama yang utama di wilayah tersebut, pemeluk
57 Makassar.Kota.Go.Id. (Situs Pemerintahan Kota Makassar). http://www.makassarkota.go.id/
(5 November 2017).
58 Makassar.Kota.Go.Id. (Situs Pemerintahan Kota Makassar). http://www.makassarkota.go.id/
(5 November 2017).
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agama Kristen dan kepercayaan lainnya masih tetap dapat berdagang di
Makassar. Hal ini menyebabkan Makassar menjadi pusat yang penting bagi
orang-orang Melayu yang bekerja dalam perdagangan di kepulauan Maluku
dan juga menjadi markas yang penting bagi pedagang-pedagang dari Eropa
dan Arab. Semua keistimewaan ini tidak terlepas dari kebijaksanaan Raja
Gowa-Tallo yang memerintah saat itu (Sultan Alauddin, Raja Gowa dan
Sultan Awalul Islam, Raja Tallo)59.
Kontrol penguasa Makassar semakin menurun seiring semakin kuatnya
pengaruh Belanda di wilayah tersebut dan menguatnya politik monopoli
perdagangan rempah-rempah yang diterapkan Belanda melalui VOC. Pada
tahun 1669, Belanda bersama dengan La Tenri Tatta Arung Palakka dan
beberapa kerajaan sekutu Belanda melakukan penyerangan terhadap kerajaan
Islam Gowa-Tallo yang mereka anggap sebagai batu penghalang terbesar
untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia Timur. Setelah berperang
habis-habisan mempertahankan kerajaan melawan beberapa koalisi kerajaan
yang dipimpin oleh Belanda, akhirnya Gowa-Tallo (Makassar) terdesak dan
dengan terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya60.
59 Makassar.Kota.Go.Id. (Situs Pemerintahan Kota Makassar). http://www.makassarkota.go.id/
(5 November 2017).
60 Makassar.Kota.Go.Id. (Situs Pemerintahan Kota Makassar). http://www.makassarkota.go.id/
(5 November 2017).
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a. Arti Lambang Kota
1) Perisai putih sebagai dasar melambangkan
kesucian.
2) Perahu yang kelima layarnya sedang
terkembang melambangkan bahwa kota Makassar sejak
dahulu kala adalah salah satu pusat pelayaran di
Indonesia.
3) Buah padi dan kelapa melambangkan
kemakmuran.
4) Benteng yang terbayang di belakang perisai melambangkan kejayaan Kota
Makassar.
5) Warna merah putih dan jingga sepanjang tepi perisai melambangkan kesatuan dan
kebesaran Bangsa Indonesia.
6) Tulisan “Sekali Layar Terkembang, Pantang Biduk Surut Ke Pantai”, menunjukan
semangat kepribadian yang pantang mundur61.
b. Penduduk Kota Makassar
Makassar merupakan kota yang multi etnis. Penduduk Makassar
kebanyakan dari Suku Makassar dan Suku Bugis, sisanya berasal dari suku
Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya.
61 Makassar.Kota.Go.Id. (Situs Pemerintahan Kota Makassar). http://www.makassarkota.go.id/
(5 November 2017).
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Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Makassar Per Tahun
Tahun 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah
penduduk
± 1.130.
384
± 1.338.
663
± 1,365.
033
± 1,487.
049
± 1,508.
163
± 1,629.
849
± 1,653.
386
±1,658.
503
± 1,769.
920
Sumber: Makassar.Kota.Go.Id. (Situs Pemerintahan Kota Makassar),
http://www.makassarkota.go.id/ dan Berita-Sulsel.com. Ini Data
Jumlah Penduduk Makassar Tahun 2015 Hingga 2017. http://berita-
sulsel.com/2017/03/31/data-jumlah-penduduk-makassar-tahun-2015-
hingga-2017/.
Salah satu kebiasaan yang cukup dikenal di Sulawesi Selatan adalah
Mappalili. Mappalili (Bugis) atau Appalili (Makassar) berasal dari kata Palili
yang memiliki makna untuk menjaga tanaman padi dari sesuatu yang akan
mengganggu atau menghancurkannya62.
Mappalili atau Appalili adalah ritual turun-temurun yang dipegang
oleh masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat dari Kab. Pangkep terutama
Mappalili adalah bagian dari budaya yang sudah diselenggarakan sejak
beberapa tahun lalu. Mappalili adalah tanda untuk mulai menanam padi.
Tujuannya adalah untuk daerah kosong yang akan ditanami, disalipuri (Bugis)
62 Makassar.Kota.Go.Id. (Situs Pemerintahan Kota Makassar). http://www.makassarkota.go.id/
(5 November 2017).
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atau dilebbu (Makassar) atau disimpan dari gangguan yang biasanya
mengurangi produksi63.
c. Geografis Kota Makassar
Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di
persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di
Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia
dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain,
wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8
derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter
dari permukaan laut. Suhu udara antara 20°c - 32°c, memiliki garis pantai
sepanjang 32 KM dan luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah
kurang lebih 175, 77 KM2 daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar
ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 KM² 64.
Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan
kemiringan 0-5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai, yakni sungai
Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang
bermuara di selatan kota. Kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten
Maros disebelah utara dan timur, berbatasan dengan Kabupaten Gowa
disebelah selatan dan berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan di
bagian barat dan utara, pada perairan Selat Makassar. Jumlah kecamatan di
63 Makassar.Kota.Go.Id. (Situs Pemerintahan Kota Makassar). http://www.makassarkota.go.id/
(5 November 2017).
64 Makassar.Kota.Go.Id. (Situs Pemerintahan Kota Makassar), diakses dari
http://www.makassarkota.go.id/ (5 November 2017).
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kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Di antara
kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai, yaitu
kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan
Biringkanaya65.
Selain memiliki wilayah daratan, kota Makassar juga memiliki
wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar.
Pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian
dari gugusan pulau-pulau sangkarang, atau disebut juga pulau-pulau
pabbiring, atau lebih dikenal dengan nama Kepulauan Spermonde. Pulau-
pulau tersebut adalah Pulau Lanjukang (terjauh), Pulau Langkai, Pulau Lumu-
Lumu, Pulau Bonetambung, Pulau Kodingareng Lompo, Pulau Barrang
Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona,
Pulau Lae-Lae, Pulau Lae-Lae Kecil (gusung) dan Pulau Kayangan
(terdekat)66.
Pola iklim di kota Makassar dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim
hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung dari bulan November–
April, sedangkan musim kemarau, dimulai bulan Mei–Oktober. Temperatur
udara rata-rata periode 1996–2000 adalah 26,50°c, kelembapan udara 89,20%
dengan persentase penyinaran matahari maksimum sebesar 89,0% terjadi pada
bulan Agustus, minimum sebesar 15% yang terjadi pada bulan Desember.
Berdasarkan pencacatan stasiun meteorologi maritim Paotere, secara rata-rata
65 Makassar.Kota.Go.Id. (Situs Pemerintahan Kota Makassar). http://www.makassarkota.go.id/
(5 November 2017).
66 Makassar.Kota.Go.Id. (Situs Pemerintahan Kota Makassar). http://www.makassarkota.go.id/
(5 November 2017).
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kelembapan udara sekitar 77,90%, curah hujan 2.729 MM, hari hujan 144
hari, temperatur udara sekitar 26,5° - 29,8°C, dan rata-rata kecepatan angin 4
Knot67.
2. Serikat Pekerja Nasional (SPN)
Serikat Pekerja Nasional (SPN) yang dideklarasikan pada tanggal 6
Juni 2003 di Yogyakarta adalah kelanjutan dari Federasi Serikat Pekerja
Tekstil, Sandang dan Kulit (F.SPTSK) yang merupakan penggabungan antara
Serikat Buruh Tekstil dan Sandang (SBTS) dan Serikat Buruh Karet dan Kulit
(SBKK), yang didirikan pada tanggal 14 Juli 1973 di Jakarta, untuk jangka
waktu yang tidak ditentukan68.
SPN memiliki visi dan misi, antara lain:
1) Visi
“Memperjuangkan terwujudnya masyarakat pekerja yang diperlakukan
secara adil, hidup sejahtera dan bermartabat”.
2) Misi
a) Mempunyai komitmen yang kuat terhadap perjuangan serikat
pekerja untuk mendorong penegakan hukum di bidang
ketenagakerjaan dengan ikut mengawasi serta melaporkan aparat
penegak hukum dari perilaku bermasalah dan korupsi.
b) Menumbuhkan kepemimpinan SPN yang mempunyai kemampuan
membangun solidaritas dan soliditas terhadap seluruh pekerja
67 Makassar.Kota.Go.Id. (Situs Pemerintahan Kota Makassar). http://www.makassarkota.go.id/
(5 November 2017).
68 Profil Organisasi Serikat Pekerja Nasional – Provinsi Sulawesi Selatan (SPN – SULSEL)
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anggota yang memiliki integritas kepribadian yang baik,
keunggulan moral, amanah dan profesional di bidang
ketenagakerjaan.
c) Mendorong dan membangun perangkat organisasi ditingkat
otonomi daerah yang terintegrasi serta berorientasi pada semangat
kesatuan dan persatuan secara proporsional melalui musyawarah
pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
d) Mendorong adanya sistem pengupahan yang layak serta
mempunyai nilai daya saing secara individu bagi peningkatan
kehidupan pekerja beserta keluarganya melalui penguatan posisi
tawar perjuangan SPN.
e) Mendorong secara institusi maupun individu untuk menempatkan
organisasi SPN sejajar dengan organisasi masyarakat sosial,
ekonomi, dan politik lainnya yang mampu melakukan kerjasama
yang saling menguntungkan69.
Dalam perkembangannya, melalui konsolidasi dan koordinasi yang
dilakukan dengan para penggiat perburuhan diseluruh tanah air, diterbitkanlah
mandat kepada saudara Salim untuk mengembangkan Serikat Pekerja
Nasional di wilayah Sulawesi Selatan melalui Surat Tugas Organeezer Dewan
Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional (DPP–SPN) Nomor : ST.
A.00512/DPP-SPN/XII/2015 tertanggal: 1 Desember 201570.
69 Profil Organisasi Serikat Pekerja Nasional – Provinsi Sulawesi Selatan (SPN – SULSEL)
70 Profil Organisasi Serikat Pekerja Nasional – Provinsi Sulawesi Selatan (SPN – SULSEL)
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Pasca diterbitkannya Surat Tugas  DPP SPN, dibentuklah struktur
pengurus Serikat Pekerja Nasional wilayah Sulawesi Selatan yang melakukan
pengorganisiran perekrutan anggota dan mengadvokasi kasus-kasus
perburuhan yang ada di Sulawesi Selatan71.
Struktur Pengurus Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sulawesi Selatan
71 Profil Organisasi Serikat Pekerja Nasional – Provinsi Sulawesi Selatan (SPN – SULSEL)
Herwin Lesmana B.
Wakil Sekretaris II
(Bidang Aksi, Advokasi,
Konsolidasi Organisasi (2AKO)
Hendri
Wakil Sekretaris I
(Bidang Penelitian, Pendidikan dan
Pengenmbangan Organisasi/PPPO)
Hendra
Wakil Ketua II
(Bidang Aksi, Advokasi,
Konsolidasi Organisasi/2AKO)
Hariadi
Wakil Ketua I
(Bidang Penelitian, Pendidikan
dan Pengembangan/PPPO)
Salim Samsur
Ketua
Sulistiani
Bendahara
Akbar
Sekretaris
Johaseng
Wakil Ketua III
(Bidang Ekonomi, Politik dan
Hubungan Organisasi/EPHO)
48
Anggota SPN Sulsel
Tabel 3. Daftar Jumlah Anggota SPN pada Perusahaan-Perusahaan di Makassar
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Proses pembangunan organisasi Serikat Pekerja Nasional di Wilayah
Sulawesi Selatan mengalami banyak tantangan dalam prosesnya, namun
dalam memperjuangkan kaum pekerja/buruh Indonesia memang seperti itulah
dinamikanya. Perlu ketekunan dan keseriusan para pengurusnya untuk benar-
benar mencapai cita-cita sejati pekerja/buruh yaitu kesejahteraan para
pekerja/buruh dan keluarganya72. AD/ART Sulawesi Selatan ada pada
halaman 84.
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Perlawanan SPN terhadap PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang
Pengupahan
Berdasarkan ketentuan hukum, setiap individu adalah sama, karena itu, buruh
dan pengusaha bebas untuk mengadakan kontrak kerja secara individual dalam
melaksanakan proses industri. Teori hukum menurut kenyataan, tidak selamanya
sejalan dengan keadaan dan kehidupan ekonomi riil. Dalam praktek keunggulan dan
kekuasaan ekonomis, para pengusaha menempatkan buruh individual pada suatu
posisi yang sangat lemah. Akhirnya, buruh yang hanya bermodalkan tenaga harus
mengalami tekanan-tekanan hebat terus-menerus. Dalam perjuangannya untuk
menghindarkan praktek-praktek yang demikian itu, organisasi buruh berusaha
menggantikan kontrak kerja individual dengan suatu perjanjian perburuhan melalui
organisasi. Pada dasarnya, usaha ini adalah sekadar untuk memberi perlindungan
terhadap buruh, sehingga posisi organisasi buruh dapat dikatakan bersifat defensif.
Untuk mencari jalan keluar, pihak buruh mengadakan aksi-aksi, berupa mogok kerja
72 Profil Organisasi Serikat Pekerja Nasional – Provinsi Sulawesi Selatan (SPN – SULSEL)
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atau demo yang terkadang dilakukan secara membabi buta. Bahkan tidak jarang
melalui jalan kekerasan dengan cara memberontak atau merusak73.
Perkembangan perjuangan organisasi buruh selanjutnya harus menempuh
jalan yang berliku-liku, penuh ujian, hambatan, dan derita. Organisasi buruh tidak
hanya harus berhadapan dengan pengusaha, tapi juga pemerintah. Pihak terakhir ini
terkadang tidak memberikan kesempatan bergerak, melainkan menunjukkan sifat-
sifat permusuhan74. Hadirnya pemerintah dalam wujud kebijakan adalah untuk
menengahi dua kepentingan, pengusaha dan buruh, misalnya dalam hal kebijakan
tentang pengupahan.
Sejarah telah mencatat bahwa sebelum pertengahan akhir 2015, telah terjadi
tiga kali perubahan kebijakan upah minimum. Pertama, kebijakan upah minimum
diberlakukan berdasarkan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). Kebijakan ini berlaku
pada tahun 1969-1995. Kedua, kebijakan upah minimum berdasarkan Kebutuhan
Hidup Minimum (KHM) yang berlaku pada tahun 1996-2005. Ketiga, kebijakan upah
minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang berlaku pada tahun
2005-201575.
Beberapa kali perubahan kebijakan upah minimum ini sekaligus menunjukkan
bahwa aturan yang telah dirubah tersebut sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan.
Menjelang akhir tahun 2015, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid
73 Agus Sudono, Perburuhan dari Masa ke Masa (Jakarta: PT Pustakan Cidesindo, 1996), h.
38.
74 Agus Sudono, Perburuhan dari Masa ke Masa, h. 39.
75 Sinaga T, ”Kebijakan Pengupahan di Indonesia”, dalam Istikomah, “Formula Kebijakan PP
No. 78 Tahun 2015 dalam Perspektif UUD 1945 dan Hukum Islam”, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan
Kalijaga, 2016), h. 2.
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IV. Salah satu isi paket kebijakan tersebut berkaitan dengan sistem pengupahan
formula baru. Pemerintah memutuskan untuk menetapkan formula penentuan upah
minimum pekerja yang sederhana dan terukur.  Sistem ini dituangkan dalam
Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Adapun
formulasi pengupahan sebagaimana disebutkan dalam PP No. 78 Tahun 2015 Pasal
44 ayat 2:
Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud  pada
ayat (1) sebagaimana berikut:
UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % Δ PDBt)}
Keterangan:
a. UMn : Upah minimum yang akan ditetapkan.
b. UMt : Upah minimum tahun berjalan.
c. Inflasit : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu
sampai dengan periode September tahun berjalan.
d. Δ PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari
pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kwartal
III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II tahun
berjalan.
Dari pasal tersebut dapat terlihat bahwa dasar untuk menentukan formulasi
upah minimum adalah dengan upah minimum berjalan. Upah minimum tersebut telah
merefleksikan KHL yang sudah dikaji Dewan Pengupahan Daerah sejak tahun
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sebelumnya. Evaluasi KHL akan dilakukan setiap lima tahun sekali karena
berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS)76.
Kebijakan pemerintah ini menimbulkan berbagai tanggapan serta
pertentangan dan perlawanan dari kalangan buruh. Kalangan buruh menyatakan
penolakannnya melalui gerakan perlawanan terhadap PP 78/2015 Tentang
Pengupahan. Berangkat dari hasil wawancara dengan Edi Setiawan salah satu anggota
SPN Makassar, mengatakan bahwa:
“PP 78/2015 adalah sebuah regulasi pemerintah yang tidak pro
buruh, karena dasar pengupahan seperti yang dijelaskan dalam PP itu
bahwa upah buruh berdasarkan pada formulasi inflasi nasional, tetapi
perlu kita pahami bahwa hidup kita semua itu sifatnya dinamis dan
kebutuhan ekonomi juga akan sifatnya dinamis, sedangkan komponen
hidup layak (KHL) itu hanya ditinjau 5 tahun sekali. Dan yang
menjadi persoalan lagi adalah pada saat penetapan PP 78/2015, sejak
ditetapkannya pada 23 Oktober tidak melibatkan para serikat-serikat
buruh. Selain itu, yang menjadi masalah adalah tidak adanya aturan
yang mengatur tentang sanksi kepada perusahaan yang melanggar
upah dan jelas bahwa banyaknya persoalan-persoalan pelanggaran
upah yang dilakukan perusahaan itu harus diminimalisir karena
kasihan buruh ketika keringatnya diperas, dieksploitasi habis-habisan,
tapi malah mendapatkan perlakuan seperti itu. Contohnya, baru-baru
ini ada kasus seorang karyawan Columbus bahwa sudah dua bulan
pihak dari Columbus belum membayar gajinya. Jadi, jelas diperlukan
peran pemerintah untuk mengeluarkan sebuah sanksi bagi perusahaan
yang melanggar.”77
76 Istikomah, “Formula Kebijakan PP No. 78 Tahun 2015 dalam Perspektif UUD 1945 dan
Hukum Islam”, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), h. 4-5.
77 Edi Setiawan, Umur 21 tahun (Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Jurusan Ilmu
Politik/Anggota SPN). Wawancara, di Makassar tanggal 20 November 2017, 12:21 Wita.
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Hal yang sama juga disampaikan oleh Hasdar anggota SPN, bahwa:
“PP 78 adalah aturan yang tidak pro buruh. Contohnya, kenaikan
UMP dan UMK mestinya di Makassar mengalami kenaikan di atas
10%, sementara itu yang ada hanya 7,6%.”78
Selain itu, hal yang sama juga disampaikan oleh Ahmad Ando anggota SPN,
bahwa:
“Berdasarkan kajian kawan-kawan serikat, PP 78 sangat tidak
sesuai dengan inflasi perekonomian Sulsel, khususnya Makassar
sehingga PP 78 harus dianulir di kota Makassar. Pandangan saya
terhadap PP ini, saya menduga keras adanya sebuah konspirasi yang
terbangun antara pihak pemerintah dan pihak pengusaha.”79
Dari penjelasan di atas, PP 78/2015 Tentang Pengupahan merupakan
peraturan pemerintah yang tidak pro buruh. Peraturan yang diharapkan bisa
memperbaiki kehidupan bagi buruh, jurstru menempatkan buruh jauh dari pemenuhan
kebutuhan yang layak dilihat dari penetapan upah dalam PP ini. Dari penjelasan di
atas juga menjelaskan bahwa dalam PP tersebut terdapat keberpihakan dari
pemerintah kepada pengusaha.
Teori kekuasaan menjelaskan suatu argument yang pas tentang hal ini bahwa
kekuasaan menyebabkan adanya hubungan yang tidak seimbang di antara berbagai
komponen yang terlibat. Ada yang berkuasa dan tentu saja ada yang dikuasai. Relasi
inilah yang kemudian memunculkan berbagai masalah krusial dalam suatu hubungan,
termasuk hubungan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Dari relasi yang
terjalin antara pemerintah dan pengusaha, menyebabkan adanya keberpihakan
78 Hasdar, Umur 23 tahun (Mahasiswa Unismuh Jurusan Administrasi Publik/Anggota SPN).
Wawancara, di Makassar tanggal 20 November 2017, 12:30 Wita.
79 Ahmad Ando, Umur 21 tahun (Mahasiswa Sawerigading Jurusan Ilmu Hukum/Anggota
SPN). Wawancara, di Makassar tanggal 20 November 2017, 12:40.
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pemerintah terhadap pengusaha, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam masalah
perburuhan.
Adanya penolakan buruh terhadap PP ini, karena terdapat pertentangan dalam
pasal-pasal PP tersebut dengan peraturan sebelumnya, UU No. 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan. Ridwan Tate anggota SPN, menyatakan:
“Semua pasal dalam PP 78 bertentangan karena PP ini berdasar
pada tingkat nasional, seharusnya berdasar pada tingkat regional
(Provinsi).”80
Salim Samsur, ketua SPN juga menyatakan:
“Pasal yang menjadi masalah besar bagi buruh adalah pasal 44
dalam PP 78 yang merupakan kebijakan upah murah dan tidak pro
buruh. Selain itu, presentasi perhitungan upah dalam PP ini
merupakan perhitungan secara nasional, bukan daerah.”81
Pemerintah yang harusnya menjadi jembatan antara buruh dan pengusaha,
justru menciptakan ketimpangan dengan kehadiran PP 78/2015. Perhitungan upah
berdasarkan inflasi pertumbuhan ekonomi skala nasional bukan berdasarkan KHL
suatu daerah sehingga menjadi beban tersendiri bagi buruh. Dari banyaknya
ketimpangan yang terdapat dalam PP 78/2015, serikat buruh, khususnya SPN,
melakukan gerakan perlawanan untuk menolak PP tersebut. Perlawanan yang
dilakukan oleh SPN, melalui berbagai cara, seperti dikatakan oleh Nawal Reza dalam
sebuah wawancara:
“Bentuk perlawanan buruh terhadap PP 78/2015 dilakukan dengan
berbagai cara, yaitu: 1) Menggugat SK Gubernur sebagai upaya
hukum yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan; 2)
80 Ridwan Tate, Umur 24 tahun (Anggota SPN di Bidang Advokasi). Wawancara, di
Makassar tanggal 20 November 2017, 12:50 Wita.
81 Salim Samsur, Umur 32 tahun (Ketua SPN). Wawancara, di Makassar tanggal 7 November
2017, 12:06 Wita.
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Melakukan konferensi pers; 3) Melakukan workshop; 4) Aksi massa
(demo).”82
Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan kaum buruh, di antaranya:
1. Menggugat SK Gubernur
Penggugatan SK Gubernur Sulsel No. 2628/X/Tahun 2017 Tentang
Penetapan UMP Sulsel Tahun 2018, hal ini karena penetapan upah
berdasarkan inflasi nasional sesuai PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan
dan ini tidak memberikan keadilan bagi kaum buruh.83 Lampiran SK
Gubernur ada pada halaman 77.
2. Konferensi Pers
Konferensi pers yang dilakukan kaum buruh merupakan salah satu
cara damai dalam sebuah gerakan, sebelum akhirnya menuju ke gerakan aksi
massa. “Sejak awal PP 78 ditolak di Indonesia, termasuk di Sulsel, khususnya
Makassar. PP 78 yang menjadi dasar penetapan UMP bertentangan dengan
UU Ketenagakerjaan. Ini mencederai perjuangan para kaum buruh”, kata
salah satu buruh yang didampingi buruh lainnya. Jika Gubernur tidak
mengindahkan tuntutan mereka, mereka mengancam akan gelar demo besar-
besaran pada 20 November 2017.84 Gambar ketika buruh mengikuti
konferensi pers ada pada halaman 73.
82 Nawal Reza, Umur 44 tahun (Securiti/Anggota SPN). Wawancara, di Makassar tanggal 7
November 2017, 13:00 Wita.
83 Yani Maryani, Tolak UMP, Buurh Gugat Gubernur. https://dip4news.com/2017/11/tolak-
upah-buruh-gugat-gubernur-sulsel/ (28 Februari 2018).
84 Fahrizal Syam, Gerakan Buruh Sulsel Ancam Demo Besar-Besaran.
http://makassar.tribunnews.com/2017/11/03/tolak-upah-minimum-gerakan-buruh-sulse-ancam-demo-
besar-besaran (30 Desember 2017).
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3. Melakukan Workshop
Dalam Tudang Sipulung antara pemerintah Provinsi Sulsel dengan
ratusan masyarakat dari serikat pekerja dan buruh se-Sulsel, disampaikan
sejumlah rekomendasi buruh dan serikat pekerja, di mana rekomendasi
tersebut berdasarkan workshop serikat pekerja dan buruh pada 29 April 2017.
Hal ini lahir dari keprihatinan dengan kondisi buruh yang dinilai masih jauh
dari harapan. Rekomendasi ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk
penataan perburuan oleh serikat pekerja dan buruh sebagai pertimbangan
kebijakan Provinsi Sulsel. Salah satu rekomendasinya, yaitu revisi dan cabut
PP Nomor 78 Tentang Pengupahan terutama struktur skala upah yang
seyogyanya harus pada pertumbuhan masing-masing daerah.85 Gambar ketika
buruh pernah melakukan workshop ada pada halaman 74.
4. Aksi Demo
Aksi demo atau gerakan perlawanan yang dilakukan kaum buruh
secara besar-besaran dilakukan sebanyak dua kali, pada akhir tahun 2016 dan
akhir tahun 2017. Hal itu dilakukan karena tidak terpenuhinya tuntutan kaum
buruh.
Gerakan perlawanan buruh besar-besaran dilakukan pada 28
November 2016 diseluruh Indonesia, termasuk Makassar. Buruh menolak
adanya PP 78/2015 karena hanya memberikan kerugian bagi kehidupan buruh.
Karena tuntutan mereka tidak direspon, akhirnya kaum buruh melakukan aksi
demo (massa).
85 Humas Sulsel, 10 Rekomendasi Harapan Buruh.
http://humas.sulselprov.go.id/berita/detail/10-rekomendasi-harapan-buruh-sulsel (28 Februari 2018).
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Aksi demo pada akhir tahun 2016 sepertinya tidak mendapatkan
perhatian dari pemerintah, dan akhirnya kaum buruh menggelar besar-besaran
untuk kedua kalinya, pada 20 November 2017. Gerakan perlawanan buruh
tidak akan pernah berhenti sebelum pemerintah memberikan perhatian serta
responnya.86 Gambar kegiatan demo buruh ada pada halaman 74 dan 75.
Dalam melakukan gerakan tersebut, SPN telah melakukan beberapa strategi
untuk mendukung gerakan perlawanannya. Hal ini diungkapkan oleh Ridwan
Tate, bahwa:
“SPN melakukan, membangun konsolidasi untuk menolak PP
78/2015.”87
Strategi yang dilakukan SPN dalam melakukan gerakan perlawanan:
1. Konsolidasi dengan serikat lain
Melakukan konsultasi dengan serikat pekerja lainnya tentang PP
78/2015, bagaimana respon mereka terhadap PP tersebut dan bagaimana
mereka merancang gerakan perlawanan untuk menolak PP tersebut. Serikat
buruh melakukan konsolidasi untuk memperkuat gerakan mereka. Gambar
konsolidasi SPN dengan serikat lainnya ada pada halaman 75.
Stategi yang dilakukan berhasil membuat banyak buruh bergabung untuk
melakukan perlawanan. Adanya persamaan nasib, kerugian, ketidakadilan yang
dirasakan, serta penindasan yang dialami oleh buruh membangkitkan semangat
86 Darwin Fatir, Buruh Sulsel Tuntut Pencabutan PP 78 2015.
http://makassar.antarnews.com/nerita/78964/buruh-sulsel-tuntut-pencabutan-pp78-2015 (28 Februari
2018).
87 Ridwan Tate, Umur 24 tahun (Anggota SPN di Bidang Advokasi). Wawancara, di
Makassar tanggal 20 November 2017, 12:50 Wita.
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mereka untuk melakukan gerakan perlawanan dalam memperjuangkan keadilan.
Teori sosialisme Islam menjelaskan argument terkait masalah ini bahwa rakyat
(buruh) yang merasa tertindas, berjuang untuk keadilan, kemerdekaan, dan
kepercayaan teguh pada suatu perjuangan mereka yang hingga akhirnya mereka
mendapatkannya. Seperti yang dikatakan oleh Syari’ati bahwa revolusi yang pasti
oleh kaum Habil akan terjadi untuk mengakhiri riwayat Qabil. Dengan kata lain,
revolusi yang dilakukan oleh kaum buruh (tertindas) akan terjadi untuk mengakhiri
kapital serta pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang. Kehadiran PP 78/2015
memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan buruh. Hal ini diungkapkan oleh ibu
Sulistiani, bahwa:
“PP 78/2015 memberikan dampak yang buruk bagi buruh, karena
banyaknya buruh yang tidak hidup layak dikarenakan tidak sesuainya
upah dengan kebutuhan pokok.”88
Hasdar juga mengatakan bahwa:
“PP 78/2015 membuat banyak buruh terlilit hutang. PP ini kami
anggap hanya memberikan keuntungan terhadap kapital/pengusaha.
Sebelum hadirnya PP 78/2015, upah riil buruh  tidak pernah di bawah
10% . Namun setelah hadirnya PP 78/2015, upah riil buruh adalah
7,6%. Meskipun upah nominal (UMK) naik dari Rp. 2.313.635
menjadi Rp. 2.504.625, tetapi harga pengeluaran buruh setiap tahun
juga mengalami kenaikan, sehingga upah riil buruh cenderung
stagnan. Artinya, meski nilai nominal upah naik, tapi daya beli buruh
juga mengalami kenaikan.”89
Dari hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa kehadiran PP 78/2015 tidak
memberikan kesejahteraan bagi kehidupan buruh. Banyak buruh yang mengalami
kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnnya. Pemenuhan hidup layak jauh dari
88 Sulistiani, Umur 38 tahun (Ibu Rumah Tangga/Bendahara SPN). Wawancara, di Makassar
tanggal 20 November 2017, 13.30 Wita.
89 Hasdar, Umur 23 tahun (Mahasiswa Unismuh Jurusan Administrasi Publik/Anggota SPN).
Wawancara, di Makassar tanggal 20 November 2017, 12:30 Wita.
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kehidupan buruh setelah hadirnya PP ini, terutama upah riil mereka mengalami
penurunan setelah hadirnya PP tersebut. Ini menjelaskan bahwa terdapat
pengeksploitasian nilai yang harusnya didapat oleh buruh. Teori nilai lebih
menjelaskan bahwa upah buruh yang rendah menciptakan nilai lebih yang hal
tersebut merupakan keuntungan bagi pemilik kapital hingga akhirnya derajat
eksploitasi tenaga kerja kian meningkat. Upah yang diperoleh seorang buruh tidak
lagi mencukupi kebutuhan, bahkan yang paling minimum. Buruh bekerja sepanjang
hari, namun tidak bisa meningkatkan standar hidup mereka.  Karena adanya
penindasan yang dirasakan oleh kaum buruh, hingga akhirnya mereka melakukan
gerakan perlawanan untuk menolak PP 78/2015.
Kehadiran PP 78/2015 berdampak pada kehidupan sosial buruh sendiri,
berikut ini beberapa gambaran tentang kehidupan sosial buruh yang merupakan
anggota SPN:
1. Hasfin K., tinggal di Jl. Tosalili 16 Sorowako desa Nikke Kec. Nuha Kab.
Luwu Timur. Pekerjaannya sebagai buruh/karyawan kontraktor PT. Vale
Indonesia. Hasfin merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Upah yang
didapatkan dari pekerjaannya sebagai buruh sebanyak satu juta. Upah yang
diterimanya belum memenuhi untuk kebutuhannya sehari-hari (sandang,
papan, dan pangan).  Setelah hadirnya PP 78/2015, upah yang diterimanya
tetap sama, tetapi berdampak pada pemenuhan kebutuhan, yaitu menipiskan
pembelanjaan. Hal itu karena naiknya harga barang-barang, sementara
upahnya tidak mengalami perubahan. Ini berdasarkan pada aturan dalam PP
78/2015 yang berdasarkan inflasi tingkat nasional, bukan pada tingkat
regional, sedangkan dalam setiap daerah, tingkat pemenuhannya berbeda-
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beda. Untuk memenuhi kebutuhannya, Hasfin melakukan pekerjaan
sampingan, ngojek saat di malam hari.
2. Sulistiani, bendahara SPN, yang juga merupakan salah satu buruh yang ter-
PHK akibat pemberangusan serikat oleh pihak perusahaan. Sementara dalam
PP 78/2018, setiap buruh yang ingin menjalankan kegiatan serikatnya harus
mendapatkan persetujuan dari pihak perusahaan. Namun nyatanya, pihak
perusahaan justru melakukan PHK pada buruh yang bergabung dalam sebuah
serikat buruh. Artinya, PP tersebut tidak memberikan perlindungan bagi
buruh.
3. Moh. Tahir Tamher, merupakan buruh atau karyawan PT. Ayub Rumi
Makassar (driver). Tahir mempunyai tanggungan dalam keluarga (istri dan
dua anaknya), dan dari upah yang diterimanya dengan kehidupan di kota
Makassar kurang untuk pemenuhan sehari-harinya. Menurutnya, sebagai
pekerja, PP 78/2015 sangat merugikan karena setiap perhitungan UMK dan
UMP itu tidak mengikuti perkembangan ekonomi daerah tempat buruh
bekerja. Walaupun Sulawesi mempunyai perekonomian meningkat, tetap
daerah mengikuti aturan pemerintah pusat karena adanya PP 78/2015. Upah
yang didapatkannya tetap stagnan, sedangkan pemenuhan sehari-harinya
semakin meningkat.
2. Hasil gerakan perlawanan SPN terhadap PP Nomor 78 Tahun 2015
Tentang Pengupahan
Menurut Locher, mengingat bahwa semua peristiwa gerakan sosial
menginginkan adanya suatu perubahan atau untuk menjaga sesuatu agar tidak
berubah, maka di dalamnya akan ada orang atau pihak yang tidak menginginkan
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suatu gerakan sosial berhasil. Perlawanan atau penolakan yang paling besar terhadap
suatu gerakan sosial biasanya berasal dari mereka yang diuntungkan apabila gerakan
tersebut mengalami kegagalan90. Gerakan buruh yang dilakukan pada 28 November
2016 berhasil mendapatkan tanggapan dari pemerintah (DPRD Provinsi Sulsel). Hal
ini dilihat dari hasil wawancara dengan Wawan Mattaliu, S. Ksi Anggota DPRD
Komisi E bagian Kesejahteraan Rakyat, menyatakan:
“Gerakan yang dilakukan oleh buruh ada baiknya juga, itu karena
untuk dapat mengingatkan kepada pemerintah bahwa di dunia ini ada
kaum buruh yang harus diperhatikan dan pemerintah sendiri menjadi
fasilitator antara buruh dan pengusaha.” 91
Selain itu, Wawan Mattaliu, S. Ksi juga mengatakan bahwa pemerintah juga
mendukung gerakan buruh dalam pernyataannya, bahwa:
“Pemerintah sendiri memberi dukungan kepada buruh dengan cara,
setiap saat membaca UMP tentang kecocokan UMP dengan
kebutuhan buruh.”92
Tentang tanggapan pemerintah terhadap gerakan kaum buruh, salah satu
anggota SPN, Hasdar mengatakan:
“Gerakan buruh memang mendapatkan tanggapan dari pemerintah,
seperti dibuatkan dialog public tentang tuntutan mereka, akan tetapi
setelah itu diabaikan dan juga pemerintah memberikan janji yang
tidak kunjung ditepati tentang tuntutan buruh”.93
Selain itu, dari pihak pengusaha, Ketua DPD Apindo, Latunreng mengatakan:
“PP ini justru sangat menguntungkan serikat pekerja, daerah yang
minus pertumbuhan ekonominya juga tetap mengalami kenaikan
90 Oman Sukmana, Konsep dan Teori Gerakan Sosial (Malang: Intrans Publishing, 2016), h.
20.
91 Wawan Mattaliu, S. Ksi, Umur 38 tahun (Anggota DPRD Komisi E bagian Kesejahteraan
Rakyat). Wawancara, di DPRD Provinsi Sulsel, Makassar tanggal 29 November, 12:30 Wita.
92 Wawan Mattaliu, S. Ksi, Umur 38 tahun (Anggota DPRD Komisi E bagian Kesejahteraan
Rakyat). Wawancara, di DPRD Provinsi Sulsel, Makassar tanggal 29 November, 12:30 Wita.
93 Hasdar, Umur 23 tahun (Mahasiswa Unismuh Jurusan Administrasi Publik/Anggota SPN).
Wawancara, di Makassar tanggal 20 November 2017, 12:30 Wita.
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UMP. Bahkan diprediksi tiap tahun naik karena ekonomi nasional
diyakini selalu tumbuh positif, sehingga dunia usaha sempat merasa
ini terlalu berpihak ke buruh”.94
Hasil dari gerakan perlawanan buruh menghasilkan dua tanggapan:
1. Dari kaum buruh, mengatakan bahwa memang ada tanggapan dari
pemerintah, akan tetapi pemerintah tidak serius menanggapinya, karena
setelah itu mereka diabaikan, dan juga pemerintah hanya terus berjanji
kepada kaum buruh terhadap tuntutan mereka, belum ada tindakan dari
pemerintah sendiri, hingga akhirnya kaum buruh melakukan gerakan kedua
kalinya.
2. Dari pemerintah, mengatakan bahwa dengan adanya gerakan perlawanan
yang dilakukan oleh kaum buruh, mengingatkan pemerintah dengan adanya
keberadaan mereka yang harus perlu diperhatikan, dan dari gerakan tersebut,
pemerintah mendukung gerakan kaum buruh dengan membaca UMP dan
mencocokkannya dengan kebutuhan kaum buruh.
3. Dari pengusaha, mengatakan PP 78/2015 justru lebih berpihak kepada buruh
dibandingkan dengan pengusaha. PP ini sangat menguntungkan serikat
pekerja, karena daerah yang minus pertumbuhan ekonominya juga tetap
mengalami kenaikan UMP. Kenaikan UMP sebenarnya akan menambah
beban perusahaan.
Buruh dengan gerakan perlawanannya berhasil mendapatkan tanggapan serta
dukungan dari pemerintah. Ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kaum buruh
94
"Meski Dikeluhkan Pengusaha, UMP Tetap Naik Rp 200 Ribu”, Radar Makassar.
http://www.radarmakassar.com/2017/11/10/meski-dikeluhkan-pengusaha-ump-tetap-naik-rp200-ribu/
(25 Maret 2018).
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karena pemerintah memperhatikan kehidupan dan kebutuhan buruh, di mana mereka
harus mendapatkan kebutuhan hidup yang layak, baik untuk dirinya sendiri,
keluarganya, dan yang lainnya.
Namun, kebahagiaan itu hanya sementara. Sampai saat ini, apa yang dituntut
oleh kaum buruh  belum terpenuhi, artinya gerakan perlawanan buruh terhadap PP
78/2015 Tentang Ketenagakerjaan hanya berhasil dalam wacana saja. Sejauh ini,
kaum buruh masih tetap berusaha dalam proses perlawanan, seperti yang dikatakan
oleh Hasfin Kasim T., bahwa:
“Untuk saat ini, masih dalam proses perlawanan dan terus akan
melakukan konsolidasi untuk melanjutkan gerakan sampai pemerintah
mengeluarkan regulasi yang pro buruh. Dan jika seandainya ada
upaya dari pemerintah, serikat buruh tidak akan ada terbentuk di
negara ini”95.
Dari hasil wawancara di atas, bahwa SPN tidak akan berhenti melakukan
perlawanan hingga pemerintah mengindahkan tuntutan mereka. Hal ini terbukti, pada
20 November 2018, SPN bersama serikat buruh lainnya kembali melakukan gerakan
perlawanan besar-besaran untuk kedua kalinya. Ini berarti bahwa selama PP 78/2015
belum dicabut atau direvisi, maka gerakan perlawanan juga tidak akan pernah
berhenti. Teori gerakan sosial menjelaskan argument bahwa suatu gerakan adalah
tindakan penentangan/perlawanan terhadap elit, otoritas, dan terhadap aturan
kelompok. Untuk menentukan arah tujuan tindakan kolektif, maka bentuk
pertarungan diubah ke dalam suatu gerakan sosial. Setiap peristiwa gerakan sosial,
selain ada pihak yang mendukung, juga tidak akan lepas dari adanya pihak yang
menentang atau menolak. Dan yang menjadi hal penting seperti yang dikatakan oleh
95 Hasfin Kasim T., Umur 37 tahun (Anggota SPN). Wawancara, di Makassar tanggal 20
November 2017, 13:40 Wita.
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Hasfin bahwa seandainya terdapat upaya dari pemerintah, maka serikat buruh tidak
akan terbentuk, karena serikat buruh hadir untuk melindungi hak-hak buruh,
memperjuangkan masalah buruh yang mengalami ketidakadilan, penindasan, dan
sebagainya.
Sebuah gerakan mungkin ditindas secara kejam, tetapi berbagai perubahan
yang diupayakannya mungkin akan timbul di kemudian hari, karena konfrontasi
adalah tanda peringatan bagi penguasa bahwa mereka lebih baik melakukan
perubahan ketimbang menghadapi pergolakan lebih dahsyat di masa mendatang96.
96 Piotr Sztompka, Sosiologi Peubahan Sosial (Cet. VIII; Jakarta:Prenada, 2007), h. 347.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa gerakan
perlawanan yang dilakukan oleh SPN, melalui berbagai cara, yaitu: 1)
Menggugat SK Gubernur sebagai upaya hukum yang bertentangan dengan
UU Ketenagakerjaan; 2) Melakukan konferensi pers; 3) Melakukan
workshop; 4) Aksi massa (demo). Dalam melakukan gerakan tersebut,
SPN telah melakukan beberapa strategi untuk mendukung gerakan
perlawanannya, yaitu 1) Melakukan konsultasi dengan beberapa serikat
lainnya; 2) Melakukan survey data penelitian pendukung; 3) Sosialisasi
argument  penolakan, 4) Advokasi dengan buruh-buruh yang di PHK; 5)
Membangun konsolidasi penolakan PP 78/2015; dan 6) Menjaga basis dan
berkoordinasi dengan pihak perusahaan dan dewan pengupahan.
2. Hasil gerakan perlawanan buruh, memperoleh tiga tanggapan yang
berbeda; 1) Kalangan buruh berpandapat bahwa tidak ada keseriusan
pemerintah terhadap tuntutan kaum buruh; 2) Pemerintah, beranggapan
bahwa mereka mendukung buruh dengan membaca setiap saat UMP; 3)
Pengusaha, beranggapan bahwa adanya keberpihakan pemerintah kepada
buruh dalam PP 78/2015. Buruh berhasil mendapatkan tanggapan dari
pemerintah dan memberikan dukungannya. Namun, keberhasilannya itu
dapat dikatakan hanya dalam wacana saja, sampai sekarang belum ada
perubahan terhadap PP tersebut. Artinya, dukungan pemerintah hanya
dalam bentuk pernyataan saja, tanpa pembuktian. Dan sampai sekarang,
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buruh tetap melakukan gerakan perlawanan hingga tuntutan mereka
terpenuhi.
B. Implikasi Penelitian
Dalam deskripsi hasil penelitian ini, penulis ingin menyampaikan implikasi
dari hasil penelitian, antara lain:
1. Penelitian ini dapat memberikan pertimbangan dalam merumuskan aturan
mengenai standar pengupahan yang pro rakyat dan menjadi kritikan bagi
pemerintah yang seharusnya menjadi jembatan antara buruh dan pengusaha,
bukan berpihak kepada salah satunya. Selain itu, sebagai sebuah organisasi
buruh, sangat penting untuk setiap saat membaca perkembangan tentang
perburuhan tanpa mengedepankan hal lainnya.
2. Penelitian ini merupakan bagian kecil dari hasil penelitian tentang
pengupahan yang terdapat dalam PP 78/2015. Oleh karena itu, untuk
mengkaji lebih lanjut, dapat membaca hasil penelitian lain atau dengan
melakukan penelitian yang mendalam.
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Dokumentasi Penelitian
Gambar 1. Wawancara dengan bapak Salim Samsur, ketua SPN
Gambar 2. Wawancara dengan bapak Nawal Reza, Anggota SPN.
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Gambar 3. Wawancara dengan ibu Sulistiani, Bendahara SPN.
Gambar 4. Wawancara dengan Ridwan Tate, Anggota SPN di Bidang Advokasi.
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Gambar 5. Wawancara dengan bapak Wawan Mattaliu, S. Ksi Anggota DPRD
Provinsi Sulsel Komisi E bagian Kesejahteraan Sosial
Gambar 6. Serikat buruh melakukan konferensi pers di Tribun Timur
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Gambar 7. Tudang Sipulung antara pemerintah Provinsi Sulsel dibarengi
dengan pembahasan workshop oleh kaum buruh
Gambar 8. Aksi demo buruh besar-besaran pada 28 November 2016
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Gambar 9. Aksi demo buruh besar-besaran pada 20 November 2017
Gambar 10. Konsolidasi SPN dengan beberapa serikat pekerja lainnya
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Gambar 11. Kondisi rumah Hasfin K.
Gambar 12. Kondisi rumah kost ibu Sulistiani
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Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
Serikat Pekerja Nasional Sulawesi Selatan
MUKADDIMAH
Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sesungguhnya pembangunan Indonesia
ditujukan untuk mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara secara adil
dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Bahwa untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pekerja Indonesia mempunyai hak dan kewajiban
serta tanggungjawab yang tinggi untuk mensukseskan pembangunan Indonesia.
Bahwa kaum pekerja Indonesia sebagai masyarakat pelaku pembangunan ekonomi bangsa
dijamin hak dan kepentingannya dalam politik dan ekonomi yang meliputi hak berserikat,
berunding bersama dan memperoleh kehidupan yang layak selama bekerja hingga pun kerja.
Bahwa dengan didorong oleh keinginan yang luhur untuk hidup sejahtera dan bermartabat,
pekerja Indonesia bersepakat bergabung ke dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN).
Bahwa kemudian dari pada itu untuk menjadikan Serikat Pekerja Nasional sebagai organisasi
yang bebas, mandiri, demokratis, profesional, bertanggungjawab, yang melindungi hak dan
kepentingan, serta memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan dan meningkatkan
tanggungjawab serta produktivitas kerja pada anggota, maka disusunlah dasar perjuangan
organisasi di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Serikat Pekerja
Nasional.
BAB I
PENGERTIAN UMUM
Pasal 1
Pengertian Umum
Istilah-istilah yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ini,
mengandung pengertian sebagai berikut :
1. Serikat Pekerja Nasional adalah gabungan dari serikat pekerja/basis yang bergerak dalam
sektor industri, perdagangan dan jasa, baik formal maupun informal.
2. Serikat Pekerja/Basis adalah unit kerja pada sektor formal maupun informal yang merupakan
afiliasi SPN dalam menjalankan organisasinya berdasarkan AD/ART SPN.
3. Perwakilan Anggota (PA) adalah perangkat serikat pekerja pada tingkat perusahaan yang
bertindak sebagai perwakilan yang ada di setiap bagian/unit/departemen tempat pekerjaan.
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4. Anggota adalah setiap orang yang bekerja pada sektor industri, perdagangan dan jasa, baik
formal maupun informal yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA).
5. Afiliasi adalah penggabungan Serikat Pekerja Nasional kepada organisasi lain, baik tingkat
nasional maupun internasional yang visi dan misi perjuangannya searah dengan Serikat
Pekerja Nasional.
6. Kepemimpinan kolektif adalah kebersamaan di dalam pengambilan keputusan dan atau
pertanggungjawaban organisasi.
7. Delegasi adalah utusan dari unsur perangkat SPN yang mempunyai hak suara, berbicara,
mengeluarkan pendapat, menyampaikan usulan dan menyokong usulan perubahan, perbaikan
dan atau penyempurnaan terhadap rancangan ketetapan-ketetapan, utusan yang berhak
mencalonkan, dicalonkan, memilih dan dipilih sesuai AD/ART.
8. Peninjau adalah utusan dan unsur perangkat SPN yang berhak mengikuti acara dan tidak
mempunyai hak seperti delegasi yang jumlahnya tidak lebih dari 10 %.
9. Indisipliner adalah tindakan yang dilakukan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
Pasal 2
Nama
Nama dari perserikatan ini, adalah Serikat Pekerja Nasional disingkat (SPN)
Pasal 3
Bentuk
Bentuk organisasi Serikat Pekerja Nasional adalah federasi yang merupakan gabungan dari
serikat pekerja yang bergerak di sektor industri, perdagangan dan jasa, baik formal maupun
informal.
Pasal 4
Tanggal Berdiri
Serikat Pekerja Nasional (SPN) yang dideklarasikan pada tanggal 6 Juni 2003 di Yogyakarta,
adalah kelanjutan dari Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (F.SPTSK) yang
merupakan penggabungan antara Serikat Buruh Tekstil dan Sandang (SBTS) dan Serikat Buruh
Karet dan Kulit (SBKK), yang didirikan pada tanggal 14 Juli 1973 di Jakarta, untuk jangka
waktu yang tidak ditentukan.
Pasal 5
Jenjang Organisasi dan Tempat Kedudukan
Jenjang Organisasi Serikat Pekerja Nasional (SPN), terdiri dari :
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1. Pada tingkat pusat disebut Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional disingkat DPP
SPN, berkedudukan di Ibukota Negara Repuplik Indonesia, Jakarta.
2. Pada tingkat provinsi disebut Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional disingkat
DPD SPN berkedudukan di ibukota provinsi.
3. Pada tingkat kabupaten/kota disebut Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional
disingkat DPC SPN, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
4. Pada tingkat perusahaan/basis disebut Pimpinan Serikat Pekerja disingkat PSP, yang
berkedudukan di tingkat perusahaan.
Pasal 6
Lambang dan Bendera
1. Lambang Serikat Pekerja Nasional bermakna sebagai simbol pemersatu pekerja Indonesia
yang bekerja pada sektor industri, perdagangan dan jasa.
2. Bendera Serikat Pekerja Nasional yang juga sebagai panji/pataka menggunakan warna biru
muda dengan berlogo dan bertuliskan SPN warna putih terletak di tengah-tengah.
3. Penjelasan mengenai warna daripada lambang, bendera dan logo diatur lebih lanjut dalam
Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 7
I k r a r
Untuk memberikan dorongan semangat dan tekad membangun gerakan solidaritas yang kokoh,
maka anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN) berikrar sebagai berikut :
1. Kami Anggota Serikat Pekerja Nasional bertekad menjadi insan yang bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa.
2. Kami Anggota Serikat Pekerja Nasional bertekad untuk selalu berpegang teguh kepada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta setia dan taat menjalankan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Kami Anggota Serikat Pekerja Nasional bertekad memperkokoh persatuan dan kesatuan
bangsa dalam membangun jiwa solidaritas dan persahabatan demi terciptanya kesejahteraan
bersama.
4. Kami Anggota Serikat Pekerja Nasional bertekad menjunjung tinggi azas demokrasi,
kemandirian dan bertanggungjawab.
5. Kami Anggota Serikat Pekerja Nasional bertekad mengembangkan kemitraan, hubungan
industrial yang berlandaskan keadilan.
Pasal 8
Mars SPN
1. Mars SPN merupakan lagu wajib organisasi yang mengandung makna semangat perjuangan
dan pergerakan serikat pekerja.
2. Mars SPN Wajib dinyanyikan dalam setiap forum resmi organisasi.
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Pasal 9
Sumpah/Janji Pimpinan
1. Setiap pengurus wajib mengangkat sumpah/janji dalam setiap pelantikan.
2. Naskah sumpah/janji pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB II
DASAR PERSERIKATAN DAN WILAYAH HUKUM
Pasal 10
Azas
Serikat Pekerja Nasional (SPN) berazaskan Pancasila.
Pasal 11
Landasan
1. Landasan Konstitusi Serikat Pekerja Nasional (SPN) adalah Undang-Undang Dasar 1945.
2. Landasan Operasional Serikat Pekerja Nasional (SPN) adalah peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta ketetapan-ketetapan Kongres.
Pasal 12
Sifat
Serikat Pekerja Nasional (SPN) adalah organisasi pekerja yang bersifat bebas, terbuka, mandiri,
demokratis, profesional, serta bertanggungjawab.
Pasal 13
Kedaulatan
Kedaulatan tertinggi Serikat Pekerja Nasional (SPN) berada di tangan anggota dan dilakukan
sepenuhnya oleh Kongres.
Pasal 14
Wilayah Hukum
Wilayah hukum Serikat Pekerja Nasional (SPN) berlaku untuk pekerja yang bekerja dalam
bidang industri, perdagangan dan jasa, baik formal maupun informal dalam wilayah Republik
Indonesia.
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BAB III
T U J U A N
Pasal 15
1. Tujuan utama Serikat Pekerja Nasional (SPN) adalah mempersatukan dan menggalang
solidaritas pekerja Indonesia untuk mencapai kesejahteraan pekerja beserta keluarganya tanpa
membedakan ras, suku, bangsa, agama dan keyakinan, jenis kelamin, umur, kondisi fisik dan
status perkawinan.
2. Tujuan operasional Serikat Pekerja Nasional adalah :
1) Memberikan jaminan perlindungan, pembelaan terhadap hak dan kepentingan pekerja
sesuai dengan hukum kebiasan yang berlaku.
2) Memperbaiki dan meningkatkan kondisi kerja, syarat-syarat kerja, keselamatan dan
kesehatan kerja dan terjaminnya pekerjaan.
3) Memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pekerja serta keluarganya
yang layak bagi kemanusiaan melalui sistem pengupahan yang berkecukupan dan
berkeadilan.
4) Melaksanakan dan memperjuangkan peningkatan kualitas dan kuantitas perjanjian kerja
bersama.
5) Memajukan dan memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, politik untuk mempertahankan hak
dan memperjuangkan kaum pekerja.
6) Memberikan bantuan, dorongan, bimbingan dan pendidikan untuk meningkatkan
pengetahuan pekerja dalam memperkuat gerakan serikat pekerja dan hak berunding
bersama.
7) Meningkatkan dan mempererat kerjasama nasional dan internasional untuk memperkuat
gerakan serikat pekerja dengan tidak mengurangi kebebasan dan kemandirian organisasi.
8) Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi pekerja melalui kegiatan usaha ekonomi
seperti koperasi, usaha bersama, yayasan, dan usaha lain yang sah.
9) Memberikan informasi kepada para anggota mengenai masalah yang berhubungan dengan
ekonomi, sosial politik, dan lainnya yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan
anggota.
BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 16
Persyaratan
1. Setiap orang yang bekerja pada sektor industri, perdagangan dan jasa, baik formal maupun
informal dalam wilayah hukum Republik Indonesia berhak dan dapat menjadi anggota.
2. Keanggotaan Serikat Pekerja Nasional (SPN) tidak memandang ras, agama atau keyakinan,
suku bangsa, jenis kelamin, umur, status perkawinan dan status pekerjaan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan diatur dalam ART.
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Pasal 17
Kewajiban dan Hak Anggota
1. Kewajiban anggota :
a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan, keputusan dan
kewajiban organisasi yang dikeluarkan oleh SPN.
b. Menjunjung tinggi nama baik organisasi.
c. Berani menentang setiap usaha dan tindakan dari siapa saja yang akan merugikan
kepentingan organisasi dan anggota.
d. Bicara langsung atau memalui perwakilan yang sah, selalu berusaha menghadiri semua
rapat yang diadakan oleh organisasi.
e. Memberitahukan kepada pimpinan serikat pekerja setempat apabila ada perubahan alamat.
f. Membayar uang pangkal pada saat pendaftaran dan pembayaran iuran bulanan, serta
membayar kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh SPN.
2. Hak anggota :
a. Memberikan suara;
b. Bicara dan mengeluarkan pendapat;
c. Mencalonkan, dicalonkan, memilih dan dipilih;
d. Mendapat perlakuan yang sama dari organisasi;
e. Secara langsung atau melalui wakilnya yang sah mengusulkan dan mendukung usulan
perubahan terhadap kebijakan organisasi  di dalam forum Kongres dan atau rapat;
f. Secara langsung atau melalui wakil yang sah, menilai kebijakan pimpinan pada forum
Kongres, KONFERDA, KONFERCAB, KONFERTA, dan atau rapat-rapat organisasi;
g. Secara langsung atau melalui wakil yang sah mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi;
h. Mendapat bimbingan, pendidikan, perlindungan dan pembelaan dari organisasi;
i. Membela diri;
j. Mendapat Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh organisasi.
Pasal 18
Aturan Uang Pangkal dan Iuran Anggota
1. Setiap anggota wajib membayar uang pangkal 1% (satu persen) dari upah sebulan pada waktu
pendaftaran.
2. Setiap anggota wajib membayar iuran minimal 0,5% (setengah persen) perbulan dari
ketentuan upah minimum setempat.
3. Uang iuran anggota dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam setahun.
4. Aturan pelaksanaan uang pangkal dan uang iuran anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran
Rumah Tangga.
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BAB V
BADAN ORGANISASI
Pasal 19
Serikat Pekerja Nasional (SPN) terdiri dari dua badan utama, yaitu
1. Badan Legislatif
a. Kongres;
b. Majelis Nasional;
c. Konferensi Daerah;
d. Konferensi Cabang;
e. Konferensi Anggota.
2. Badan Eksekitif terdiri dari:
a. DPP (Dewan Pimpinan Pusat);
b. DPD (Dewan Pimpinan Daerah);
c. DPC (Dewan Pimpinan Cabang);
d. PSP (Pimpinan Serikat Pekerja).
BAB VI
BADAN LEGISLATIF
Pasal 20
K o n g r e s
1. Kongres merupakan badan tertinggi organisasi dan secara penuh memegang serta
melaksanakan kedaulatan anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN).
2. Kongres sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai wewenang dan kekuatan penuh untuk :
a. Menilai laporan pertanggungjawaban DPP SPN;
b. Menetapkan program kerja nasional;
c. Menetapkan pedoman keuangan organisasi;
d. Menetapkan keputusan-keputusan penting organisasi;
e. Menetapkan dan mengesahkan AD/ART dan perubahan/amandemen AD/ART yang telah
diputuskan oleh Sidang Majelis Nasional;
f. Memilih dan menetapkan ketua umum dan pengurus DPP.
3. Kongres Serikat Pekerja Nasional (SPN) diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang Kongres diatur dalam ART.
Pasal 21
Majelis Nasional (MAJENAS)
1. Sidang Majelis Nasional diadakan setahun sekali.
2. Majelis Nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
a. Mengevaluasi dan menilai atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja organisasi;
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b. Menilai dan memusyawarahkan pembelaan diri pejabat Serikat Pekerja Nasional (SPN)
yang diskorsing atau dipecat sementara, dan untuk selanjutnya menetapkan keputusan
mengikat dalam bentuk rehabilitasi atau pemecatan selamanya kepada yang bersangkutan;
c. Menetapkan kepanitiaan dan rencana tata tertib Kongres paling lambat 6 (enam) bulan
sebelum Kongres dilaksanakan;
d. Mengamandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam hal adanya
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keberadaan organisasi pekerja
dan atau kebutuhan organisasi atas persetujuan 2/3 dari jumlah delegasi yang hadir dalam
Majenas dan selanjutnya dilaporkan serta dipertanggungjawabkan dalam Kongres;
e. Menetapkan adanya Kongres Luar Biasa.
3. Peserta Sidang Majelis Nasional terdiri dari :
a. DPP SPN;
b. DPD SPN;
c. Delegasi dari DPC SPN;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Nasional diatur dalam ART.
Pasal 22
Kongres Luar Biasa
1. Kongres Luar Biasa (KLB) SPN dapat diselenggarakan, apabila :
a. Adanya resolusi tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota seluruh
Indonesia untuk diajukan kepada sidang Majelis nasional;
b. Jumlah pengurus DPP SPN tinggal 5 (lima) orang.
2. Keputusan tentang pelaksanaan KLB ditetapkan dalam sidang Majelis Nasional.
3. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum KLB diadakan, DPP SPN harus mengumumkan di
mana dan kapan KLB diadakan.
4. Ketentuan mengenai Kongres Luar Biasa adalah sama dengan Kongres.
Pasal 23
Konferensi Daerah
1. Konferensi Daerah (KONFERDA) adalah badan permusyawaratan Serikat Pekerja Nasional
(SPN) di tingkat wilayah provinsi yang berwenang untuk :
a. Menilai laporan pertanggungjawaban DPD SPN di tingkat daerah;
b. Menetapkan skala prioritas pelaksanaan program kerja nasional sesuai dengan kondisi
objektif pada daerah yang bersangkutan;
c. Memilih dan menetapkan ketua dan pengurus DPD SPN.
2. KONFERDA diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
3. Tiga bulan sebelum SK kepengurusan berakhir, DPP SPN wajib memberitahukan tentang
masa berakhirnya kepengurusan DPD SPN.
4. Dalam hal DPD SPN tidak melakukan KONFERDA setelah masa bakti berakhir, maka DPP
SPN membentuk pelaksana tugas dengan mengambil alih fungsi dan wewenang DPD SPN.
5. Maksimal 90 (sembilan puluh) hari DPP SPN harus sudah membentuk dan menyerahkan
fungsi dan wewenangnya kembali kepada pengurus DPD SPN yang telah terbentuk.
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6. Ketentuan lebih lanjut tentang KONFERDA diatur dalam ART.
Pasal 24
Konferensi Daerah Luar Biasa
1. Konferda luar biasa (KONFERDALUB) SPN dapat diselenggarakan, apabila :
a. Adanya resolusi tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota di daerah
provinsi tersebut yang mempunyai reputasi baik dalam membayar iuran;
b. Jumlah pengurus DPD SPN tinggal 3 (tiga) orang.
2. Keputusan tentang pelaksanaan KONFERDALUB ditetapkan dalam RAKORDA.
3. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum KONFERDALUB diadakan, DPD sudah
mengumumkan di mana dan kapan KONFERDALUB akan diadakan.
4. Ketentuan mengenai KONFERDALUB adalah sama dengan KONFERDA.
Pasal 25
Konferensi Cabang
1. Konferensi Cabang (KONFERCAB) adalah badan permusyawaratan Serikat Pekerja
Nasional (SPN) di tingkat kabupaten/kota yang berwenang untuk :
a. Menilai laporan pertanggungjawaban DPC SPN;
b. Menetapkan skala prioritas program kerja sesuai dengan kondisi objektif cabang yang
bersangkutan;
c. Memilih ketua dan pengurus DPC SPN.
2. KONFERCAB dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
3. Tiga bulan sebelum SK kepengurusan berakhir, DPD SPN setempat wajib memberitahukan
tentang masa berakhirnya kepengurusan DPC SPN setempat.
4. Dalam hal DPC SPN tidak melakukan KONFERCAB setelah masa bakti berakhir, maka
DPD SPN membentuk pelaksana tugas dan mengambil alih fungsi dan wewenang DPC SPN
setempat.
5. Maksimal 90 (Sembilan puluh) hari DPD SPN harus membentuk dan menyerahkan fungsi
serta wewenangnya kembali kepada kepengurusan DPC SPN yang telah terbentuk.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai KONFERCAB, diatur dalam ART.
Pasal 26
Konferensi Cabang Luar Biasa
1. Konferensi Cabang Luar Biasa (KONFERCABLUB) dapat diselenggarakan apabila:
a. Adanya resolusi tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota di daerah
kabupaten/kota yang mempunyai reputasi baik dalam membayar iuran;
b. Jumlah pengurus DPC SPN tinggal 3 (tiga) orang.
2. Keputusan tentang pelaksanaan KONFERCABLUB ditetapkan dalan sidang RAKORCAB.
3. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum KONFERCABLUB diadakan, DPC sudah
mengumumkan di mana dan kapan KONFERCABLUB diadakan.
4. Ketentuan mengenai KONFERCABLUB sama dengan KONFERCAB.
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Pasal 27
Konferensi Anggota
1. Konferensi anggota (KONFERTA) adalah badan permusyawaratan pimpinan serikat pekerja
di tingkat perusahaan yang berwenang untuk :
a. Menilai laporan pertanggungjawaban PSP;
b. Membuat program kerja sesuai kondisi objektif di tingkat perusahaan;
c. Memilih ketua dan pengurus Serikat Pekerja di tingkat perusahaan/basis.
2. KONFERTA diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai KONFERTA diatur dalam ART.
Pasal 28
Konferensi Anggota Luar Biasa
1. Konferensi Anggota Luar Biasa (KONFERTALUB) dapat diselenggarakan apabila:
a. Adanya resolusi dari mayoritas anggota setempat yang disampaikan kepada Dewan
Pimpinan Cabang SPN setempat;
b. Jumlah kepengurusan PSP tinggal 2 (dua) orang.
2. Keputusan tentang pelaksanaan KONFERTALUB ditetapkan oleh DPC SPN setempat
dengan surat keputusan.
3. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum KONFERTALUB diadakan, pengurus PSP sudah
harus mengumumkan kepada anggotanya kapan dan di mana KONFERTALUB
dilaksanakan.
4. Ketentuan mengenai KONFERTALUB sama dengan KONFERTA.
BAB VII
BADAN EKSEKUTIF
Pasal 29
Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah badan eksekutif tertinggi organisasi dan
bertanggungjawab kepada Kongres.
2. Komposisi personalia DPP SPN terdiri dari :
a. Ketua umum;
b. Beberapa orang ketua;
c. Sekretaris umum;
d. Beberapa orang sekretaris.
3. Komposisi personalia DPP SPN wajib menyertakan perempuan minimal 30% dari jumlah
pengurus DPP.
4. Wewenang dan tugas DPP diatur dalam ART.
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Pasal 30
Dewan Pimpinan Daerah
1. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) adalah badan pelaksana Serikat Pekerja Nasional yang
berwenang mengatur kebijakan organisasi berdasarkan AD dan ART serta program kerja
nasional di wilayah provinsi.
2. Komposisi personalia DPD SPN terdiri dari :
a. Seorang ketua;
b. Beberapa orang wakil ketua;
c. Seorang sekretaris;
d. Beberapa orang wakil sekretaris.
3. Komposisi personalia DPD SPN wajib menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30%
dari jumlah pengurus DPD.
4. Wewenang dan tugas DPD diatur dalam ART.
Pasal 31
Dewan Pimpinan Cabang
1. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah badan pelaksana SPN yang berwenang mengatur
kebijakan organisasi berdasarkan AD dan ART serta program kerja nasional di daerah
kabupaten/kota.
2. Komposisi dan personalia DPC SPN terdiri dari:
a. Seorang ketua;
b. Beberapa orang wakil ketua;
c. Seorang sekretaris;
d. Beberapa orang wakil sekretaris.
3. Komposisi personalia DPC SPN wajib menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30%
dari jumlah pengurus DPC.
4. Wewenang dan tugas DPC diatur dalam ART.
Pasal 32
Pimpinan Serikat Pekerja
1. Pimpinan Serikat Pekerja (PSP/Basis) adalah serikat pekerja pada tingkat perusahaan/basis
yang merupakan afiliasi Serikat Pekerja Nasional (SPN), dalam menjalankan organisasinya
berdasarkan AD/ART.
2. Komposisi dan personalia Pimpinan Serikat Pekerja (PSP/Basis) terdiri dari :
a. Seorang ketua;
b. Beberapa orang wakil ketua;
c. Seorang sekretaris;
d. Beberapa orang wakil sekretaris.
3. Komposisi personalia PSP/Basis SPN wajib menyertakan keterwakilan perempuan minimal
30% dari jumlah pengurus PSP/Basis.
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4. Pimpinan SP dilengkapi dengan perwakilan anggota yang dikukuhkan dan dilantik oleh
Pimpinan SP setempat.
5. Wewenang dan tugas PSP diatur dalam ART.
Pasal 33
Perwakilan Anggota
1. Perwakilan anggota merupakan kelengkapan PSP yang berfungsi :
a. Sebagai penyampai aspirasi anggota kepada pengurus SP setempat;
b. Menangani keluh kesah anggota;
c. Ikut merumuskan dan menetapkan kebijakan PSP;
d. Meneruskan hasil-hasil keputusan rapat pengurus PSP.
2. Perwakilan anggota dipilih langsung secara demokratis oleh para anggota di tiap
bagian/seksi/devisi/departemen dalam perusahaan/basis tersebut.
3. Jumlah perwakilan anggota disesuaikan menurut kebutuhan.
BAB VIII
RANGKAP JABATAN
Pasal 34
1. Ketua/pengurus badan eksekutif pada tingkat PSP dapat merangkap jabatan hanya pada
tingkat DPC;
2. Ketua/pengurus badan eksekutif pada tingkat DPC dilarang merangkap jabatan pada tingkat
DPD dan DPP;
3. Ketua/pengurus badan eksekutif pada tingkat DPD SPN dilarang merangkap jabatan pada
tingkat DPP, DPC dan PSP;
4. Ketua/pengurus badan eksekutif pada tingkat DPP SPN dilarang merangkap jabatan pada
tingkat DPD, DPC dan PSP;
5. Setiap anggota atau pengurus SPN di semua tingkatan dilarang menjadi anggota/pengurus
pada serikat pekerja/serikat buruh lain dan afiliasinya.
BAB IX
RAPAT-RAPAT BADAN EKSEKUTIF
Pasal 35
Rapat Kerja Nasional
1. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) adalah rapat Serikat Pekerja Nasional di tingkat pusat
yang berwenang untuk :
a. Mengevaluasi kegiatan program kerja nasional selama 1 (satu) tahun;
b. Merencanakan dan menetapkan program kerja nasional 1 (satu) tahun ke depan;
c. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi 1 (satu) tahun ke depan;
2. RAKERNAS diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
3. Peserta RAKERNAS adalah para pengurus DPP, DPD dan DPC.
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4. RAKERNAS diselenggarakan dan dipimpin oleh DPP SPN.
Pasal 36
Rapat Koordinasi Nasional
1. Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) dihadiri oleh pengurus DPP SPN, dan para ketua
dan sekretaris DPD SPN seluruh Indonesia yang diberi mandat.
2. Pelaksanaan RAKORNAS disesuaikan dengan kebutuhan dan urgensi organisasi.
3. RAKORNAS diselenggarakan oleh DPP SPN.
Pasal 37
Rapat Kerja Daerah
1. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) adalah rapat permusyawaratan Serikat Pekerja Nasional di
tingkat provinsi yang berwenang untuk :
a. Mengevaluasi kegiatan program kerja wilayah selama 1 (satu) tahun;
b. Merencanakan dan menetapkan program kerja wilayah 1 (satu) tahun ke depan;
c. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja organisasi 1 (satu) tahun ke depan.
2. RAKERDA diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali sebelum RAKERNAS.
3. Peserta RAKERDA adalah pengurus DPD SPN dan DPC SPN.
4. RAKERDA menghadirkan DPP sebagai narasumber.
5. RAKERDA diselenggarakan dan dipimpin oleh DPD SPN.
Pasal 38
Rapat Koordinasi Daerah
1. Rapat Kerja Daerah (RAKORDA) dihadiri oleh pengurus DPD SPN, para ketua dan
sekretaris DPC SPN yang diberi mandat di daerah tersebut.
2. Pelaksanaan RAKORDA oleh DPD yang disesuaikan dengan kebutuhan dan urgensi
organisasi.
Pasal 39
Rapat Kerja Cabang
1. Rapat Keja Cabang (RAKERCAB) adalah rapat permusyawaratan Serikat Pekerja Nasional
di tingkat kabupaten/kota yang berwenang untuk :
a. Mengevaluasi kegiatan program kerja cabang selama 1 (satu) tahun;
b. Merencanakan dan menetapkan program kerja cabang 1 (satu) tahun ke depan;
c. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja organisasi 1 (satu) tahun ke depan.
2. RAKERCAB diadakan setiap 1 (satu ) tahun sekali sebelum RAKERDA.
3. Peserta RAKERCAB adalah pengurus DPC SPN dan PSP.
4. RAKERCAB menghadirkan DPD sebagai narasumber.
5. RAKERCAB disekenggarakan dan dipimpin oleh DPC SPN
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Pasal 40
Rapat Koordinasi Cabang
1. Rapat Koordinasi Cabang (RAKORCAB) dihadiri oleh pengurus DPC dan para ketua dan
sekretaris SP yang diberi mandat.
2. Pelaksana RAKORCAB oleh DPC SPN yang disesuaikan dengan kebutuhan dan urgensi
ogsnisasi
Pasal 41
Rapat Kerja Anggota
1. Rapat Kerja Anggota (RAKERTA) adalah rapat permusyawaratan  Serikat Pekerja Nasional
di tingkat perusahaan yang berwenang untuk :
a. Mengevaluasi kegiatan program kerja SP selama 1 (satu) tahun;
b. Merencanakan dan menetapkan program kerja SP selama 1 (satu) tahu ke depan;
c. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja organisasi 1(satu) tahun ke depan.
2. RAKERTA diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali sebelum dilaksanakan RAKERCAB.
3. Peserta RAKERTA adalah pimpinan SP dan perwakilan anggota.
4. RAKERTA menghadirkan DPC narasumber.
Pasal 42
Rapat Koordinasi Anggota
1. Rapat Koordinasi anggota (RAKORTA) dihadiri oleh pengurus PSP dan Pimpinan Anggota
(PA)
2. Pelaksanaan RAKORTA oleh PSP SPN yang disesuaikan dengan kebutuhan dan urgensi
organisasi.
BAB X
PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN SERIKAT PEKERJA
Pasal 43
Pembentukan Serikat Pekerja
1. Pembentukan serikat pekerja tingkat perusahaan/basis dilakukan oleh sedikitnya 10 (sepuluh)
orang pekerja pada satu perusahaan/basis.
2. Pembentukan serikat pekerja sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh DPC setempat
atau oleh DPD bilamana di daerah tersebut belum terbentuk atau tidak terdapat DPC SPN.
3. Pembentukan serikat pekerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan secara
demokratis.
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Pasal 44
Pembubaran Serikat Pekerja
1. Dalam hal suatu perusahaan tutup atau pailit, maka serikat pekerja tingkat perusahaan/basis
dapat dibubarkan setelah hak dan kewajiban anggota dinyatakan selesai.
2. Pernyataan pembubaran serikat pekerja dinyatakan dalam surat keputusan DPC, setelah
melakukan koordinasi dengan DPD.
3. Pembubaran serikat pekerja oleh DPC dan atau DPD dipertanggungjawabkan dalam
KONFERCAB dan atau KONFERDA.
BAB XI
PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN PERANGKAT SPN
Pasal 45
Pembentukan dan Pembubaran Dewan Pimpinan Cabang
1. Pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC SPN) :
a. DPC SPN dapat dibentuk jika memenuhi persyaratan terdapat paling sedikit 3 (tiga)
serikat pekerja di suatu kabupaten/kota;
b. Pembentukan DPC kabupaten/kota yang merupakan daerah otonom adalah wajib dan
dilakukan oleh DPD provinsi setempat;
c. Bilamana di daerah tersebut belum atau tidak terdapat DPD SPN maka pembentukannya
dilakukan oleh DPP SPN;
d. Pembentukan DPC sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c dilaksanakan secara
demokratis.
2. Pembubaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPN :
a. DPD atau DPP SPN dapat membubarkan DPC, jika dalam kabupaten/kota tidak lagi
mencapai 3 serikat pekerja;
b. Pelayanan kepada serikat pekerja beserta anggotanya dilaksanakan oleh DPD SPN atau
DPC setempat;
c. Pernyataan pembubaran DPC dinyatakan dalam surat keputusan DPD, setelah mendapat
rekomendasi DPP SPN;
d. Pembubaran DPC dipertanggungjawabkan oleh DPD dalam KONFERDA.
Pasal 46
Pembentukan dan Pembubaran Dewan pimpinan Daerah
1. Pembentukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) SPN :
a. DPD dapat dibentuk jika di suatu provinsi terdapat sedikit-dikitnya 3 (tiga) DPC SPN;
b. Pembentukan DPD sebagaimana dimaksud huruf (a) dilakukan oleh DPP SPN dan
dilaksanakan secara demokratis.
2. Pembubaran Dewan Pimpinan Daerah :
a. DPP dapat membubarkan DPD jika di suatu provinsi tidak lagi terdapat 3 (tiga) DPC SPN;
b. Pelayanan kepada DPC di mana DPD itu dibubarkan dilakukan oleh DPP SPN;
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c. Pernyataan pembubaran DPD SPN dinyatakan dalam surat keputusan DPP SPN dan
disampaikan kepada perangkat organisasi dan instansi terkait;
d. Pembubaran DPD oleh DPP dipertanggungjawabkan di dalam Kongres;
e. Dalam hal pelayanan terhadap DPC dan SP yang telah dibubarkan DPD-nya maka DPP
menugaskan personal sebagai perwakilan.
BAB XII
KETENTUAN MENJADI PENGURUS BADAN EKSEKUTIF
Pasal 47
Ketentuan menjadi Pengurus DPP
1. Ketua umum dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara secara langsung,
bebas dan rahasia oleh seluruh delegasi yang hadir dalam Kongres.
2. Kelengkapan komposisi personalia DPP disusun oleh ketua umum terpilih selaku ketua
formatur, dibantu oleh beberapa orang formatur yang dipilih dan ditetapkan di dalam
Kongres.
3. Ketua umum dan pengurus DPP ditetapkan dan dilantik di dalam Kongres.
4. Ketua umum yang tidak terpilih kembali menjadi ketua umum, dapat dipilih menjadi
pengurus lainnya.
5. Ketentuan mengenai tata cara pencalonan dan pemilihan ketua umum diatur lebih lanjut
dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 48
Ketentuan menjadi Pengurus DPD dan DPC
1. Ketua DPD/DPC SPN dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara secara
langsung, bebas dan rahasia oleh seluruh delegasi yang hadir dalam
KONFERDA/KONFERCAB.
2. Kelengkapan komposisi personalia DPD/DPC SPN disusun oleh ketua terpilih selaku ketua
formatur, dibantu oleh beberapa orang formatur yang dipilih dan ditetapkan di dalam
KONFERDA/KONFERCAB.
3. Ketua dan pengurus DPD/DPC ditetapkan dan dilantik di dalam
KONFERDA/KONFERCAB.
4. Ketua yang tidak terpilih kembali menjadi ketua, dapat dipilih menjadi pengurus lainnya.
5. Ketentuan mengenai tata cara pencalonan dan pemilihan ketua DPD/DPC SPN diatur lebih
lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 49
Ketentuan menjadi Pengurus Serikat Pekerja
1. Ketua dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara secara langsung, bebas,
dan rahasia oleh seluruh delegasi yang hadir dalam KONFERTA.
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2. Kelengkapan komposisi personalia pengurus serikat pekerja disusun ketua terpilih selaku
ketua formatur, dibantu oleh beberapa orang formatur yang dipilih dan ditetapkan dalam
KONFERTA.
3. Ketua dan pengurus SP ditetapkan dan dilantik di dalam KONFERTA oleh DPC SPN.
4. Ketua yang tidak terpilih kembali menjadi ketua, dapat dipilih menjadi pengurus lainnya.
5. Ketentuan mengenai tata cara pencalonan dan pemilihan ketua SP diatur lebih lanjut di dalam
Anggaran Rumah Tangga.
BAB XIII
AFILIASI DAN HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI LAIN
Pasal 50
1. Serikat Pekerja Nasional di tingkat pusat berhak membentuk, bergabung/mengundurkan diri
dalam suatu afiliasi baik nasional maupun internasional setelah minimal mendapat
persetujuan sidang Majelis Nasional yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan
kepada Kongres.
2. Serikat Pekerja Nasional dapat menjalin hubungan kerjasama dengan serikat pekerja dan atau
badan perburuhan nasional maupun internasional lainnya dalam rangka menggalang dan
meningkatkan solidaritas pekerja sedunia.
3. Serikat Pekerja Nasional dapat menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai organisasi
kemasyarakatan yang mempunyai kepedulian terhadap masalah perburuhan.
BAB XIV
PERSELISIHAN DAN PEMOGOKAN
Pasal 51
Penyelesaian Perselisihan
1. Apabila terjadi perselisihan ketenagakerjaan antara anggota dan perusahaan, maka anggota
yang bersangkutan harus memberitahukan kepada PSP.
2. Selama masa proses penyelesaian masalah, maka anggota dan PSP harus selalu melakukan
koordinasi dengan perangkat di atasnya.
3. Apabila terjadi perselisihan antar-serikat pekerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang No 21 Tahun 2000, maka penyelesaian dikoordinasikan dengan perangkat satu
tingkat di atasnya.
Pasal 52
Pemberitahuan dan Tindakan Pemogokan
1. Sebelum serikat pekerja melakukan pemogokan akibat perselisihan ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 51, maka PSP harus melapor dan berkoordinasi dengan
perangkat organisasi di atasnya.
2. Tindakan pemogokan yang dilakukan oleh PSP dan anggotanya harus dilaksanakan sesuai
dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku.
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3. Tindakan mogok di luar akibat perselisihan ketenagakerjaan ditetapkan organisasi melalui
rapat koordinasi.
BAB XV
KEUANGAN
Pasal 53
Sumber Keuangan
Sumber keuangan Serikat Pekerja Nasional didapat dari :
a. Uang pangkal anggota;
b. Iuran anggota;
c. Pembuatan KTA;
d. Kontribusi dari usaha koprasi;
e. Kontribusi anggota dari jabatan yang didukung oleh organisasi;
f. Usaha-usaha ekonomi;
g. Bantuan dari solidaritas serikat pekerja/serikat buruh internasional;
h. Bantuan-bantuan lain yang sah dan tidak mengikat;
i. Solidaritas dari pekerja/anggota;
j. Uang konsolidasi organisasi.
Pasal 54
Laporan Keuangan
Setiap perangkat Serikat Pekerja Nasional (PSP, DPC, DPD dan DPP) wajib menyampaikan
laporan rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran keuangan organisasi secara periodik minimal
setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada seluruh perangkat di bawah dan di atas sebagai berikut :
1. Pengurus SP melaporkan kepada anggota (melalui papan nama pengumuman selama 30 (tiga
puluh) hari, dan kepada DPC, DPD dan DPP SPN.
2. DPC melaporkan kepada anggota melalui pengurus SP, DPD dan DPP SPN.
3. DPD melaporkan kepada anggota melalui pengurus SP, DPC dan DPP SPN.
4. DPP melaporkan kepada anggota melalui pengurus SP, DPC dan DPD SPN.
Pasal 55
Kontrol dan Pemeriksaan Keuangan
Setiap anggota SPN berhak melakukan kontrol dan pemeriksaan keuangan organisasi setiap
waktu tanpa boleh dihalang-halangi oleh siapa pun, sepanjang dilakukan dengan cara yang tertib
dan tidak merusak serta menghilangkan data atau bukti-bukti keuangan.
100
BAB XVI
HARTA MILIK ORGANISASI
Pasal 56
Pengambilalihan Harta Milik Organisasi
1. Dalam hal keberadaan serikat pekerja, DPC dan DPD tercabut atau dibubarkan, maka segala
atribut dan hak milik organisasi diambil alih oleh perangkat satu tingkat di atasnya dan
selanjutnya dilaporkan kepada DPP SPN.
2. Penarikan, pemindahan atau pemakaian harta organisasi dengan cara yang tidak sesuai
prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1), maka merupakan pelanggaran terhadap AD/ART
dan dapat dikenakan sanksi organisasi dalam bentuk penonaktifan sebagai pengurus.
3. Kepada perangkat yang lebih atas dapat menunjuk pejabat sementara, untuk mengganti
kekosongan jabatan tersebut.
BAB XVII
SANKSI ORGANISASI DAN PEMBELAAN DIRI
Pasal 57
Tindakan Indisipliner
1. Setiap anggota dan pejabat organisasi dapat dikenakan sanksi organisasi karena terbukti :
a. Melanggar suatu ketentuan dalam AD/ART atau peraturan organisasi;
b. Pejabat tidak pernah aktif sama sekali selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
c. Tidak mentaati perintah atau keputusan organisasi;
d. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi;
e. Menyalahgunakan, atau menahan harta benda milik anggota atau SPN untuk kepentingan
pribadi;
f.Merangkap keanggotaan, jabatan atau kedudukan dalam organisasi pekerja selain SPN;
g. Menyalahgunakan hak milik dan atau uang organisasi untuk kepentingan pribadi.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 58
Pembelaan Diri
1. Pembelaan diri suatu upaya hukum diberikan kepada anggota seluas-luasnya menurut
prosedur hukum dan mekanisme organisasi.
2. Sanksi organisasi dan pembelaan diri diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
101
ANGGARAN RUMAH TANGGA
BAB XVIII
ATRIBUT ORGANISASI
Pasal 59
Makna Lambang, Bendera dan Logo
Arti dan makna pada lambang, bendera dan logo adalah sebagai berikut :
1. Warna biru muda pada bendera/panji/pataka adalah melambangkan keadilan.
2. Warna putih pada tulisan logo adalah melambangkan profesionalisme.
3. Warna hitam pada tulisan Serikat Pekerja Nasional adalah melambangkan ketegasan.
Pasal 60
Sumpah/Janji Pimpinan SPN
“Demi Allah saya bersumpah” (bagi yang beragama Islam).
“Demi Tuhan saya berjanji” (bagi yang beragama lain).
Akan memenuhi kewajiban saya sebagai Pimpinan Serikat Pekerja Nasional dengan penuh rasa
tanggungjawab dan setia serta bersungguh-sungguh menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga beserta peraturannya.
Berbakti pada organisasi Serikat Pekerja Nasional dan saya akan berusaha mempromosikan
kepentingan anggota, pekerja/buruh dan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai cita-cita
Proklamasi Republik Indonesia.
“Demikian saya bersumpah” (bagi yang beragama Islam).
“Demikian saya berjanji” (bagi yang beragama lain).
BAB XIX
KETENTUAN MENGENAI KEANGGOTAAN
Pasal 61
Permohonan Menjadi Anggota
1. Untuk menjadi anggota SPN, seorang pekerja mengajukan permohonan dan membuat
pernyataan kepada serikat pekerja/PSP tingkat perusahaan setempat.
2. Dalam hal di suatu perusahaan belum terbentuk serikat pekerja, permohonan diajukan kepada
DPC SPN kabupaten/kota setempat.
3. Dalam hal di suatu wilayah belum/tidak terdapat DPC, permohonan diajukan kepada DPC
terdekat atau kepada DPD SPN provinsi setempat.
4. Semua permohonan harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan dan pernyataan
yang disediakan oleh serikat pekerja/PSP atau DPC/DPD SPN.
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Pasal 62
Tanggal Berlaku dan Berakhir Keanggotaan
1. Seorang pekerja dinyatakan sebagai anggota SPN pada tanggal permohonan keanggotaannya
disetujui oleh Serikat Pekerja Nasional  setempat atau DPC SPN.
2. Keanggotaannya dinyatakan berakhir apabila : anggota mengundurkan diri sendiri, meninggal
dunia dan diberhentikan oleh organisasi berdasarkan AD/ART atau peraturan organisasi.
Pasal 63
Mengundurkan Diri dari Keanggotaan
1. Setiap anggota dapat mengajukan permintaan untuk mengundurkan diri kepada serikat
pekerja/PSP atau kepada DPC SPN setempat.
2. Tanda bukti pengunduran diri dapat diterbitkan oleh serikat pekerja/PSP atau DPC SPN
setelah anggota menyerahkan kartu keanggotaannya.
3. Bagi anggota yang telah menerima tanda bukti pengunduran diri, tidak lagi mempunyai hak-
hak keanggotaan.
4. Anggota yang mengundurkan diri, jika memenuhi syarat, dapat mengajukan permintaan
untuk diterima kembali sesuai keputusan organisasi.
5. Anggota yang mengajukan permintaan untuk diterima kembali akan dianggap sebagai
permohonan anggota baru.
6. Anggota yang telah keluar dari pekerjaannya.
Pasal 64
Ketentuan Khusus Mengenai Keanggotaan
1. Setiap pekerja tidak dapat diterima menjadi anggota SPN apabila ia berstatus sebagai pemberi
kerja atau dalam tugasnya bertindak atas nama pemberi kerja yang mempunyai wewenang
untuk mempekerjakan dan memberhentikan pekerja.
2. Jika anggota dimaksudkan pada ayat (1) di atas meninggalkan kegiatannya itu dan ingin
bergabung kembali di SPN, ia akan dianggap sebagai pemohon baru.
3. Setiap anggota yang tidak bekerja lagi di suatu perusahaan tetapi ia masih aktif sebagai
pengurus SPN, maka ia tetap diakui sebagai anggota SPN.
4. Setiap anggota dapat dikenakan sanksi apabila ia menunggak membayar iuran bulanan lebih
dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.
5. Setiap anggota secara otomatis dikeluarkan dari keanggotaan SPN apabila ia menunggak
membayar iuran lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.
6. Setiap anggota yang secara otomatis dikeluarkan karena tidak membayar iuran, tetap dapat
diterima kembali bila disetujui oleh rapat PSP setempat atau DPC SPN, dengan persyaratan
harus melunasi semua uang iuran dan tagihan lain yang terutang pada waktu ia dikeluarkan.
7. Setiap anggota SPN yang telah diskorsing atau dikeluarkan dari keanggotaan setelah
diperiksa oleh SPN, atau setelah mengundurkan diri dari keanggotaan menjadi seorang
pemberi kerja, atau ia melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip serikat
pekerja, tidak akan diterima kembali sebagai anggota.
103
Pasal 64a
Status Keanggotaan dalam Tugas Negara
1. Setiap anggota SPN yang oleh karena fasilitas organisasi menjalankan tugas negara maka
status keanggotaannya tetap diakui dan yang bersangkutan wajib melaksanakan kewajibannya
kepada organisasi.
2. Setiap anggota SPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) wajib memberikan kontribusi
kepada organisasi yang ketentuannya diatur dalam peraturan organisasi.
Pasal 65
Kartu Tanda Anggota
Kartu Tanda Anggota (KTA) SPN diberikan kepada setiap anggota dan pengurus dengan
ketentuan sebagai berikut :
1. KTA SPN, adalah sebagai tanda pengenal dan tanda adanya hak dan kewajiban anggota;
2. Pencetakan, permohonan dan penditribusian KTA SPN diatur lebih lanjut dalam peraturan
organisasi;
3. Masa berlaku KTA ditetapkan selama 5 (lima) tahun dari sejak KTA tersebut diterbitkan;
4. KTA SPN dinyatakan tidak berlaku lagi, dalam hal :
a. Anggota meninggal dunia;
b. Anggota mengundurkan diri;
c. Atau diberhentikan dari keanggotaan.
5. KTA SPN yang dikeluarkan oleh DPC atau DPD harus diusahakan agar dapat memberikan
keuntungan ganda bagi para anggota, seperti: kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan,
jaminan asuransi, potongan harga dan lain-lain.
Pasal 65 a
Kartu Tanda Pengurus
1. Setiap anggota SPN baik yang dipilih atau diangkat menjadi pengurus berhak mendapatkan
Kartu Tanda Pengurus;
2. Kartu Tanda Pengurus dikeluarkan oleh perangkat yang mengeluarkan surat keputusan atas
jabatan organisasi tersebut;
3. Masa berlaku kartu tanda pengurus selama periode kepengurusan.
BAB XX
KETENTUAN MENGENAI KONGRES
Pasal 66
Jumlah dan Persyaratan Delegasi Kongres
1. Kongres dihadiri oleh para delegasi dari unsur serikat pekerja/PSP, DPC, DPD dan DPP SPN
dengan ketentuan sebagai berikut :
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a. Jumlah delegasi dari setiap serikat pekerja/PSP ditetapkan berdasarkan jumlah anggota
pembayar iuran sesuai ketentuan pasal 18 ayat 2 (dua) Anggaran Dasar yaitu :
1) Sampai dengan 3000, berhak diwakili oleh 2 (dua) orang delegasi;
2) Setiap kelipatan sampai dengan 3000, berhak mendapat tambahan 1(satu) orang
delegasi;
b. Jumlah delegasi dari setiap DPC dan/atau DPD yang tidak mempunyai perangkat DPC
ditetapkan berdasarkan jumlah serikat pekerja/PSP yang taat mendistribusikan iuran
anggota ke seluruh perangkat yaitu:
1) Sampai dengan 10 (sepuluh) serikat pekerja/PSP, berhak diwakili oleh 3 (tiga) orang
delegasi;
2) Setiap kelipatan sampai dengan 10 (sepuluh) serikat pekerja/PSP berhak mendapatkan
tambahan 1 (satu) orang delegasi.
c. Jumlah delegasi dari setiap DPD ditetapkan berdasarkan jumlah DPC, yaitu :
1) Sampai dengan 10 (sepuluh) DPC, berhak diwakili oleh 3 (tiga) orang delegasi;
2) Setiap kelipatan sampai dengan 10 DPC, berhak mendapat tambahan 1 orang delegasi.
d. Ketua umum dan pengurus DPP lainnya adalah delegasi yang berhak dan wajib hadir
sebagai delegasi karena jabatannya.
2. Setiap orang berhak menjadi delegasi dalam Kongres, jika memenuhi persyaratan sebagai
berikut :
a. Memiliki reputasi baik sebagai anggota atau pengurus di perangkat yang diwakilinya;
b. Ditentukan berdasarkan keputusan rapat yang diadakan khusus untuk itu di perangkat
organisasi masing-masing, yang kemudian mendapat surat tugas/mandat dari perangkat
organisasi setempat;
c. Perangkat organisasi yang mengirim delegasi dalam Kongres, harus sudah membayar
iuran dan seluruh kewajiban kepada seluruh perangkat organisasi 1 (satu) bulan sebelum
Kongres dilaksanakan.
3. Setiap perangkat (PSP/Basis, DPC dan DPD) yang dapat mengirimkan delegasi lebih dari 1
(satu) orang wajib mengirimkan delegasi perempuan minimal 30 %.
4. Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Kongres dilaksanakan setiap perangkat
organisasi harus mengirim kepada panitia Kongres daftar lengkap seluruh delegasi.
5. Surat mandat delegasi dari setiap perangkat harus sudah diterima panitia Kongres paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum Kongres.
6. Sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum Kongres dilaksanakan, DPP
mengeluarkan surat pemberitahuan kepada setiap perangkat organisasi untuk memilih
delegasi ke Kongres.
Pasal 67
Resolusi dalam Kongres
1. Resolusi tidak akan dipertimbangkan dalam Kongres kecuali telah diajukan sebelumnya
kepada ketua umum paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pembukaan Kongres.
2. Resolusi yang diajukan kemudian akan dipertimbangkan dengan persetujuan dua per tiga dari
semua delegasi yang hadir dalam Kongres.
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3. Resolusi dapat disetujui dan diputuskan berdasarkan pemungutan suara dari sedikitnya 2/3
(dua per tiga) delegasi yang hadir dalam Kongres untuk hal-hal sebagai berikut :
a. Penambahan atau penghapusan peraturan;
b. Penggabungan dan atau pemecahan dari dan atau ke organisasi lebih tinggi;
c. Khusus penggabungan atau pembubaran SPN, diputuskan melalui pemungutan suara,
dengan paling sedikit oleh ¾ (tiga perempat) delegasi yang hadir pada Kongres;
d. Masuk atau menarik dari keanggotaan afiliasi;
e. Pembubaran suatu perangkat daerah dan/atau cabang;
f. Pemogokan nasional;
g. Pendakwaan terhadap seorang atau beberapa orang pejabat organisasi.
BAB XXI
KEPANITIAAN KONGRES, KONFERDA, KONFERCAB DAN KONFERTA
Pasal 68
Kepanitiaan Kongres, KONFERDA, KONFERCAB dan KONFERTA
1. Panitia Kongres ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Kongres melalui
RAKORNAS.
2. Panitia KONFERDA dan KONFERCAB ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan melalui
RAKORDA/RAKORCAB.
3. Panitia KONFERTA ditetapkan paling lambat 2(dua) bulan melalui rapat pengurus PSP
dengan perwakilan anggota.
4. Komposisi panitia tersebut pada butir  1, 2 dan 3 sekurang-kurangnya terdiri dari:
a. Seorang ketua;
b. Beberapa orang wakil ketua;
c. Seorang sekertaris;
d. Seorang bendahara.
5. Persyaratan untuk menjadi seorang panitia adalah mereka yang secara tertulis menyatakan
ketidaksediaannya mencalonkan diri menjadi ketua umum/ketua.
6. Tugas dan wewenang panitia adalah:
a. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Kongres;
b. Mempersiapkan materi sidang dan rapat–rapat serta rantap-rantap
Kongres/KONFERDA/KONFERCAB/KONFERTA sesuai dengan kebutuhan untuk itu.
7. Dalam melaksanakan tugasnya, kepanitiaan terdiri dari :
a. Panitia pelaksana (Organising Committee);
b. Panitia perumus (Stering Committee).
8. Panitia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), masing-masing dilengkapi dengan seksi
panitia sesuai dengan kebutuhan yang tugasnya diatur melalui keputusan rapat panitia.
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BAB XXII
KETENTUAN MENJADI DELEGASI MAJELIS NASIONAL
Pasal 69
Sidang Majelis Nasional
1. Sidang Majelis Nasional dihadiri oleh delegasi dari DPC kabupaten/kota yang ditetapkan
berdasarkan pada jumlah anggota pembayaran iuran sesuai ketentuan pada pasal 18 ayat 2
(dua) Anggaran Dasar dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Sampai dengan 10.000 orang berhak mendapat 1 delegasi;
b. Setiap kelipatan sampai dengan 10.000 anggota berhak mendapat tambahan 1 (satu) orang
delegasi;
2. Delegasi dari unsur DPD SPN : 2 (dua) orang.
3. Delegasi dari unsur DPC SPN : 1 (satu) orang.
4. Penetapan delegasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 (a), (b) tersebut di atas dilakukan
melalui RAKORCAB setempat.
BAB XXIII
KETENTUAN MENGENAI KONFERDA, KONFERCAB DAN KONFERTA
Pasal 70
Jumlah dan Persyaratan Delegasi Konferensi Daerah
1. Konferensi Daerah (KONFERDA) dihadiri oleh para delegasi dari unsur serikat pekerja
tingkat Perusahaan/PSP/Basis, DPC dan DPD SPN dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Jumlah delegasi dari setiap serikat pekerja (PSP/Basis) ditetapkan berdasarkan jumlah
anggota pembayar iuran sesuai ketentuan pasal 18 ayat 2 (dua) Anggaran Dasar yaitu :
1) Sampai dengan 2.000, berhak diwakili oleh 2 (dua) orang delegasi;
2) Setiap kelipatan sampai dengan 2.000 orang anggota berhak mendapat tambahan 1
(satu) orang delegasi.
b. Jumlah delegasi dari setiap DPC ditetapkan berdasarkan jumlah serikat pekerja yang taat
mendistribusikan iuran anggota ke seluruh perangkat, yaitu :
1) Sampai dengan 5 (lima) serikat pekerja (PSP/Basis), berhak diwakili oleh 3 (tiga) orang
delegasi;
2) Setiap kelipatan sampai dengan 5 (lima) serikat pekerja (PSP/Basis) berhak mendapat
tambahan 1 (satu) orang delegasi
3) Setiap perangkat (PSP/Basis, DPC dan DPD) yang dapat mengirimkan delegasi lebih
dari 1 orang wajib mengirimkan delegasi perempuan minimal 30%.
2. Ketua dan pengurus DPD SPN adalah delegasi yang berhak dan wajib hadir karena
jabatannya.
3. DPP SPN berhak hadir dalam KONFERDA sebagai pengawas dan narasumber.
4. Setiap orang berhak menjadi delegasi dalam KONFERDA, jika memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. Memiliki reputasi baik sebagai anggota atau pengurus di perangkat yang diwakilinya;
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b. Ditetapkan dalam rapat khusus yang diadakan untuk itu oleh masing-masing perangkat
sebelum pelaksanaan KONFERDA dengan mendapat surat tugas/mandat dari perangkat
setempat;
c. Perangkat organisasi yang mengirim delegasi dalam KONFERDA harus sudah membayar
iuran dan seluruh kewajibannya kepada DPD SPN 1(satu) bulan sebelum KONFERDA
dilaksanakan.
5. Sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum KONFERDA dilaksanakan, DPD
mengeluarkan surat pemberitahuan kepada DPC dan serikat pekerja (PSP/Basis) untuk
mengirim delegasinya ke KONFERDA.
Pasal 71
Jumlah dan Persyaratan Delegasi Konferensi Cabang
Konferensi Cabang (KONFERCAB) dihadiri oleh para delegasi dari unsur Serikat Pekerja/Basis
dan DPC SPN dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Jumlah delegasi Serikat Pekerja/Basis ditetapkan berdasarkan jumlah anggota pembayar iuran
sesuai ketentuan pasal 18 ayat 2 (dua) Anggaran Dasar*) yaitu :
a. Sampai dengan 500 anggota, berhak diwakili oleh 2(dua) orang delegasi;
b. Setiap kelipatan sampai dengan 500 anggota berhak mendapat tambahan 1 (satu) orang
delegasi;
c. Ketua dan pengurus DPC adalah delegasi yang berhak dan wajib hadir karena jabatannya;
d. Setiap perangkat (PSP/Basis dan DPC) yang mengirim delegasi lebih dari 1 orang wajib
mengirimkan delegasi perempuan minimal 30%;
e. DPD berhak hadir dalam KONFERCAB sebagai pengawas dan narasumber.
2. Setiap orang berhak menjadi delegasi dalam KONFERCAB jika memenuhi persyaratan
seagai berikut:
a. Memiliki reputasi baik sebagai anggota atau pengurus di perangkat yang diwakilinya;
b. Ditetapkan dalam suatu rapat khusus yang diadakan untuk itu oleh masing-masing
perangkat sebelum pelaksanaan KONFERCAB, dengan mendapat surat tugas/mandat dari
perangkat setempat;
c. Perangkat organisasi yang mengirim delegasi dalam KONFERCAB harus sudah
membayar iuran dan seluruh kewajibannya kepada DPC SPN, 1 (satu) bulan sebelum
KONFERCAB dilaksanakan.
3. Sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum KONFERCAB dilaksanakan DPC
mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Serikat Pekerja (PSP/Basis) untuk memilih
delegasinya ke KONFERCAB.
Pasal 72
Jumlah dan Persyaratan Delegasi Konferensi Anggota
1. Konferensi Anggota (KONFERTA) dihadiri oleh :
a. Seluruh anggota;
b. Jika tidak memungkinkan dapat ditetapkan berdasarkan sistem perwakilan anggota
sebagai delegasi dengan ketentuan sekurang-kurangnya  5% - 10% dari jumlah anggota;
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c. Para Perwakilan Anggota (PA);
d. Perwakilan Anggota sebagaimana dimaksud pada poin (c) mewakili perempuan, minimal
30%;
e. Ketua dan pengurus Serikat Pekerja (PSP/Basis) adalah delegasi yang berhak dan wajib
hadir karena jabatannya;
f. DPC berhak hadir dalam KONFERTA sebagai pengawas dan narasumber.
2. Setiap anggota berhak menjadi delegasi dalam KONFERTA jika memenuhi persyaratan
sebagai berikut :
a. Memiliki reputasi baik sebagai anggota di serikat pekerja setempat;
b. Dipilih dengan surat pemilihan secara rahasia atau mendapat dukungan mayoritas secara
tertulis dari para anggota pada setiap bagian/unit kerja/departemen masing-masing
sebelum pelaksanaan KONFERTA;
c. Anggota yang menjadi delegasi dalam KONFERTA harus sudah membayar iuran dan
seluruh kewajiban kepada Serikat Pekrja (PSP/Basis) 1 (satu) bulan sebelum
KONFERTA.
3. Sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum KONFERTA dilaksanakan, Serikat
Pekerja/Basis sudah harus mengumumkan secara tertulis kepada anggota untuk memilih
delegasi dari setiap bagian/unit kerja/departemen yang bersangkutan.
BAB XXIV
HAK DELEGASI, PENINJAU, QUORUM, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 73
Hak Delegasi
Setiap delegasi yang hadir dalam Kongres, KONFERDA, KONFERCAB dan KONFERTA
berhak :
1. Memberikan suara;
2. Berbicara mengeluarkan pendapat, menyampaikan usul dan menyokong usul perubahan,
perbaikan dan atau penyempurnaan terhadap rancangan-rancangan ketetapan;
3. Mencalonkan, dicalonkan, memilih dan dipilih sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
dalam AD/ART.
Pasal 74
Hak Peninjau
1. Dalam setiap forum resmi organisasi dimungkinkan hadirnya peninjau yang ditugaskan oleh
perangkat organisasi dengan surat tugas organisasi.
2. Hak peninjau diatur sebagai berikut :
a. Peninjau berhak menghadiri sidang-sidang Kongres, KONFERDA, KONFERCAB,
KONFERTA;
b. Peninjau tudak mempunyai hak suara;
c. Peninjau tidak mempunyai hak memilih.
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Pasal 75
Quorum
Kongres, KONFERDA, KONFERCAB dan KONFERTA dinyatakan sah :
1. Apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) delegasi yang berhak hadir;
2. Bilamana ternyata Quorum sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut tidak tercapai maka
Kongres, KONFERDA, KONFERCAB, KONFERTA dapat berlangsung terus dan sah jika
disetujui oleh seluruh delegasi yang hadir.
Pasal 76
TATA CARA PEMILIHAN BADAN EKSEKUTIF
Pasal 77
Persyaratan Umum
1. Setiap anggota atau pengurus SPN berhak menjadi pengurus badan eksekutif pada tingkat
DPP, DPD, DPC, dan PSP SPN dengan syarat :
a. Warga neraga Republik Indonesia;
b. Tingkat PSP/Basis harus sudah terdaftar menjadi anggota minimal selama 6 (enam) bulan
dan terbukti membayar iuran secara rutin kepada semua perangkat;
c. Tingkat DPP harus sudah menjadi anggota dan pernah menjadi pengurus SPN ;
d. Tingkat DPD harus sudah menjadi anggota dan pernah menjadi pengurus SPN di wilayah
provinsi setempat;
e. Tingkat DPC harus sudah menjadi anggota dan pengurus SPN di wilayah kabupaten/kota
setempat;
f. Memahami peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
g. Memiliki wawasan dan komitmen terhadap perjuangan pekerja;
h. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi terhadap organisasi;
i. Tidak menjadi anggota atau pengurus pada salah satu serikat pekerja atau serikat buruh
lain.
2. Setiap anggota dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi pengurus badan
eksekutif atau memangku jabatan yang sifatnya dipilih dan atau ditunjuk karena :
a. Terbukti bersalah karena pernah bekerja sebagai pengganti pekerja yang sedang mogok
karena perintah organisasi;
b. Pernah dikeluarkan atau diskors berdasarkan keputusan organisasi kecuali bilamana hak-
hak keanggotaannya telah direhabilitasi;
c. Terbukti melanggar AD/ART
3. Setiap pengurus pada tingkat DPP, DPD, DPC dan PDP/Basis yang tidak memenuhi syarat
sebagaimana ditetapkan pada pasal ini maka secara otomatis hak dan kewajibannya sebagai
pengurus dinyatakan gugur.
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Pasal 78
Tata Cara Pengajuan Pencalonan Ketua Umum DPP
Setiap PSP berhak mencalonkan satu atau beberapa nama sebagai Ketua Umum  DPP SPN
dalam Kongres dengan syarat:
a. Memenuhi persyaratan umum sebagaimana diatur dalam pasal 77 ART;
b. Setiap daerah berhak mengajukan Bakal Calon Ketua Umum (BCKU) yang dipilih melalui
Rapat Koordinasi Daerah Khusus (RAKORDASUS);
c. Daftar nama pencalonan Ketua Umum DPP SPN harus sudah diajukan 30 (tiga puluh) hari
sebelum berlangsungnya Kongres kepada panitia, yang selanjutnya bila memenuhi syarat
untuk disahkan dalam Kongres menjadi calon ketua umum;
d. Bersedia mengisi formulir biodata dan menandatangani pernyataan tertulis yang telah
disediakan oleh panitia pencalonan, mengenai kesanggupan menjadi calon ketua umum dan
memenuhi, melaksanakan AD dan ART serta bersedia bekerja penuh waktu;
e. Menyerahkan pas foto ukuran post card sebanyak 3 (tiga) lembar.
Pasal 79
Tata cara Pemilihan Ketua Umum dan Pengurus DPP
1. Setiap delegasi berhak memberikan dukungan hanya kepada satu orang calon ketua umum.
2. Para calon ketua umum yang telah dinyatakan sah oleh pimpinan Kongres, diumumkan
melalui lembar pengumuman sampai dengan berlangsungnya pemungutan suara.
3. Pemungutan suara tetap dilaksanakan walaupun hanya terdapat satu orang calon ketua umum.
4. Jika dalam penghitungan suara calon tunggal ketua umum memperoleh suara kurang dari
setengah jumlah suara yang masuk, maka pemilihan dinyatakan batal dan harus diadakan
pencalonan dan pemilihan ulang dalam jangka waktu 3 (tiga) jam dari pemilihan terdahulu.
5. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dihadapan seluruh delegasi dalam Kongres.
6. Ketua Umum terpilih bertindak sebagai ketua formatur.
7. Setiap calon ketua umum yang tidak terpilih menjadi ketua umum tidak menggugurkan
haknya untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai pengurus selain ketua umum.
8. Pengurus selain ketua umum ditetapkan melalui rapat formatur.
9. Pemenuhan kuota 30% bagi perwakilan perempuan, jika tidak terpenuhi maka jabatannya
dikosongkan.
Pasal 80
Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Pengurus DPD dan DPC
1. Setiap PSP berhak mencalonkan satu atau beberapa nama sebagai calon ketua DPD atau DPC
SPN dengan syarat :
a. Memenuhi persyaratan umum sebagaimana diatur dalam pasal 77;
b. Setiap daerah kabupaten/kota berhak mencalonkan bakal calon ketua (BCK) DPD yang
dipilih melalui Rapat Koordinasi Cabang Khusus (RAKORCABSUS);
c. Setiap PSP/Basis berhak mencalonkan Bakal Calon ketua (BCK) DPC yang dipilih melaui
Rapat Koordinasi Anggota Khusus (RAKORTASUS);
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d. Daftar nama pencalonan ketua DPD/DPC harus sudah diserahkan kepada panitia paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum KONFERDA/KONFERCAB dilaksanakan, yang
selanjutnya untuk disahkan dalam KONFERDA/KONFERCAB;
e. Bersedia mengisi formulir biodata dan menandatangani pernyataan tertulis yang telah
disediakan panitia pencalonan, mengenai kesanggupan menjadi calon ketua dan
memenuhi melaksanakan AD dan ART serta bersedia aktif penuh waktu;
f. Menyerahkan pas foto ukuran pos card sebanyak 3 lembar.
2. Setiap delegasi berhak memberikan dukungan hanya pada satu orang calon ketua.
3. Para calon ketua yang telah dinyatakan sah oleh pimpinan KONFERDA, KONFERCAB
diumumkan melalui lembar pengumuman sampai dengan berlangsungnya pemungutan suara.
4. Pemungutan suara tetap akan dilaksanakan walaupun hanya terdapat 1 (satu) orang calon
ketua.
5. Jika dalam penghitungan suara calon ketua tunggal memperoleh suara kurang dari setengah
dari jumlah suara yang masuk, maka pemilihan dinyatakan batal dan harus dilaksanakan
pencalonan dan pemilihan ulang dalam waktu selang 3(tiga) jam dari pemilihan terdahulu.
6. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dihadapan seluruh delegasi dalam
KONFERDA/KONFERCAB.
7. Ketua terpilih bertindak sebagai ketua formatur.
8. Setiap calon ketua yang tidak terpilih menjadi ketua tidak menggugurkan haknya untuk
mencalonkan atau dicalonkan sebagai pengurus lain selain ketua.
9. Pengurus selain ketua ditetapkan melalui rapat formatur.
10. Pemenuhan kuota 30% perwakilan perempuan, jika tidak terpenuhi maka jabatannya
dikosongkan.
Pasal 81
Tata Cara Pemilihan Pimpinan Serikat Pekerja /PSP/Basis
1. Setiap anggota SP berhak mencalonkan dan dicalonkan sebagai ketua atau pengurus
PSP/Basis dengan syarat:
a. Memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pasal 77 ART;
b. Untuk calon ketua, harus terlebih dahulu mendapat dukungan tertulis paling sedikit 10%
(sepuluh persen) dari jumlah anggota yang terdaftar di SP/Basis dengan cara dicalonkan
langsung oleh masing-masing anggota melalui surat suara, melalui formulir yang
disediakan oleh panitia;
c. Bersedia mengisi formulir biodata dan menandatangani pernyataan tertulis yang telah
diadakan oleh panitia pencalonan mengenai kesanggupan memenuhi dan melaksanakan
AD/ART;
d. Menyerahkan pas foto ukuran pos card sebanyak 3(tiga) lembar.
2. Setiap delegasi berhak memberikan dukungan hanya kepada satu orang calon ketua;
3. Para calon ketua yang telah dinyatakan sah oleh pimpinan KONFERTA, diumumkan melalui
lembar pengumuman sampai dengan berlangsungnya pemungutan suara.
4. Pemungutan suara tetap dilaksanakan walaupun hanya terdapat 1 (satu) orang calon ketua.
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5. Jika dalam penghitungan suara calon tunggal memperoleh suara kurang dari separuh dari
suara yang masuk maka pemilihan dinyatakan batal dan harus diadakan pencalonan dan
pemilihan ulang dalam selang waktu 3 (tiga) jam dari pemilihan sebelumnya.
6. Penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka dihadapan seluruh delegasi KONFERTA
dengan disaksikan DPC SPN.
7. Ketua terpilih bertindak sebagai ketua formatur.
8. Seorang calon ketua yang tidak terpilih menjadi ketua tidak menggugurkan haknya untuk
mencalonkan atau dicalonkan sebagai pejabat selain ketua.
9. Pengurus serikat pekerja selain ketua ditentukan melalui rapat formatur dalam KONFERTA.
10.Pemenuhan kuota 30% bagi perwakilan perempuan, jika tidak terpenuhi maka jabatannya
dikosongkan.
BAB XXVII
ATURAN MENGENAI JABATAN DAN HAK PIMPINAN
Pasal 82
Pengisian Lowongan Jabatan
1. Dalam hal ketua umum DPP SPN berhalangan tetap seperti : mangkat, berhenti atau tidak
dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka ia diganti oleh salah satu dari
para ketua sampai habis masa waktunya.
2. Dalam hal ketua PSP, DPC/DPD SPN berhalangan tetap seperti : mangkat, berhenti atau
tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya maka ia diganti oleh salah satu
dari wakil  ketua PSP, DPC/DPD  sampai habis masa waktunya.
3. Penggatian antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam Rapat Koordinasi
Nasional (RAKORNAS).
4. Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam rapat PSP dan
Perwakilan Anggota, Rapat Koordinasi Cabang (Rakorcab), Rapat Koordinasi Daerah
(Rakorda).
5. Dalam hal salah satu pengurus selain ketua umum/ketua berhalangan tetap seperti : mangkat,
berhenti atau tidak dapat menjalankan kewajiban dalam masa jabatannya jika dipandang perlu
dapat dilakukan pergantian yang ditetapkan melalui rapat pengurus di perangkat organisasi
masing-masing.
Pasal 84
Hak dan Jaminan bagi Pimpinan organisasi
Pengurus SPN di segala tingkatan mempunyai hak dan jaminan sebagai berikut :
1. Dalam melaksanakan tugas, setiap pengurus SPN berhak memperoleh jaminan perlindungan
dan pembelaan dari organisasi.
2. Bagi para pengurus SPN yang terkena tindakan PHK sepihak maka selama kasusnya belum
terselesaikan, biaya kehidupan sehari-harinya menjadi tanggungan organisasi.
3. Setiap pengurus SPN berhak menerima honorium secara rutin, yang besarnya ditetapkan oleh
rapat pengurus perangkat organisasi masing-masing.
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4. Dalam menjalankan tugasnya dan untuk memberikan jaminan kehidupan purna karya setiap
pengurus SPN berhak menerima jaminan asuransi dari masing-masing perangkat.
5. Semua biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan tugasnya ditanggung oleh perangkat
organisasi yang menugaskannya.
6. Semua perangkat SPN di semua tingkatan mendapatkan penghargaan purna bakti setelah
selesai masa baktinya.
BAB XXVII
WEWENANG DAN TUGAS BADAN EKSEKUTIF
Pasal 85
Wewenang dan Tugas DPP
1. Menjalankan program-program kerja secara nasional;
a. Melakukan analisis dan komunikasi atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan
dan atau ada  hubungannya dengan ketenagakerjaan;
b. Melakukan kerjasama nasional dan internasional yang berkaitan dengan hubungan kerja
yang dapat memperbaiki kehidupan pekerja dan keluarganya;
c. Melakukan kampanye-kampanye yang berkaitan dengan perbaikan kondisi perburuhan
Indonesia secara nasional;
d. Melakukan pembelaan dan advokasi terhadap anggota yang sudah sampai
penanganannya telah sampai di tingkat nasional;
e. Melakukan riset-riset atas perkembangan situasi dan kondisi perburuhan secara nasional
dan juga kondisi perburuhan-perburuhan yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan
multinasional.
f. Menerbitkan surat keputusan dan melantik pengurus DPD;
g. Menerbitkan Kartu Tanda Pengurus DPD dan DPP.
2. Peraturan organisasi tersebut di atas dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan Job
Discription pengurus sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Pasal 86
Wewenang dan Tugas DPD
1. a.    Menjalankan Program-program kerja di tingkat daerah;
b. Melakukan analisis dan komunikasi atas kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang
berkaitan dan atau yang ada hubungannya dengan ketenagakerjaan;
c. Melakukan kerjasama di tingkat daerah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang
dapat memperbaiki kehidupan pekerja dan keluarganya;
d. Melakukan kampanye-kampanye yang berkaitan dengan perbaikan kondisi perburuhan
Indonesia secara di tingkat daerah;
e. Melakukan pembelaan dan advokasi terhadap anggota yang penanganan kasusnya sudah
sampai di tingkat daerah;
f. Melakukan riset-riset atas perkembangan situasi dan kondisi perburuhan di tingkat daerah
dengan perusahaan-perusahaan multinasional;
g. Menerbitkan surat keputusan dan melantik DPC;
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2. Wewenang sebagaimana diatur dalam ayat 1 (satu) digunakan sebagai pedoman dalam
pembuatan Job Discription pengurus sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Pasal 87
Wewenang dan Tugas DPC
1. a.  Menjalankan program-program kerja di tingkat cabang;
b. Melakukan analisa dan komunikasi atas kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten atau
kota dan atau yang ada hubungannya dengan ketenagakerjaan;
c. Melakukan kerjasama di tingkat daerah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang
dapat memperbaiki kehidupan pekerja dan keluarganya;
d. Melakukan kampanye-kampanye yang berkaitan dengan perbaikan kondisi perburuhan
Indonesia secara di tingkat kabupaten atau kota;
e. Melakukan pembelaan dan advokasi terhadap anggota yang penanganan kasusnya sudah
sampai di tingkat kabupaten atau kota;
f. Mengumpulkan data-data atas perkembangan situasi dan kondisi perburuhan di tingkat
kabupaten atau kota khususnya di perusahaan-perusahaan multinasional;
g. Menerbitkan Kartu Tanda Anggota
h. Menerbitkan surat keputusan dan melantik pengurus PSP;
i. Menerbitkan kartu Tanda Pengurus para pengurus PSP;
j. Memberikan sanksi kepada PSP atas rekomendasi DPD dan/atau DPP
2. Wewenang sebagaimana diatur dalam ayat 1 (satu) digunakan sebagai pedoman dalam
pembuatan Job Discription pengurus sesuai dengan kebutuhan masing-masing
Pasal 88
Wewenang dan Tugas PSP
1. a. Menjalankan program-program kerja di tingkat unit kerja;
b. Melakukan analisis kebijakan-kebijakan perusahaan khususnya yang berkaitan dan atau
ada hubungannya dengan ketenagakerjaan;
c. Membuat dan merundingkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
d. Melakukan pembelaan dan advokasi terhadap anggota yang penanganan kasusnya di
tingkat unit sebelum kasus tersebut dilimpahkan kepada perangkat DPC;
e. Melakukan pendidikan kepada PA dan anggota di tingkat unit;
f. Mengumpulkan data-data atas perkembangan situasi dan kondisi perburuhan di tingkat
unit kerjanya dan menyampaikan kepada DPC;
g. Menerbitkan surat keputusan dan melantik Perwakilan Anggota.
2. Wewenang sebagaimana diatur dalam ayat 1 (satu) digunakan sebagai pedoman dalam
pembuatan Job Discription pengurus sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
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BAB XXVIII
KETENTUAN MENGENAI KEUANGAN
Pasal 89
Penggunaan dan pendistribusian uang pangkal
1. Uang Pangkal digunakan untuk keperluan :
a. Pembuatan KTA
b. Pembuatan kop surat dan stempel serikat pekerja
c. Pembelian buku-buku peraturan perundang-undangan, kesekretariatan, administrasi,
pembukuan keuangan.
2. Penditribusian uang pangkal diatur sebagai berikut :
a. 70% untuk PSP setempat
b. 30% DPC atau DPD bila di suatu wilayah belum/tidak ada DPC SPN.
Pasal 90
Pendistribusian Iuran Anggota
1. Iuran anggota didistribusikan melalui rekening bank masing-masing perangkat organisasi
dengan perincian sebagai berikut :
a. PSP 50% dari jumlah penerimaan
b. DPC 30% dari jumlah penerimaan
c. DPD 10% dari jumlah penerimaan
d. DPP 10 % dari jumlah penerimaan
2. Dalam hal di suatu daerah belum/tidak ada DPD tapi telah ada DPC maka perincian
pendistribusiannya sebagai berikut :
a. PSP 50%d ari jumlah penerimaan
b. DPC 40% dari jumlah penerimaan
c. DPP 10% dari jumlah penerimaan
3. Dalam hal di suatu daerah belum/tidak ada DPC tapi telah ada DPD maka perincian
pendistribusiannya sebagai berikut :
a. PSP 50%  dari jumlah penerimaan
b. DPD 40% dari jumlah penerimaan
c. DPP 10 % dari jumlah penerimaan
4. Pendistribusian iuran anggota kepada rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat 2
harus sudah dilaksanakan paling lambat 10 hari sejak tanggal pemungutan.
5. Foto copy tanda bukti transfer bank, harus sudah dikumpulkan kepada DPC, DPD dan DPP
selambat-lambatnya 7 hari sejak tanggal pengiriman uang.
6. Pendistribusian uang iuran anggota/chek off system (COS) dilakukan oleh PSP/Basis kepada
DPC, DPD dan DPP melalui bank.
7. Untuk penditribusian iuran anggota kepada afiliasi di tingkat nasional dan internasional
adalah menjadi kewajiban DPP-SPN.
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Pasal 91
Pengajuan Pemotongan Upah untuk Iuran Anggota Melalui Pengusaha
1. Setiap pimpinan Serikat Pekerja Nasional tingkat Perusahaan/Basis berhak mengajukan
permohonan secara tertulis kepada pengusaha untuk melakukan pemungutan iuran bulanan
anggota.
2. Permohonan pengajuan pemungutan iuran anggota sebagaimana dimaksud ayat (1),
dilengkapi dengan :
a. Foto copy surat pencatatan dari Disnaker setempat;
b. Foto copy AD/ART SPN;
c. Daftar nama anggota Serikat Pekerja Nasional;
d. Surat kuasa anggota secara kolektif maupun perseorangan;
e. Alamat dan nomor rekening SPN.
3. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditembuskan kepada perangkat
organisasi (DPC, DPD, dan DPP SPN).
4. Setiap anggota dapat menarik kembali surat kuasa atas kehendaknya sendiri dengan ketentuan
penarikan tersebut harus disampaikan kepada Serikat Pekerja/PSP dan pengusaha 3 bulan
sebelumnya.
5. Anggota yang karena suatu sebab tidak dapat melanjutkan hubungan kerja di perusahaan di
mana dia bekerja, maka kuasa atas pemotongan upah untuk iuran gugur dengan sendirinya
terhitung sejak tanggal putusnya hubungan kerja.
6. Dengan ditariknya surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan 5 maka secara
otomatis gugur pula hak dan kewajibannya sebagai anggota SPN.
Pasal 92
Rekening Bank
1. Untuk ketertiban lalu lintas penerimaan dan pengeluaran uang organisasi serta guna
memudahkan pengawasannya maka PSP, DPC, DPD dan DPP SPN wajib membuka rekening
pada bank BRI.
2. Nama, alamat dan nomor rekening yang telah dimiliki oleh setiap perangkat SPN harus
diberitahukan kepada seluruh perangkat di atas dan di bawahnya.
Pasal 93
Pengambilan Uang dari Bank
Pengambilan uang dari bank oleh PSP dan perangkat SPN dilakukan dengan cheque yang
ditandatangani oleh 2 dari 3 orang pengurus yang ditunjuk atau diberi kuasa,
Pasal 94
Laporan Penarikan Iuran Anggota
1. Setiap PSP wajib melaporkan hasil pemungutan iuran anggota kepada DPC, DPD dan DPP
SPN paling lambat 3 bulan sekali.
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2. Setiap DPC, DPD SPN wajib membuat laporan tentang serikat pekrja yang sudah dan atau
belum melaksanakan pemungutan dan pendistribusian iuran anggota paling lambat 3 bulan
sekali.
Pasal 95
Penggunaan Iuran Anggota
1. Uang iuran anggota digunakan untuk
a. Biaya rutin (sewa kantor, peralatan kantor, iuran afiliasi, staff, pengurus);
b. Biaya perlengkapan kantor;
c. Biaya operasional (pendidikan, pembelaan, gerakan perempuan, aksi, sosek, publikasi,
rapat);
d. Biaya mengikuti sidang-sidang.
2. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1,
dilakukan dalam Rakerta, Rakercab, Rakerda dan Rakernas.
3. Biaya KONFERTA, KONFERCAB, KONFERDA dan Kongres ditanggung oleh peserta dan
delegasi.
Pasal 96
Pembukuan Keuangan
Setiap perangkat organisasi SPN (PSP, DPC, DPD dan DPP) wajib melaksnakan pembukuan
keuangan organisasi yang terbuka/transparan.
BAB XXIX
SANKSI ORGANISASI DAN PEMBELAAN DIRI
Pasal 97
Sanksi pendistribusian Iuran Anggota
1. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut pengurus PSP/Basis tidak mendistribusikan
iuran anggota yang diterima kepada perangkat organisasi di atasnya sesuai AD/ART, maka
kepada pengurus PSP/Basis dikenakan sanksi berupa teguran.
2. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut pengurus PSP/Basis tidak mendistribusikan
iuran yang diterima kepada perangkat organisasi di atasnya sesuai AD/ART, maka kepada
PSP/Basis dilakukan pemanggilan.
3. Apabila dalam waktu 4 (empat) bulan berturut-turut pengurus PSP/Basis tidak
mendistribusikan iuran anggota yang diterima kepada perangkat organisasi di atasnya sesuai
AD/ART, maka pengurus PSP/Basis dipanggil paksa. Dan apabila sudah mencapai 5 (lima)
bulan selanjutnya pengurus PSP/Basis dibekukan dan diambil alih oleh DPC/DPD SPN
(apabila di suatu daerah belum ada DPC).
4. Dalam waktu 2 (dua) bulan, DPC/DPD SPN harus sudah membentuk kepengurusan PSP
baru.
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5. Dalam kurun waktu sebelum terbentuknya kepengurusan yang baru, maka DPC/DPC
menunjuk pelaksana tugas harian organisasi (PTHO) sampai dengan terbentuknya
kepengurusan baru.
Pasal 98
Sanksi Organisasi
1. Sanksi organisasi dikenakan kepada anggota dan pengurus SPN di semua tingkatan yang
melakukan tindakan indisipliner dalam bentuk
a. Surat peringatan pertama, kedua dan ketiga
b. Skorshing
c. Pemecatan sementara
d. Pemecatan selamanya
2. Surat peringatan I, II dan III tidak harus diberikan secara berurutan, tergantung besar kecilnya
kesalahan berdasarkan keputusan organisasi.
3. Skorshing, pemecatan sementara dan pemecatan selamanya diberikan berdasarkan keputusan
organisasi.
Pasal 99
Pembekuan Kepengurusan
Dalam keadaan darurat dan atau luar biasa Sidang Majelis Nasional atas laporan perangkat SPN
berwenang melakukan pembekuan dan memerintahkan perangkat setempat mengangkat
kepengurusan sementara perangkat di bawahnya sampai dengan terbentuknya kembali secara
definitif.
Pasal 100
Berhenti Sebagai Pengurus
Setiap pejabat SPN di segala tindakan secara otomatis dinyatakan berhenti karena :
a. Meninggal dunia;
b. Atas permintan sendiri;
c. Tidak aktif selama 6 bulan berturut-turut;
d. Terbukti terpilih sebagai pengurus dengan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur
pasal 77 ART.
Pasal 101
Pembelaan Diri dan Banding
1. Pembelaan diri setiap anggota atau pengurus SPN di semua tingkatan atas pemecatan
sementara atau pemecatan selamanya dilakukan dalam Majelis
Nasional/Rakorda/Rakorcab/Rakorta.
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2. Dalam pembelaan diri atas sanksi yang diberikan sebagaimana dimaksud pasal 98, dapat
mengajukan banding kepada perangkat satu tingkat di atasnya dengan bukti dan saksi untuk
melengkapi bandingnya tersebut.
3. Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan dalam waktu 30
hari setelah keputusan organisasi diterima oleh yang bersangkutan.
BAB XXX
PERUBAHAN KHUSUS
Pasal 102
Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
1. AD/ART dapat diubah berdasarkan resolusi tertulis dari 2/3 (dua pertiga) jumlah PSP/Basis.
2. Perubahan AD/ART sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam Kongres Khusus.
3. Kongres Khusus sebagaimana dimaksud ayar (2), harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya
2/3(dua pertiga) dari jumlah DPC dan DPD SPN.
4. Kongres khusus diselenggarakan dan dipimpin oleh DPP SPN.
Pasal 103
Pembubaran Organisasi
1. Serikat Pekerja hanya dapat dibuarkan jika dikehendaki oleh seluruh anggota atau dinyatakan
dengan keputusan pengadilan.
2. Pembubaran SPN dilakkan dalam Kongres Khusus.
3. DPP dalam waktu satu bulan harus sudah memberitahukan kepada DPD, DPC, PSP/Basis
mengenai pelaksanaan Kongres Khusus.
4. Dalam Hal SPN dibubarkan, maka kekayaan organisasi akan diserahkan kepada badan
atau lembaga sosial di Indonesia
Pasal 104
Peraturan Peralihan
1. Dalam hal yang berkaitan dengan perubahan dan amandemen Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga ini, maka seluruh perangkat organisasi SPN menyesuaikan diri.
2. Dengan ditetapkannya AD/ART yang disahkan pada tanggal 6 Juni 2003 dan semua
peraturan organisasi yang bertentangan dengan AD/ART ini dinyatakan tidak berlaku lagi
sejak tanggal 8 Januari 2014.
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BAB XXXI
PENUTUP
Pasal 105
1. Hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan
organisasi (PO)
2. AD/ART ini berlaku sejak tanggal 8 Januari 2014
DEWAN PIMPINAN PUSAT
SERIKAT PEKERJA NASIONAL
TTD TTD
IWAN KUSMAWANR A M I D I
Ketua Umum                              Sekretaris Umum
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Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2015
TENTANG
PENGUPAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Pengupahan;
Mengingat : 1 : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUPAHAN.
BAB I . . .
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian
kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk
tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan
dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
2. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah
atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Pengusaha adalah:
a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
4. Perusahaan adalah:
a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau
tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan
hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan
pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain;
b. usaha-usaha . . .
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b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus
dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan
dalam bentuk lain.
5. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan
pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan
kewajiban para pihak.
6. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh
pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
7. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil
perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat
pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa
pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat
kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.
8. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur
pekerjaan, upah, dan perintah.
9. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena
suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban
antara pekerja/buruh dan pengusaha.
10. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari,
oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar
perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan
bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi
hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan
pekerja/buruh dan keluarganya.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan.
Pasal 2 . . .
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Pasal  2
Hak Pekerja/Buruh atas Upah timbul pada saat terjadi Hubungan Kerja antara
Pekerja/Buruh dengan Pengusaha dan berakhir pada saat putusnya Hubungan
Kerja.
BAB II
KEBIJAKAN PENGUPAHAN
Pasal 3
(1) Kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak bagi Pekerja/Buruh.
(2) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Upah minimum;
b. Upah kerja lembur;
c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar
pekerjaannya;
e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
f. Bentuk dan cara pembayaran Upah;
g. Denda dan potongan Upah;
h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah;
i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan
k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
BAB III . . .
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BAB III
PENGHASILAN YANG LAYAK
Pasal 4
(1) Penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan
Pekerja/Buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi
kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan keluarganya secara wajar.
(2) Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dalam bentuk:
a. Upah; dan
b. Pendapatan non Upah.
Pasal 5
(1) Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas
komponen:
a. Upah tanpa tunjangan;
b. Upah pokok dan tunjangan tetap; atau
c. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.
(2) Dalam hal komponen Upah terdiri dari Upah pokok dan tunjangan tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, besarnya Upah pokok
paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok
dan tunjangan tetap.
(3) Dalam hal komponen Upah terdiri dari Upah pokok, tunjangan tetap,
dan tunjangan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari
jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap.
(4) Upah . . .
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(4) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian
Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
Pasal 6
(1) Pendapatan non Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf b berupa tunjangan hari raya keagamaan.
(2) Selain tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pengusaha dapat memberikan pendapatan non Upah berupa:
a. Bonus;
b. Uang pengganti fasilitas kerja; dan/atau
c. Uang servis pada usaha tertentu.
Pasal 7
(1) Tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) wajib diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh.
(2) Tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya
keagamaan.
(3) Ketentuan mengenai tunjangan hari raya keagamaan dan tata cara
pembayarannya diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 8
(1) Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat
diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atas keuntungan
Perusahaan.
(2) Penetapan . . .
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(2) Penetapan perolehan bonus untuk masing-masing Pekerja/Buruh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
Pasal 9
(1) Perusahaan dapat menyediakan fasilitas kerja bagi:
a. Pekerja/Buruh dalam jabatan/pekerjaan tertentu; atau
b. Seluruh Pekerja/Buruh.
(2) Dalam hal fasilitas kerja bagi Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak tersedia atau tidak mencukupi, Perusahaan dapat
memberikan uang pengganti fasilitas kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf
(3) Penyediaan fasilitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pemberian uang pengganti fasilitas kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama.
Pasal 10
(1) Uang servis pada usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) huruf c dikumpulkan dan dikelola oleh Perusahaan.
(2) Uang servis pada usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dibagikan kepada Pekerja/Buruh setelah dikurangi risiko
kehilangan atau kerusakan dan pendayagunaan peningkatan kualitas
sumber daya manusia.
(3) Ketentuan mengenai uang servis pada usaha tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB IV . . .
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BAB IV
PELINDUNGAN UPAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11
Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan
yang sama nilainya.
Bagian Kedua
Penetapan Upah
Pasal 12
Upah ditetapkan berdasarkan:
A. Satuan waktu; dan/atau
B. Satuan hasil.
Pasal 13
(1) Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a ditetapkan secara harian, mingguan, atau bulanan.
(2) Dalam hal Upah ditetapkan secara harian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), perhitungan Upah sehari sebagai berikut:
a. Bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam
seminggu, Upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima); atau
b. Bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam
seminggu, Upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu).
Pasal 14 . . .
129
- 9 -
Pasal 14
(1) Penetapan besarnya Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan berpedoman pada
struktur dan skala Upah.
(2) Struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
disusun oleh Pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa
kerja, pendidikan, dan kompetensi.
(3) Struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
diberitahukan kepada seluruh Pekerja/Buruh.
(4) Struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
dilampirkan oleh Perusahaan pada saat permohonan:
a. Pengesahan dan pembaruan Peraturan Perusahaan; atau
b. Pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan Perjanjian Kerja
Bersama.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan skala Upah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 15
(1) Upah berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf b ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati.
(2) Penetapan besarnya Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara
Pekerja/Buruh dengan Pengusaha.
Pasal 16 . . .
130
- 10 -
Pasal 16
Penetapan Upah sebulan berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf b, untuk pemenuhan pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan ditetapkan berdasarkan Upah rata-rata 3 (tiga) bulan
terakhir yang diterima oleh Pekerja/Buruh.
Bagian Ketiga
Cara Pembayaran Upah
Pasal 17
(1) Upah wajib dibayarkan kepada Pekerja/Buruh yang bersangkutan.
(2) Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran Upah yang memuat
rincian Upah yang diterima oleh Pekerja/Buruh pada saat Upah
dibayarkan.
(3) Upah dapat dibayarkan kepada pihak ketiga dengan surat kuasa dari
Pekerja/Buruh yang bersangkutan.
(4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1
(satu) kali pembayaran Upah.
Pasal 18
(1) Pengusaha wajib membayar Upah pada waktu yang telah diperjanjikan
antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh.
(2) Dalam hal hari atau tanggal yang telah disepakati jatuh pada hari libur
atau hari yang diliburkan, atau hari istirahat mingguan, pelaksanaan
pembayaran Upah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan,
atau Perjanjian Kerja Bersama.
Pasal 19 . . .
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Pasal 19
Pembayaran Upah oleh Pengusaha dilakukan dalam jangka waktu paling
cepat seminggu 1 (satu) kali atau paling lambat sebulan 1 (satu) kali kecuali
bila Perjanjian Kerja untuk waktu kurang dari satu minggu.
Pasal 20
Upah Pekerja/Buruh harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan per
tanggal pembayaran Upah.
Pasal 21
(1) Pembayaran Upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah Negara
Republik Indonesia.
(2) Pembayaran Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
tempat yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama.
(3) Dalam hal tempat pembayaran Upah tidak diatur dalam Perjanjian
Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, maka
pembayaran Upah dilakukan di tempat Pekerja/Buruh biasanya bekerja.
Pasal 22
(1) Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dibayarkan secara
langsung atau melalui bank.
(2) Dalam hal Upah dibayarkan melalui bank, maka Upah harus sudah
dapat diuangkan oleh Pekerja/Buruh pada tanggal pembayaran Upah
yang disepakati kedua belah pihak.
Bagian . . .
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Bagian Keempat
Peninjauan Upah
Pasal 23
(1) Pengusaha melakukan peninjauan Upah secara berkala untuk
penyesuaian harga kebutuhan hidup dan/atau peningkatan produktivitas
kerja dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan.
(2) Peninjauan Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
Bagian Kelima
Upah Pekerja/Buruh Tidak Masuk Kerja dan/atau
Tidak Melakukan Pekerjaan
Pasal 24
(1) Upah tidak dibayar apabila Pekerja/Buruh tidak masuk kerja dan/atau
tidak melakukan pekerjaan.
(2) Pekerja/Buruh yang tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan
pekerjaan karena alasan:
a. Berhalangan;
b. Melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; atau
c. Menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
tetap dibayar Upahnya.
(3) Alasan Pekerja/Buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan
pekerjaan karena berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a meliputi:
a. Pekerja/Buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
b. Pekerja/Buruh . . .
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b. Pekerja/Buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua
masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; dan
c. Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja karena:
1) Menikah;
2) Menikahkan anaknya;
3) Mengkhitankan anaknya;
4) Membaptiskan anaknya;
5) Isteri melahirkan atau keguguran kandungan;
6) Suami, isteri, orang tua, mertua, anak, dan/atau menantu
meninggal dunia; atau
7) Anggota keluarga selain sebagaimana dimaksud pada angka 6)
yang tinggal dalam satu rumah meninggal dunia.
(4) Alasan Pekerja/Buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan
pekerjaan karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. Menjalankan kewajiban terhadap negara;
b. Menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya;
c. Melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan
pengusaha dan dapat dibuktikan dengan adanya pemberitahuan
tertulis; atau
d. Melaksanakan tugas pendidikan dari Perusahaan.
(5) Alasan Pekerja/Buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan
pekerjaan karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila Pekerja/Buruh melaksanakan:
a. Hak istirahat mingguan;
b. Cuti tahunan;
c. Istirahat panjang;
d. Cuti sebelum dan sesudah melahirkan; atau
e. Cuti keguguran kandungan.
Pasal 25 . . .
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Pasal 25
Pengusaha wajib membayar Upah apabila Pekerja/Buruh bersedia melakukan
pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi Pengusaha tidak mempekerjakannya,
karena kesalahan sendiri atau kendala yang seharusnya dapat dihindari
Pengusaha.
Pasal 26
(1) Upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk kerja
dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena sakit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a sebagai berikut:
a. Untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus persen)
dari Upah;
b. Untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima
persen) dari Upah;
c. Untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh persen)
dari Upah; dan
d. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima persen)
dari upah sebelum Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh
Pengusaha.
(2) Upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh perempuan yang tidak
masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena sakit pada
hari pertama dan kedua masa haidnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (3) huruf b disesuaikan dengan jumlah hari menjalani
masa sakit haidnya, paling lama 2 (dua) hari.
(3) Upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk kerja
dan/atau tidak melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (3) huruf c sebagai berikut:
a. Pekerja/Buruh . . .
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a. Pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;
b. Menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
c. Mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
d. Membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
e. Isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama
2 (dua) hari;
f. Suami, isteri, orang tua, mertua, anak, dan/atau menantu
meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; atau
g. Anggota keluarga selain sebagaimana dimaksud dalam huruf f
yang tinggal dalam 1 (satu) rumah meninggal dunia, dibayar
untuk selama 1 (satu) hari.
Pasal 27
(1) Pekerja/Buruh yang menjalankan kewajiban terhadap negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a tidak melebihi 1
(satu) tahun dan penghasilan yang diberikan oleh negara kurang dari
besarnya Upah yang biasa diterima Pekerja/Buruh, Pengusaha wajib
membayar kekurangannya.
(2) Pekerja/Buruh yang menjalankan kewajiban terhadap negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a tidak melebihi 1
(satu) tahun dan penghasilan yang diberikan oleh negara sama atau lebih
besar dari Upah yang biasa diterima Pekerja/Buruh, Pengusaha tidak
wajib membayar.
(3) Pekerja/Buruh yang menjalankan kewajiban terhadap negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib
memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha.
Pasal 28 . . .
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Pasal 28
Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk
kerja atau tidak melakukan pekerjaannya karena menjalankan kewajiban
ibadah yang diperintahkan oleh agamanya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (4) huruf b, sebesar Upah yang diterima oleh Pekerja/Buruh
dengan ketentuan hanya sekali selama Pekerja/Buruh bekerja di Perusahaan
yang bersangkutan.
Pasal 29
Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk
kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena melaksanakan tugas serikat
pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c,
sebesar Upah yang biasa diterima oleh Pekerja/Buruh.
Pasal 30
Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk
kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena melaksanakan tugas
pendidikan dari Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4)
huruf d, sebesar Upah yang biasa diterima oleh Pekerja/Buruh.
Pasal 31
Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk
kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena menjalankan hak waktu
istirahat kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), sebesar
Upah yang biasa diterima oleh Pekerja/Buruh.
Pasal 32 . . .
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Pasal 32
Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
sampai dengan Pasal 31 ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.
Bagian Keenam
Upah Kerja Lembur
Pasal 33
Upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b
wajib dibayar oleh Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi
waktu kerja atau pada istirahat mingguan atau dipekerjakan pada hari libur
resmi sebagai kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang bersangkutan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketujuh
Upah untuk Pembayaran Pesangon
Pasal 34
(1) Komponen Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang
pesangon terdiri atas:
a. Upah pokok; dan
b. Tunjangan tetap yang diberikan kepada Pekerja/Buruh dan
keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan
kepada Pekerja/Buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus
dibayar Pekerja/Buruh dengan subsidi, maka sebagai Upah dianggap
selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh
Pekerja/Buruh.
(2) Dalam . . .
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(2) Dalam hal Pengusaha memberikan Upah tanpa tunjangan, dasar
perhitungan uang pesangon dihitung dari besarnya Upah yang diterima
Pekerja/Buruh.
Pasal 35
Upah untuk pembayaran pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan ketentuan:
a. Dalam hal penghasilan Pekerja/Buruh dibayarkan atas dasar perhitungan
harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 (tiga puluh) kali
penghasilan sehari;
b. Dalam hal Upah Pekerja/Buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan
hasil, potongan/borongan atau komisi, penghasilan sehari adalah sama
dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir,
dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan Upah minimum
provinsi atau kabupaten/kota; atau
c. Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan Upahnya
didasarkan pada Upah borongan, maka perhitungan Upah sebulan
dihitung dari Upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.
Bagian Kedelapan
Upah untuk Perhitungan Pajak Penghasilan
Pasal 36
(1) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan yang dibayarkan untuk pajak
penghasilan dihitung dari seluruh penghasilan yang diterima oleh
Pekerja/Buruh.
(2) Pajak . . .
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(2) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apat dibebankan
kepada Pengusaha atau Pekerja/Buruh yang diatur dalam Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
(3) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kesembilan
Pembayaran Upah dalam Keadaan Kepailitan
Pasal 37
(1) Pengusaha yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pernyataan pailit
oleh pengadilan maka Upah dan hak-hak lainnya dari Pekerja/Buruh
merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya.
(2) Upah Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan
pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Hak-hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didahulukan pembayarannya setelah pembayaran para kreditur
pemegang hak jaminan kebendaan.
Pasal 38
Apabila Pekerja/Buruh jatuh pailit, Upah dan segala pembayaran yang timbul
dari Hubungan Kerja tidak termasuk dalam kepailitan kecuali ditetapkan lain
oleh hakim dengan ketentuan tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen)
dari Upah dan segala pembayaran yang timbul dari Hubungan Kerja yang
harus dibayarkan.
Bagian . . .
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Bagian Kesepuluh
Penyitaan Upah Berdasarkan Perintah Pengadilan
Pasal 39
Apabila uang yang disediakan oleh Pengusaha untuk membayar Upah disita
oleh juru sita berdasarkan perintah pengadilan maka penyitaan tersebut tidak
boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Upah yang harus
dibayarkan.
Bagian Kesebelas
Hak Pekerja/Buruh Atas Keterangan Upah
Pasal 40
(1) Pekerja/Buruh atau kuasa yang ditunjuk secara sah berhak meminta
keterangan mengenai Upah untuk dirinya dalam hal keterangan terkait
Upah tersebut hanya dapat diperoleh melalui buku Upah di Perusahaan.
(2) Apabila permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berhasil maka Pekerja/Buruh atau kuasa yang ditunjuk berhak
meminta bantuan kepada pengawas ketenagakerjaan.
(3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib
dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V . . .
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BAB V
UPAH MINIMUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 41
(1) Gubernur menetapkan Upah minimum sebagai jaring pengaman.
(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Upah
bulanan terendah yang terdiri atas:
a. Upah tanpa tunjangan; atau
b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap.
Pasal 42
(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya
berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu)
tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.
(2) Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih
dirundingkan secara bipartit antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha di
Perusahaan yang bersangkutan.
Pasal 43
(1) Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan
memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
(2) Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
standar kebutuhan seorang Pekerja/Buruh lajang untuk dapat hidup
layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.
(3) Kebutuhan . . .
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(3) Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
beberapa komponen.
(4) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas beberapa
jenis kebutuhan hidup.
(5) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan jenis kebutuhan
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditinjau dalam jangka waktu
5 (lima) tahun.
(6) Peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Menteri dengan
mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan
Pengupahan Nasional.
(7) Kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan data dan informasi
yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
(8) Hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar perhitungan Upah minimum
selanjutnya dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan
ekonomi.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan hidup layak diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 44
(1) Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah minimum.
(2) Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagai berikut:
UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % ∆ PDBt)}
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Upah minimum dengan
menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian . . .
143
- 23 -
Bagian Kedua
Penetapan Upah minimum Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota
Pasal 45
(1) Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi.
(2) Penetapan Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
(3) Dalam hal telah dilakukan peninjauan kebutuhan hidup layak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5), gubernur menetapkan
Upah minimum provinsi dengan memperhatikan rekomendasi dewan
pengupahan provinsi.
(4) Rekomendasi dewan pengupahan provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang
komponen dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri dan dengan
memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Pasal 46
(1) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota.
(2) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus lebih besar dari Upah minimum provinsi di provinsi yang
bersangkutan.
Pasal 47
(1) Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
(2) Dalam . . .
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(2) Dalam hal telah dilakukan peninjauan kebutuhan hidup layak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5), gubernur menetapkan
Upah minimum kabupaten/kota dengan memperhatikan rekomendasi
bupati/walikota serta saran dan pertimbangan dewan pengupahan
provinsi.
(3) Rekomendasi bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan saran dan pertimbangan dewan pengupahan
kabupaten/kota.
(4) Rekomendasi   bupati/walikota   serta   saran   dan pertimbangan dewan
pengupahan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan saran dan
pertimbangan dewan pengupahan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang
komponen dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri dan dengan
memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Pasal 48
Ketentuan lebih lanjut mengenai Upah minimum provinsi dan/atau
kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Penetapan Upah Minimum
Sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota
Pasal 49
(1) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum sektoral provinsi dan/atau
kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha
dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan.
(2) Penetapan . . .
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(2) Penetapan Upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor
unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan
kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
(3) Upah minimum sektoral provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus lebih besar dari Upah minimum provinsi di provinsi yang
bersangkutan.
(4) Upah minimum sektoral kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus lebih besar dari Upah minimum kabupaten/kota di
kabupaten/kota yang bersangkutan.
Pasal 50
Ketentuan lebih lanjut mengenai Upah minimum sektoral provinsi dan/atau
kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB VI
HAL-HAL YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN UPAH
Pasal 51
(1) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah terdiri atas:
a. Denda;
b. Ganti rugi;
c. Pemotongan upah untuk pihak ketiga;
d. Uang muka upah;
e. Sewa rumah dan/atau sewa barang-barang milik perusahaan yang
disewakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh;
f. hutang . . .
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f. Hutang atau cicilan hutang Pekerja/Buruh kepada Pengusaha;
dan/atau
g. Kelebihan pembayaran Upah.
(2) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, dilaksanakan sesuai dengan
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
Pasal 52
Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, hal-hal yang dapat
diperhitungkan dengan Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 yang
menjadi kewajiban Pekerja/Buruh yang belum dipenuhi dan/atau piutang
Pekerja/Buruh yang menjadi hak Pekerja/Buruh yang belum terpenuhi dapat
diperhitungkan dengan semua hak yang diterima sebagai akibat Pemutusan
Hubungan Kerja.
BAB VII
PENGENAAN DENDA DAN PEMOTONGAN UPAH
Bagian Kesatu
Pengenaan Denda
Pasal 53
Pengusaha atau Pekerja/Buruh yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian
Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama karena
kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda apabila diatur secara tegas
dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama.
Pasal 54 . . .
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Pasal 54
(1) Denda kepada Pengusaha atau Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 dipergunakan hanya untuk kepentingan Pekerja/Buruh.
(2) Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan denda, besaran denda dan
penggunaan uang denda diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
Pasal 55
(1) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 yang terlambat
membayar dan/atau tidak membayar Upah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda, dengan ketentuan:
a. Mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal
seharusnya Upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen)
untuk setiap hari keterlambatan dari Upah yang seharusnya
dibayarkan;
b. Sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih belum dibayar,
dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan
ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh
persen) dari Upah yang seharusnya dibayarkan; dan
c. Sesudah sebulan,  apabila  Upah  masih  belum dibayar, dikenakan
denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b
ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank
pemerintah.
(2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar Upah kepada
Pekerja/Buruh.
Pasal 56 . . .
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Pasal 56
(1) Pengusaha yang terlambat membayar tunjangan hari raya keagamaan
kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
dikenai denda sebesar 5% (lima persen) dari total tunjangan hari raya
keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban
Pengusaha untuk membayar.
(2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar tunjangan hari
raya keagamaan kepada Pekerja/Buruh.
Bagian Kedua
Pemotongan Upah
Pasal 57
(1) Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk:
a. Denda;
b. Ganti rugi; dan/atau
c. Uang muka Upah,
dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Peraturan Kerja Bersama.
(2) Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk pihak ketiga hanya dapat
dilakukan apabila ada surat kuasa dari Pekerja/Buruh.
(3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap saat dapat
ditarik kembali.
(4) Surat kuasa dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikecualikan untuk semua kewajiban pembayaran oleh Pekerja/Buruh
terhadap negara atau iuran sebagai peserta pada suatu dana yang
menyelenggarakan jaminan sosial yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pemotongan . . .
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(5) Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk:
a. Pembayaran hutang atau cicilan hutang Pekerja/Buruh; dan/atau
b. Sewa rumah dan/atau sewa barang-barang milik Perusahaan yang
disewakan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh, harus dilakukan
berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis.
(6) Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk kelebihan pembayaran Upah
kepada Pekerja/Buruh dilakukan tanpa persetujuan Pekerja/Buruh.
Pasal 58
Jumlah keseluruhan pemotongan Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
57 paling banyak 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran Upah
yang diterima Pekerja/Buruh.
BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 59
(1) Sanksi administratif dikenakan kepada Pengusaha yang:
a. Tidak membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada
Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan
ayat (2);
b. Tidak membagikan uang servis pada usaha tertentu kepada
Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
c. tidak . . .
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c. Tidak menyusun struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (2) serta tidak memberitahukan kepada seluruh
Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
d. Tidak membayar Upah sampai melewati jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19;
e. Tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar denda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53; dan/atau
f. Melakukan pemotongan Upah lebih dari 50% (lima puluh persen)
dari setiap pembayaran Upah yang diterima Pekerja/Buruh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. Teguran tertulis;
b. Pembatasan kegiatan usaha;
c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
d. Pembekuan kegiatan usaha.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi
administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 60
(1) Menteri, menteri terkait, gubernur, bupati/walikota, atau pejabat yang
ditunjuk sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 kepada Pengusaha.
(2) Pengenaan . . .
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(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas
ketenagakerjaan yang berasal dari:
a. Pengaduan; dan/atau
b.Tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan.
(3) Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 61
Pengusaha yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 ayat (2) tidak menghilangkan kewajibannya untuk membayar
hak Pekerja/Buruh.
Pasal 62
Menteri terkait, gubernur, bupati/walikota, atau pejabat yang ditunjuk
memberitahukan pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) kepada Menteri.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 63
Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku:
a. Upah minimum provinsi yang masih dibawah kebutuhan hidup layak,
gubernur wajib menyesuaikan Upah minimun provinsi sama dengan
kebutuhan hidup layak secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun sejak
Peraturan Pemerintah ini diundangkan;
b. Pengusaha . . .
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b. Pengusaha yang belum menyusun dan menerapkan struktur dan skala
Upah, wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala Upah
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini serta melampirkannya dalam
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) paling lama
2 (tahun) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
BAB  X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pengupahan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 65
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3190), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal  66
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 237
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2015
TENTANG
PENGUPAHAN
I. UMUM
Upah merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam Hubungan Kerja.
Berbagai pihak yang terkait melihat Upah dari sisi masing-masing yang berbeda. Pekerja/Buruh
melihat Upah sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan
keluarganya. Secara psikologis Upah juga dapat menciptakan kepuasan bagi Pekerja/Buruh. Di
lain pihak, Pengusaha melihat Upah sebagai salah satu biaya produksi. Pemerintah melihat
Upah, di satu pihak untuk tetap dapat menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi
Pekerja/Buruh dan keluarganya, meningkatkan produktivitas Pekerja/Buruh, dan meningkatkan
daya beli masyarakat.
Dengan melihat berbagai kepentingan yang berbeda tersebut, pemahaman sistem
pengupahan serta pengaturannya sangat diperlukan untuk memperoleh kesatuan pengertian dan
penafsiran terutama antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.
Agar terpenuhinya kehidupan yang layak, penghasilan Pekerja/Buruh harus dapat
memenuhi kebutuhan fisik, non fisik dan sosial, yang meliputi makanan, minuman, sandang,
perumahan, pendidikan, kesehatan, jaminan hari tua, dan rekreasi. Untuk itu kebijakan
pengupahan juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan
kerja serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh beserta keluarganya.
Peraturan . . .
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah perlu
disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan keadaan. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 1981 perlu dilakukan penyempurnaan. Peraturan Pemerintah ini diharapkan
dapat dipakai sebagai pegangan dalam pelaksanaan Hubungan Kerja dalam menangani berbagai
permasalahan di bidang pengupahan yang semakin kompleks.
Untuk peningkatan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya yang mendorong
kemajuan dunia usaha serta produktivitas kerja, ketentuan mengenai pengaturan penghasilan
yang layak, kebijakan pengupahan, pelindungan pengupahan, penetapan Upah minimum, dan
pengenaan denda dalam Peraturan Pemerintah diarahkan pada sistem pengupahan secara
menyeluruh. Peraturan Pemerintah ini pada hakekatnya mengatur pengupahan secara
menyeluruh yang mampu menjamin kelangsungan hidup secara layak bagi Pekerja/Buruh dan
keluarganya sesuai dengan perkembangan dan kemampuan dunia usaha.
Peraturan Pemerintah ini antara lain memuat:
a. Kebijakan pengupahan;
b. Penghasilan yang layak;
c. Pelindungan Upah;
d. Upah minimum;
e. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
f. Pengenaan denda dan pemotongan Upah; dan
g. Sanksi administratif.
II. PASAL . . .
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∆ PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Yang dimaksud dengan ”pada saat terjadi Hubungan Kerja” yaitu sejak adanya
Perjanjian Kerja baik tertulis maupun tidak tertulis antara Pengusaha dan
Pekerja/Buruh.
Yang dimaksud dengan ”pada saat putusnya Hubungan Kerja”, antara lain
Pekerja/Buruh meninggal dunia, adanya Persetujuan Bersama atau adanya penetapan
Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pendapatan non Upah merupakan penerimaan Pekerja/Buruh dari
pemberi kerja dalam bentuk uang untuk pemenuhan kebutuhan
keagamaan, memotivasi peningkatan produktivitas, atau
peningkatan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.
Pasal 5 . . .
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Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Upah tanpa tunjangan” adalah sejumlah
uang yang diterima oleh Pekerja/Buruh secara tetap.
Contoh:
Seorang pekerja A menerima Upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga
juta rupiah) sebagai Upah bersih (clean wages). Besaran Upah
tersebut utuh digunakan sebagai dasar perhitungan hal–hal yang
terkait dengan Upah, seperti tunjangan hari raya keagamaan, Upah
lembur, pesangon, iuran jaminan sosial, dan lain – lain.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Upah pokok” adalah imbalan dasar yang dibayarkan
kepada Pekerja/Buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
Yang dimaksud dengan “tunjangan tetap” adalah pembayaran kepada
Pekerja/Buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan
kehadiran Pekerja/Buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu. Contoh:
Komponen Upah terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap:
Seorang . . .
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Seorang pekerja menerima Upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
dengan komponen Upah pokok Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima
puluh ribu rupiah) dan tunjangan tetap Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh
ribu rupiah).
Dengan perhitungan sebagai berikut:
Upah yang diterima = Rp3.000.000,00 = 100%
Upah pokok = 75% x Rp3.000.000,00 = Rp2.250.000,00 Tunjangan tetap =
25% x Rp3.000.000,00 = Rp750.000,00
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tunjangan tidak tetap” adalah suatu pembayaran
yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Pekerja/Buruh,
yang diberikan secara tidak tetap untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya serta
dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu
pembayaran Upah pokok, seperti tunjangan transport dan/atau tunjangan
makan yang didasarkan pada kehadiran. Contoh:
Komponen Upah terdiri atas Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan
tidak tetap:
Seorang Pekerja/Buruh menerima Upah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta
lima ratus ribu rupiah) dengan komponen Upah pokok Rp2.250.000,00 (dua
juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tunjangan tetap Rp750.000,00 (tujuh
ratus lima puluh ribu rupiah), dan tunjangan tidak tetap Rp500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah).
Dengan perhitungan sebagai berikut:
Upah yang diterima = Rp3.500.000,00 = 100%
Upah pokok = 75% x Rp3.000.000,00 = Rp2.250.000,00
Tunjangan . . .
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Tunjangan tetap = 25% x Rp3.000.000,00 = Rp750.000,00
Tunjangan tidak tetap = Rp500.000,00
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “pada usaha tertentu” yaitu usaha
perhotelan dan usaha restoran di perhotelan.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “fasilitas kerja” adalah sarana/peralatan yang
disediakan oleh Perusahaan bagi jabatan atau pekerjaan tertentu atau seluruh
Pekerja/Buruh untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan.
Contoh . . .
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Contoh:
Fasilitas kendaraan, kendaraan antar jemput Pekerja/Buruh, dan/atau
pemberian makan secara cuma-cuma.
Yang dimaksud dengan “jabatan/pekerjaan tertentu” adalah kedudukan atau
kegiatan yang membutuhkan fasilitas dan keahlian tertentu untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Perusahaan sebagai
penerima fasilitas kerja.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Yang dimaksud dengan “pekerjaan yang sama nilainya” adalah pekerjaan yang
bobotnya sama diukur dari kompetensi, risiko kerja, dan tanggung jawab dalam satu
Perusahaan.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
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Ayat (2)
Struktur dan skala Upah antara lain dimaksudkan untuk:
a. Mewujudkan Upah yang berkeadilan;
b. Mendorong peningkatan produktivitas di Perusahaan;
c. Meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh; dan
d. Menjamin kepastian Upah dan mengurangi kesenjangan antara upah
terendah dan tertinggi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Yang dimaksud dengan ”pemenuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan” adalah pemenuhan kewajiban Pengusaha kepada Pekerja/Buruh antara lain
tunjangan hari raya keagamaan, Upah lembur, uang pesangon, uang penghargaan masa
kerja, Upah karena sakit, iuran dan manfaat jaminan sosial.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20 . . .
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Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Yang dimaksud dengan “Pekerja/Buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah
dijanjikan tetapi Pengusaha tidak mempekerjakannya” misalnya Pekerja/Buruh yang
diperintahkan untuk membongkar muatan kapal akan tetapi karena sesuatu hal kapal
tersebut tidak datang, maka Pengusaha harus membayar Upah Pekerja/Buruh.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30 . . .
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Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Seorang Pekerja/Buruh sangat dimungkinkan akan dapat jatuh pailit yang disebabkan
tidak terbayarnya hutang kepada pihak lain, baik kepada Pengusaha dan/atau orang
lain. Untuk menjamin kehidupan Pekerja/Buruh yang keseluruhan harta bendanya
disita, ada jaminan untuk hidup bagi dirinya beserta keluarganya. Oleh karena itu
dalam Pasal ini Upah dan pembayaran lainnya yang menjadi hak Pekerja/Buruh tidak
termasuk dalam kepailitan. Penyimpangan terhadap ketentuan Pasal ini hanya dapat
dilakukan oleh hakim dengan batas sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).
Pasal 39 . . .
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Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Penetapan Upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman (safety net)
agar Upah tidak dibayar lebih rendah dari Upah minimum yang ditetapkan
oleh pemerintah dan juga agar Upah tidak merosot sampai pada tingkat yang
membahayakan gizi Pekerja/Buruh sehingga tidak mengganggu kemampuan
kerja.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Formula perhitungan Upah minimum:
UMn = UMt + {UMt x (Inflasit  +  % ∆ PDBt )}
Keterangan:
UMn :  Upah minimum yang akan ditetapkan.
UMt :  Upah minimum tahun berjalan.
Inflasit . . .
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Inflasit : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang
lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.
∆ PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari
pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup
periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode
kwartal I dan II tahun berjalan.
Formula perhitungan Upah minimum adalah Upah minimum tahun berjalan
ditambah dengan hasil perkalian antara Upah minimum tahun berjalan
dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat
pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan.
Contoh:
UMt : Rp. 2.000.000,00
Inflasit : 5%
∆ PDBt : 6%
UMn = UMt + {UMt x (Inflasit +  % ∆ PDBt)}
UMn = Rp. 2.000.000,00 + {Rp. 2.000.000,00 x (5% + 6%)}
= Rp. 2.000.000,00 + {Rp. 2.000.000,00 x 11%}
= Rp. 2.000.000,00 + Rp. 220.000,00
= Rp. 2.220.000,00
Upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan Upah minimum
yang akan ditetapkan dalam formula perhitungan Upah minimum, sudah
berdasarkan kebutuhan hidup layak.
Penyesuaian . . .
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Penyesuaian nilai kebutuhan hidup layak pada Upah minimum yang akan
ditetapkan tersebut secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara
Upah minimum tahun berjalan dengan inflasi tahun berjalan. Upah
minimum yang dikalikan dengan inflasi ini akan memastikan daya beli dari
Upah minimum tidak akan berkurang. Hal ini didasarkan jenis-jenis
kebutuhan yang ada dalam kebutuhan hidup layak juga merupakan jenis-
jenis kebutuhan untuk menentukan inflasi. Dengan demikian penggunaan
tingkat inflasi dalam perhitungan Upah minimum pada dasarnya sama
dengan nilai kebutuhan hidup layak.
Penyesuaian Upah minimum dengan menggunakan nilai pertumbuhan
ekonomi pada dasarnya untuk menghargai peningkatan produktivitas secara
keseluruhan. Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi, antara lain peningkatan produktivitas, pertumbuhan tenaga
kerja, dan pertumbuhan modal. Dalam formula ini, seluruh bagian dari
pertumbuhan ekonomi dipergunakan dalam rangka peningkatan Upah
minimum.
Dalam hal ini yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah
pertumbuhan Produk Domestik Bruto.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48 . . .
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Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sektor unggulan“ adalah sektor usaha menurut
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berdasarkan hasil
penelitian dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan
kabupaten/kota, potensial untuk ditetapkan Upah minimum sektoral.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55 . . .
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Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66 . . .
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Pasal 66
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5747
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